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ABSTRAK 

Pendaftaran tanah dan pemilikan sertipikat hak atas tanah memberikan 

kepastian hukum dan perlindungan bagi pemilik tanah. Ketidakpastian hukum 

sering kali muncul akibat ketidaktahuan tentang keberadaan pemilik tanah. Hal ini 

menjadi masalah yang membutuhkan perhatian serius dan solusi yang efektif.. 

Tujuan dalam penilitian ini adalah untuk :   1) Mengetahui prosedur peralihan hak 

atas tanah ketika pemilik yang terdaftar dalam sertipikat tanah yang tidak 

diketahui keberadaanya. 2) Mengetahui hambatan dan solusi atas peralihan hak 

ketika pemilik yang terdaftar dalam sertipikat tanah tidak diketahui keberadaanya. 

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan 

yang digunakan untuk menganalisis dan memahami norma hukum, dua di 

antaranya adalah metode Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) 

dan Metode Kasus (Case Approach). 

Hasil penelitian disimpulkan : 1) Prosedur peralihan hak atas tanah ketika 

pemilik yang terdaftar dalam sertipikat tanah yang tidak diketahui keberadaanya 

yaitu dengan cara Verifikasi Data Awal, Penelusuran Administratif, Pengumuman 

Publik, Pelibatan Pihak Berwenang, Setiap tahapan pencarian pemilik harus 

didokumentasikan secara sistematis.  Jika semua upaya pencarian telah dilakukan 

namun pemilik tanah tetap tidak ditemukan, langkah selanjutnya adalah 

mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan 

status "tidak diketahui keberadaannya." Pada hal ini, Pasal 463 KUHPerdata 

mengatur mengenai keadaan tidak hadir atau afwezigheid. Pengajuan ini harus 

disertai dengan bukti kepemilikan tanah, dokumentasi lengkap upaya pencarian, 

keterangan dari instansi terkait, bukti pengumuman publik, serta saksi-saksi yang 

relevan. Prosedur pengadilan dalam penanganan perkara peralihan hak atas tanah 

yang pemiliknya tidak diketahui keberadaannya merupakan salah satu bagian dari 

hukum pertanahan di Indonesia.  2) Salah satu prinsip dasar yang terkait dengan 

peralihan hak atas tanah adalah asas "nemo plus juris transfere potest quam ipse 

habet," yang berarti seseorang tidak dapat mengalihkan hak lebih dari apa yang ia 

miliki. Hal ini tercermin dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang mengharuskan 

adanya tindakan hukum yang sah dalam peralihan hak. Ketidakhadiran pemilik 

tanah yang terdaftar menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya tindakan hukum 

langsung, sehingga menyebabkan kebuntuan dalam proses peralihan. Dalam kasus 

seperti ini, salah satu solusi yang bisa diambil adalah melalui mekanisme 

penetapan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang memungkinkan pembuktian alternatif 

dalam kondisi-kondisi tertentu. Selain itu, perlu adanya penyederhanaan prosedur 

tanpa mengurangi aspek kehati-hatian dan perlindungan hukum bagi semua pihak 

yang berkepentingan.  

 

Kata kunci: Peralihan Hak, Sertipikat, Pemilik. 
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ABSTRACT 

Land registration and ownership of land rights certificates provide legal certainty 

and protection for landowners. Legal uncertainty often arises from ignorance 

about the whereabouts of landowners. This is a problem that requires serious 

attention and effective solutions. The objectives of this research are to:  1) To find 

out the procedure for transferring land rights when the owner registered in the 

land certificate is unknown. 2) To find out the obstacles and solutions to the 

transfer of rights when the owner registered in the land certificate is unknown. 

The research method applied in this research is the approach method used to 

analyze and understand legal norms, two of which are the Statute Approach and 

Case Approach methods. The research results concluded: 1) The procedure for 

transferring land rights when the owner registered in the land certificate is 

unknown, namely by means of Initial Data Verification, Administrative Search, 

Public Announcement, Involving Authorized Parties, Each stage of the search for 

the owner must be documented systematically.  If all search efforts have been 

made but the landowner is still not found, the next step is to apply to the District 

Court to obtain a determination of the status of “unknown whereabouts.” In this 

case, Article 463 of the Civil Code regulates the state of absence or afwezigheid. 

This application must be accompanied by proof of land ownership, complete 

documentation of search efforts, statements from relevant agencies, evidence of 

public announcements, and relevant witnesses. Court procedures in handling 

cases of transfer of land rights where the owner's whereabouts are unknown is 

one part of land law in Indonesia.  2) One of the basic principles related to the 

transfer of land rights is the principle of “nemo plus juris transfere potest quam 

ipse habet,” which means that a person cannot transfer more rights than he has. 

This is reflected in Article 26 of Law No. 5/1960 on the Basic Regulation of 

Agrarian Principles (UUPA), which requires legal action in the transfer of rights. 

The absence of the registered landowner means that direct legal action cannot be 

taken, causing a deadlock in the transfer process. In such cases, one solution is 

through a court decision mechanism as stipulated in Article 37 paragraph (2) of 

Government Regulation No. 24/1997, which allows for alternative proof under 

certain conditions. In addition, it is necessary to simplify the procedure without 

reducing the prudential aspects and legal protection for all interested parties.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia hidup dan tumbuh di atas tanah, melakukan berbagai aktivitas 

yang menjadikannya terhubung erat dengan tanah setiap saat. Tanah berperan 

dalam kehidupan manusia, di mana manusia memperoleh bahan pangan dan 

berbagai sumber daya alam lainnya dari tanah. Tidak heran jika 

persengketaan mengenai tanah sering terjadi, mengingat banyak pihak yang 

ingin menguasai tanah orang lain demi sumber daya yang terkandung di 

dalamnya.
1
 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan 

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.
2
 Dalam penjelasan UUD 1945, 

Negara Indonesia didefinisikan sebagai negara yang berdasarkan atas dasar 

hukum. Hal ini berarti bahwa segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, 

bermasyarakat, dan bernegara harus didasarkan atas hukum yang berlaku. 

Dalam arti lain, hukum menjadi landasan utama dalam menjalankan 

kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia. 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum yang 

berorientasi pada kesejahteraan umum seperti yang tertulis dalam UUD 1945 

Pasal 1 ayat (3). Dalam konteks ini, hukum memiliki peran dalam 

menciptakan keadilan, ketertiban, dan keamanan di tengah-tengah 

masyarakat. Hukum juga berfungsi sebagai perintah yang memaksa untuk 

                                                 
1 Rahmat Ramadhani, 2022,"Kedudukan Hukum Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPjb) dalam 

Kegiatan Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah", Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, No. 3.1, hal. 

45-50. 
2 (Amandemen ) Undang-Undang Dasar 1945 “Perubahan I sampai dengan ke IV dalam satu 

naskah”, 2004, Merdeka Presindo, Yogyakarta, hal. 5. 



 

 

2 

 

melindungi kepentingan orang dalam masyarakat. Oleh karena itu, segala 

perbuatan warga negara harus berlandaskan hukum, baik masyarakat maupun 

pejabat, termasuk petani dan menteri. Kekuasaan kehakiman juga diperlukan 

untuk menegakkan aturan hukum dan memastikan keadilan. Masalah tanah 

menjadi salah satu isu paling mendasar dalam masyarakat Indonesia, terutama 

di bidang pertanahan. Di satu sisi, warga ingin mempertahankan hak-hak 

mereka atas tanah, sedangkan pemerintah harus menyelenggarakan 

kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Perlindungan hukum 

diperlukan untuk kepentingan masyarakat, dan hal ini bisa terwujud jika ada 

kaidah atau peraturan yang dipatuhi oleh masyarakat. 

Untuk mencapai kepastian hukum atas tanah, Undang-Undang 

mewajibkan pemegang hak untuk mendaftarkan tanahnya. Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah telah digantikan oleh Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. PP 18/2021 mendefinisikan bahwa 

pendaftaran tanah merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 

pemerintah secara terus-menerus dan teratur, meliputi pengumpulan, 

pengolahan, pembukuan, penyajian, dan pemeliharaan data fisik serta yuridis 

serta penyirnpanan daftar umum dan dokumen berupa data, informasi 

elektronik, dan/atau dokumen elektronik yang dibuat melalui sistem 

elektronik Kementerian.  Sertipikat tanah yang dikeluarkan menjadi bukti hak 
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atas tanah yang sudah ada haknya.
3
 Sertipikat tanah memiliki arti bagi 

pemiliknya, karena berfungsi sebagai alat bukti kuat dengan status hukum 

yang jelas. Hal ini memudahkan pemilik tanah untuk membuktikan haknya, 

serta pihak lain yang berkepentingan terhadap tanah tersebut dapat 

memperoleh informasi yang dapat dipercaya. Namun, masih banyak 

masyarakat yang memiliki tanah tanpa sertipikat, karena tanah tersebut belum 

didaftarkan sehingga tidak diketahui pemiliknya secara pasti. 

Sejarah perkembangan manusia dan kehancurannya juga dipengaruhi 

oleh tanah. Masalah tanah bisa menyebabkan persengketaan dan perang 

karena bangsa-bangsa atau individu ingin menguasai tanah orang lain. Tanah 

menjadi kebutuhan pokok yang sangat mendasar bagi manusia karena dari 

tanah manusia memperoleh sumber untuk melanjutkan hidupnya. Pentingnya 

tanah bagi kehidupan manusia tidak dapat dipungkiri. Tanah merupakan 

tempat manusia menjalani kehidupannya, sehingga setiap aspek kehidupan 

manusia sangat terkait erat dengan tanah. Dengan adanya tanah, manusia bisa 

memperoleh makanan, tempat tinggal, serta berbagai kebutuhan lainnya 

untuk keberlangsungan hidup. 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 menggantikan PP 24/1997  

dan PP 10/1961 dan merupakan pelaksanaan dari amanat yang ditetapkan 

dalam Pasal 19 UUPA. Peraturan ini mengatur bahwa pendaftaran tanah 

dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus dan berkesinambungan. 

Proses ini melibatkan pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian 

                                                 
3 Zahra Jati Apritania, 2021, "Peralihan Hak atas Tanah yang Dimiliki Anak oleh Orang yang 

Bertindak Sebagai Wali", Jurnal Ilmu Hukum: Alethea, No. 4.2, hal. 115-130. 
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serta pemeliharaan data fisik dan yuridis serta penyirnpanan daftar umum dan 

dokumen berupa data, informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik 

yang dibuat melalui sistem elektronik Kementerian, mengenai bidang-bidang 

tanah dan satuan-satuan rumah susun
4
. 

NKRI sebagai negara hukum harus mampu menyelesaikan sengketa 

hukum atas tanah. Dibutuhkan peraturan yang dapat melindungi hak-hak 

warga sekaligus menyelenggarakan kesejahteraan umum bagi seluruh 

masyarakat. Hanya dengan adanya perlindungan hukum yang kuat, 

kepentingan masyarakat bisa diwujudkan dan dipatuhi oleh semua pihak. 

Sengketa tanah seringkali muncul karena ketidaktahuan tentang keberadaan 

pemiliknya, seperti yang terjadi di Kota Tarakan. Sebagai contoh, pada 

tanggal 24 Desember 1985, terjadi kesepakatan jual beli tanah antara 

Penggugat dan Tergugat dengan harga Rp. 1.500.000. Namun, pada bulan 

September 2022, saat Penggugat hendak melakukan balik nama sertipikat hak 

milik di kantor Notaris/PPAT, ia menemui kendala karena tidak dapat 

menemukan Tergugat. Sengketa ini akhirnya dibawa ke Pengadilan Negeri 

Tarakan dengan putusan nomor 57/Pdt.G/2022/PN TAR. 

Tanah adalah elemen yang sangat bagi manusia karena merupakan 

sumber kehidupan dan mata pencaharian. Tidak hanya itu, tanah juga 

memiliki peran dalam sejarah perkembangan masyarakat. Konflik sering 

muncul akibat sengketa kepemilikan tanah, yang kemudian menjadi masalah 

hukum yang harus diselesaikan. Pendaftaran tanah dan pemilikan sertipikat 

                                                 
4 Gunsu Nurmansyah, 2024, "Analisis Peralihan Hak atas Tanah dalam Proses Pembangunan Jalan 

Tol Berdasarkan Hukum Agraria", Jurnal Hukum Bisnis, No. 13. Vol. 01, hal. 1-9. 
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hak atas tanah memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pemilik 

tanah. Ketidakpastian hukum sering kali muncul akibat ketidaktahuan tentang 

keberadaan pemilik tanah. Hal ini menjadi masalah yang membutuhkan 

perhatian serius dan solusi yang efektif. Dalam konteks ini, penulis 

berpendapat bahwa penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami dan 

menyelesaikan sengketa yang disebabkan oleh ketidakjelasan kepemilikan 

tanah, sebagaimana yang terjadi dalam kasus di Pengadilan Negeri Tarakan. 

Sebagai respon terhadap permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan memilih judul tesis: "Peralihan Hak Atas Tanah 

yang Tidak Diketahui Keberadaan Pemilik yang Terdaftar dalam Sertipikat 

Tanah" Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan 

dalam penyelesaian sengketa tanah yang sering terjadi di Indonesia. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah untuk penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana prosedur peralihan hak atas tanah ketika pemilik yang 

terdaftar dalam sertipikat tanah tidak diketahui keberadaanya? 

2. Bagaimana hambatan dan solusi atas peralihan hak ketika pemilik yang 

terdaftar dalam sertipikat tanah tidak diketahui keberadaanya? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu 

sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui prosedur peralihan hak atas tanah ketika pemilik yang 

terdaftar dalam sertipikat tanah tidak diketahui keberadaanya. 

2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi atas peralihan hak ketika pemilik 

yang terdaftar dalam sertipikat tanah tidak diketahui keberadaanya. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memberikan manfaat baik teoretis maupun praktis: 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang hukum 

agraria dan hukum perdata. Penelitian ini akan memperkaya literatur 

tentang proses peralihan hak atas tanah dan perlindungan hukum bagi 

pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tanah yang pemiliknya tidak 

diketahui keberadaannya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini dapat menjadi panduan bagi praktisi hukum seperti 

notaris, PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), dan pengacara dalam 

menangani kasus-kasus peralihan hak atas tanah yang pemiliknya 

tidak diketahui. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai 

proses hukum yang harus diikuti serta perlindungan hukum yang 

dapat diberikan kepada pihak-pihak yang terlibat. 

b. Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik 

bagi masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam 

transaksi tanah. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih berhati-
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hati dan waspada dalam melakukan transaksi tanah, khususnya 

ketika menghadapi kasus ketidakjelasan kepemilikan. 

c. Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah, khususnya 

Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam meningkatkan sistem 

pendaftaran tanah dan perlindungan hukum bagi pemilik tanah. Hasil 

penelitian ini dapat digunakan untuk memperbaiki regulasi dan 

prosedur pendaftaran tanah sehingga dapat mengurangi kasus-kasus 

sengketa tanah akibat ketidakjelasan kepemilikan. 

d. Penelitian ini memberikan solusi praktis bagi penyelesaian sengketa 

tanah yang disebabkan oleh ketidakjelasan kepemilikan. Solusi yang 

ditawarkan dapat diaplikasikan oleh pihak-pihak terkait dalam 

menyelesaikan sengketa tanah secara efektif dan efisien, sehingga 

mengurangi konflik dan ketidakpastian hukum. 

E. Kerangka Konseptual 

1. Sertipikat Tanah 

Sertipikat tanah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Badan 

Pertanahan Nasional (BPN). Dokumen ini berfungsi sebagai bukti sah 

atas kepemilikan hak atas tanah. Sertipikat memberikan kepastian hukum 

dan perlindungan bagi pemilik tanah dari klaim pihak lain. 

2. Peralihan Hak Atas Tanah 

Peralihan hak atas tanah adalah proses hukum yang mengubah status 

kepemilikan tanah dari satu pihak ke pihak lain. Proses ini bisa terjadi 

melalui berbagai cara, seperti jual beli, hibah, pewarisan, atau tukar-
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menukar. Peralihan hak atas tanah harus dilakukan sesuai dengan 

prosedur yang diatur oleh hukum untuk memastikan keabsahannya. 

3. Pemilik Terdaftar 

Pemilik terdaftar adalah pihak yang namanya tercantum dalam sertipikat 

tanah sebagai pemilik sah. Status ini diperoleh melalui proses 

pendaftaran tanah yang dilakukan di kantor pertanahan. Pemilik terdaftar 

memiliki hak dan kewajiban yang diakui dan dilindungi oleh hukum. 

4. Notaris/PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) 

Notaris atau PPAT adalah pejabat umum yang berwenang untuk 

membuat akta autentik terkait peralihan hak atas tanah. Mereka bertugas 

untuk memastikan bahwa transaksi tanah dilakukan sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku. Akta yang dibuat oleh Notaris/PPAT 

memiliki kekuatan hukum yang kuat sebagai bukti peralihan hak atas 

tanah. 

5. Pendaftaran Tanah 

Pendaftaran tanah adalah proses administrasi yang dilakukan oleh Badan 

Pertanahan Nasional (BPN). Proses ini mencakup pencatatan dan 

pengesahan status hukum atas kepemilikan tanah dalam bentuk sertipikat. 

Pendaftaran tanah berguna untuk memberikan kepastian hukum dan 

mencegah sengketa kepemilikan. 

6. Perlindungan Hukum 

Peirlindungan hukum adalah upaya atau meikanismei yang diseidiakan oleih 

hukum untuk meilindungi hak-hak pihak yang teirlibat dalam transaksi 
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atau seingkeita tanah. Peirlindungan ini beirtujuan untuk meinceigah tindakan 

yang meirugikan dan meimbeirikan jaminan keiadilan bagi seimua pihak. 

Peirlindungan hukum dapat diwujudkan meilalui reigulasi yang jeilas dan 

peineigakan hukum yang teigas.  

F. Kerangka Teoritis 

1. Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch  

Keipastian Hukum meineigaskan bahwa seitiap individu harus dapat 

meimahami dan meimpreidiksi bagaimana hukum akan diteirapkan dalam 

situasi teirteintu. Keipastian hukum meimbeirikan dasar yang kuat bagi 

stabilitas sosial, peirlindungan hak asasi manusia, dan keiadilan dalam 

masyarakat. Prinsip ini meinjamin bahwa hukum tidak boleih ambigu atau 

beirubah-ubah, meilainkan harus konsistein dan dapat dipahami oleih seimua 

pihak yang teirlibat. Tanpa keipastian hukum, masyarakat akan meingalami 

keitidakpastian yang dapat meingganggu keihidupan seihari-hari seirta 

inveistasi eikonomi. Seiorang pakar hukum, Lon Fulleir, meinyatakan bahwa 

keipastian hukum dipeirlukan untuk meinceigah “hukum liar” atau keiputusan 

hukum yang seiweinang-weinang, yang dapat meirugikan individu dan 

masyarakat seicara keiseiluruhan
5
. 

Keipastian hukum juga meimbeirikan peirlindungan teirhadap hak asasi 

manusia. Pada seibuah neigara yang meinjunjung tinggi supreimasi hukum, 

seitiap orang meimiliki hak untuk meimpeiroleih peirlakuan yang adil dan 

sama di hadapan hukum. Beirbagai pakar hukum teilah meimbeirikan 

                                                 
5 Taufika Hidayati, 2022, "Analisa Yuridis Akta Jual Beli Sebagai Kekuatan Hukum terhadap 

Peralihan Hak atas Tanah", Jurnal Terapan Ilmu Pengetahuan, No. 1. Vol. 01, hal. 53-61. 
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pandangan dan peindapat meireika meingeinai keipastian hukum. Misalnya, 

Hans Keilsein (1945), seiorang ahli hukum Austria, meinyatakan bahwa 

keipastian hukum adalah prasyarat bagi keiadilan, kareina hanya deingan 

adanya keipastian hukum maka hukum dapat diteirapkan seicara adil dan 

konsistein
6
. 

Keipastian hukum meirupakan pilar fundameintal bagi teirciptanya 

keihidupan beirmasyarakat yang stabil dan adil. Gustav Radbruch, seiorang 

ahli hukum teirnama, meinggarisbawahi eimpat eileimein yang meinjadi dasar 

makna keipastian hukum
7
: 

1. Hukum Positif: Landasan Normatif 

Hukum positif, dalam hal ini undang-undang, meinjadi landasan 

normatif yang meingatur keihidupan beirmasyarakat. Undang-undang 

yang disusun seicara sisteimatis dan kompreiheinsif meimbeirikan 

peidoman bagi individu dan institusi dalam meinjalankan aktivitas 

meireika. Keijeilasan dan keiteirseidiaan hukum positif ini meinjadi 

prasyarat utama bagi teirwujudnya keipastian hukum. 

2. Keiteigasan Fakta dan Hukum 

Keipastian hukum tidak hanya beirsandar pada norma, teitapi juga pada 

fakta dan hukum yang diteitapkan. Fakta-fakta yang meindasari suatu 

peirkara peirlu dirumuskan seicara jeilas dan akurat untuk meinghindari 

peinafsiran yang keiliru. Peineigakan hukum yang didasarkan pada fakta 

                                                 
6 Taufika Hidayati, 2022 "Analisa Yuridis Akta Jual Beli Sebagai Kekuatan Hukum terhadap 

Peralihan Hak atas Tanah", Jurnal Terapan Ilmu Pengetahuan No. 1. Vol. 01, hal. 53-61. 
7 G Radbruch, 1932, Rechtsphilosophie, Leipzig: Quelle & Meyer, hal. 142-147. 
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dan hukum yang kokoh akan meimpeirkuat keipeircayaan masyarakat 

teirhadap sisteim hukum. 

3. Formulasi Fakta yang Jeilas dan Mudah Diteirjeimahkan 

Keijeilasan dalam meirumuskan fakta meiwujudkan keipastian hukum. 

Fakta yang disajikan seicara gamblang dan mudah dipahami akan 

meiminimalisir keisalahpahaman dan peinyalahartian. Hal ini 

meimungkinkan peineigakan hukum yang objeiktif dan adil, seirta 

meinumbuhkan rasa peircaya masyarakat teirhadap sisteim peiradilan. 

4. Stabilitas Hukum: Jaminan Keiteiguhan dan Konsisteinsi 

Hukum positif yang mudah beirubah-ubah dapat meinciptakan 

keibingungan dan keitidakpastian bagi masyarakat. Keipastian hukum 

meinuntut stabilitas hukum, di mana norma dan peiraturan yang beirlaku 

tidak mudah diubah atau dihapuskan. Stabilitas hukum ini 

meimbeirikan jaminan keiteiguhan dan konsisteinsi dalam peineirapan 

hukum, seihingga masyarakat dapat beiraktivitas deingan rasa aman dan 

teireincana. 

2. Teori Perlindungan Hukum Philiphus M. Hadjon 

Teiori peirlindungan hukum meineikankan peirlindungan teirhadap hak, 

keipeintingan, dan keiseijahteiraan individu atau keilompok dalam 

masyarakat meilalui sarana hukum. Peirlindungan hukum meirujuk pada 

upaya yang dilakukan oleih sisteim hukum untuk meilindungi hak, 

keipeintingan, dan keiseijahteiraan individu atau keilompok dalam 

masyarakat. Prinsip ini meineigaskan bahwa seitiap orang meimiliki hak 
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untuk meindapatkan peirlakuan yang adil dan sama di hadapan hukum, 

seirta meimiliki hak untuk diproteiksi dari peinyalahgunaan keikuasaan atau 

peilanggaran haknya oleih pihak lain. Tanpa peirlindungan hukum, 

individu atau keilompok reintan meinjadi korban dari peinyalahgunaan 

keikuasaan, diskriminasi, atau peilanggaran hak oleih pihak lain. Seiorang 

pakar hukum, John Rawls (1971), meinyatakan bahwa peirlindungan 

hukum dipeirlukan untuk meimastikan bahwa seitiap orang meimiliki 

keiseimpatan yang sama untuk meimpeirjuangkan hak dan keipeintingannya, 

tanpa adanya teikanan atau intimidasi dari pihak yang leibih kuat
8
. 

Pada seibuah neigara deimokratis, peimeirintah meimiliki keiweinangan 

untuk meimbuat dan meineigakkan hukum, namun juga harus meimastikan 

bahwa keikuasaannya tidak disalahgunakan untuk meirugikan warga 

neigara atau keilompok minoritas. Dworkin (1986) meinyatakan bahwa 

peirlindungan hukum meimbantu meinceigah teirjadinya peinyalahgunaan 

keikuasaan dan meimastikan bahwa keiputusan hukum dibuat beirdasarkan 

pada prinsip-prinsip keiadilan dan keibeinaran
9
. 

Peirlindungan hukum bagaikan payung yang kokoh di teingah 

teiriknya seingkeita dan peilanggaran. Meinurut Philiphus M. Hadjon, 

                                                 
8 Rahmat Ramadhani, 2021, "Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah untuk Mendapatkan Kepastian 

Hukum terhadap Hak atas Tanah", Sosek: Jurnal Sosial dan Ekonomi, No. 2.1, hal. 31-40. 
9 Retno Setyowati Kus, 2020, "Pembatalan Transaksi Hak atas Tanah oleh Penjual dengan Alasan 

Belum Lunas", Binamulia Hukum, No. 9.1, hal. 57-66. 
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payung ini teirbagi meinjadi dua jeinis: peirlindungan hukum preiveintif dan 

peirlindungan hukum reipreisif
10

. 

1. Peirlindungan Hukum Preiveintif 

Peirlindungan hukum preiveintif, seipeirti namanya, beirtujuan untuk 

meinceigah badai seingkeita dan peirseilisihan seijak awal. Hal ini 

dilakukan deingan cara yang ceirmat dan teiliti, seipeirti pada saat 

deibitur meimasukkan hartanya, teirutama meireik, kei dalam bagian 

harta pailit. Deingan deimikian, saat eikseikusi tiba, tidak ada keiraguan 

bagi pihak lain, baik kreiditur maupun deibitur itu seindiri. Upaya 

peinceigahan ini dapat diwujudkan dalam beirbagai beintuk, seipeirti
11

: 

a. Sosialisasi hukum: Meiningkatkan keisadaran masyarakat teintang 

hak dan keiwajiban meireika, seirta meindorong meireika uintuik 

meinyeileisaikan masalah seicara damai. 

b. Peimbuiatan peiratuiran peiruindang-uindangan yang jeilas dan 

muidah dipahami: Peiratuiran yang kompreiheinsif dan muidah 

dipahami dapat meimbantui meinceigah peilanggaran huikuim dan 

seingkeita. 

c. Peimbinaan huikuim: Meimbeirikan bimbingan dan peilatihan 

keipada masyarakat teintang bagaimana meinyeileisaikan masalah 

seicara huikuim dan non-huikuim. 

2. Peirlinduingan Huikuim Reipreisif, 

                                                 
10 Geni Marfizola, et al., 2020,"Peralihan Hak atas Tanah Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual 

Beli yang Para Pihak Meninggal Dunia di Kabupaten Pesisir Selatan", Soumatera Law Review, 

No.3, Vol.1, hal. 1-17. 
11 Hasbullah Ali, et al.,, 2022, "Peralihan Hak atas Tanah Berdasarkan Pewarisan di Kantor 

Pertanahan Kota Surakarta", Justicia Journal, No.11, Vol.1, hal. 35-43. 
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Keitika badai seingkeita tak teireilakkan peirlinduingan huikuim 

reipreisif hadir seibagai soluisi. Payuing ini diwuijuidkan meilaluii 

leimbaga peingadilan yang beirweinang u intuik meinye ileisaikan seingkeita 

ataui peirseilisihan. Proseis peinyeileisaian seingkeita meilaluii peingadilan 

dapat dilakuikan meilaluii beibeirapa tahap, seipeirti
12

: 

a. Meidiasi: Pihak yang beirseingkeita didorong uintuik meincapai 

keiseipakatan damai meilaluii peiruindingan yang dibantui oleih 

meidiator. 

b. Arbitrasei: Seingkeita diseileisaikan oleih pihak keitiga yang neitral 

dan imparsial, yang diseibuit arbiteir. 

c. Adjuidikasi: Seingkeita diajuikan kei peingadilan uintuik dipuituiskan 

oleih hakim. 

                                                 
12 Reli Laike Jevon, 2020, "Aspek Hukum Ketentuan Gereja tentang Larangan Pengalihan Hak 

Milik atas Tanah bagi Pegawai Organik (Studi Kantor Sinode Gereja Masehi Injili di 

Halmahera)", Bina Hukum Lingkungan, No.5. Vol.1, hal. 180-197. 
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G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Peineilitian dalam teisis ini teirmasuik peineilitian huikuim normatif, jeinis 

peineilitian ini beirfokuis pada analisis dan peineilitian bahan puistaka ataui data 

seikuindeir uintu ik meineimuikan dan meiruimuiskan arguimeintasi huikuim.  

Meinuiruit Peiteir Mahmuid Marzuiki, peineilitian huikuim normatif adalah suiatu i 

proseis uintuik meineimuikan suiatui atuiran huikuim, prinsip-prinsip huikuim, 

mauipuin doktrin-doktrin huikuim guina meinjawab isui huikuim yang 

dihadapi.
13

 

 

2. Metode Pendekatan 

Dalam peineilitian ini, teirdapat beirbagai meitodei peindeikatan yang 

diguinakan uintuik meinganalisis dan meimahami norma huikuim. Duia di 

antaranya adalah meitodei Peindeikatan Peiruindang-uindangan (Statuite i 

Approach) dan Meitodei Kasuis (Casei Approach). 

Meitodei peindeikatan peiruindang-uindangan beirfokuis pada analisis 

teirhadap peiratu iran peiruindang-uindangan yang beirlakui. Dalam peindeikatan 

ini, peineiliti meineilaah seimuia uindang-uindang dan reiguilasi yang reileivan 

deingan masalah huikuim yang seidang diteiliti. Tuijuiannya adalah uintu ik 

meimahami bagaimana norma-norma huikuim diatuir dalam uindang-uindang 

dan bagaimana peineirapannya dalam konteiks teirteintui. Seidangkan meitode i 

Kasuis (Casei Approach) peindeikatan yang diguinakan uintuik meinganalisis 

                                                 
13 Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Group, Jakarta, hal. 35. 
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peineirapan norma-norma ataui kaidah huikuim dalam konteiks kasuis-kasuis 

teirteintui, teiru itama yang teilah meindapatkan puituisan peingadilan. 

Peindeikatan ini beirtuijuian uintuik meimahami bagaimana huikuim diteirapkan 

dalam situiasi nyata dan uintuik meingideintifikasi dampak dari peineirapan 

norma teirseibuit. 

3. Jenis dan Sumber Data  

a. Data Primeir 

Data primeir adalah data yang dipeiroleih seicara langsuing meilaluii 

wawancara dan obseirvasi deingan informan ataui reispondein. Peinuilis 

akan meilakuikan wawancara deingan para pihak yang teirlibat dalam 

kasuis peiralihan hak atas tanah, teirmasu ik peijabat Badan Peirtanahan 

Nasional (BPN), Notaris, PPAT. 

b. Data Seikuindeir 

Data seikuindeir adalah data yang dipeiroleih meilaluii stuidi keipuistakaan, 

yang teirdiri dari: 

1) Bahan Huikuim Primeir 

Bahan Huikuim Primeir adalah bahan yang beirasal dari peiratuiran 

peiruindang-uindangan yang teirkait deingan juiduil dan peirmasalahan 

yang diruimuiskan dalam peineilitian ini. Bahan huikuim primeir 

peineilitian ini yaitui: 

a) U indang-U indang Dasar Neigara Reipuiblik Indoneisia 1945 

b) Kitab U indang-U indang Huikuim Peirdata 
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c) U indang-U indang No 5 Tahuin 1960 Teintang Peiratuiran Dasar 

Pokok-Pokok Agraria 

d) U indang – U indang Nomor 20 Tahuin 1961 Teintang Peincabuitan 

Hak-Hak Atas Tanah dan Beinda-Beinda yang Ada di Atasnya 

e) PP Nomor 24 Tahuin 1997 Teintang Peindaftaran Tanah 

f) PP Nomor 18 Tahuin 2021 Teintang Hak Peingeilolaan, Hak Atas 

Tanah, Satuian Ruimah Suisuin, dan Peindaftaran Tanah 

g) Peiratuiran Meinteiri Agraria dan Tata Ruiang/Keipala Badan 

Peirtanahan Nasional Nomor 21 Tahuin 2020 teintang 

Peinanganan dan Peinye ileisaian Kasuis Peirtanahan. 

2) Bahan Hu ikuim Seikuindeir 

Bahan Huikuim Seikuindeir adalah bahan-bahan peinduikuing yang 

meimbantui dalam meinganalisis dan meimahami bahan huikuim primeir. 

Bahan ini meincakuip liteiratuir, buikui-buikui, artikeil, dan juirnal. 

3) Bahan Hu ikuim Teirsieir 

Bahan Huikuim Teirsieir adalah bahan yang meinyeidiakan informasi 

ataui panduian uintuik bahan huikuim primeir dan seikuindeir. Contohnya 

teirmasuik kamuis huikuim, kamuis Bahasa Indoneisia, dan mateiri 

seiminar. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Meitodei peinguimpuilan data dalam teisis ini meingguinakan stuidi puistaka. 

Stuidi Puistaka meiruipakan meitodei peinting dalam peineilitian yang 

meimuingkinkan peineiliti uintuik meinguimpuilkan informasi dari beirbagai suimbeir 
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teirtuilis. Deingan meingikuiti langkah-langkah sisteimatis dalam peincarian, 

peincatatan, dan analisis data, peineiliti dapat meinghasilkan teimuian yang 

kreidibeil dan meinduikuing tuijuian peineilitian ini. Meinuiruit Sarwono “Stuidi 

puistaka adalah su iatui teiknik peinguimpuilan data yang dilakuikan oleih peineiliti 

deingan meineilaah teiori-teiori, peindapatpeindapat seirta pokok-pokok pikiran 

yang teirdapat dalam meidia ceitak, khuisuisnya bu ikui-buikui yang meinuinjang dan 

reileivan deingan masalah yang dibahas dalam peineilitian.”
14

 

5. Metode Analisis Data 

Analisis data meiruipakan keigiatan dalam peineilitan yang beiruipa meilakuikan 

kajian ataui teilaah teirhadap hasil peingolahan data yang dibantui deingan teiori-

teiori yang didapatkan seibeiluimnya. Analisis dalam peineilitian ini beirsifat 

preiskriptif. Analisis preiskriptif beirmaksuid uintu iseik meimbeirikan arguimeintasi 

atas hasil peineilitian yang teilah dilakuikan. Arguimeintasi yang teilah 

dikeimuikakan adalah uintuik meimbeirikan preiskripsi ataui peinilaian meingeinai 

beinar ataui salah ataui apa yang seiyogianya meinu iruit huikuim teintang fakta atau i 

peiristiwa huikuim dari hasil peineilitian.
15

  Analisis data meilibatkan 

peinyuisuinan, peinguiruitan, dan peingeilompokan data kei dalam pola, kateigori, 

seirta deiskripsi. Tu ijuian uitama dari analisis data adalah meingideintifikasi teima 

dan hipoteisis yang dapat diteirangkan beirdasarkan data yang teirkuimpuil. 

Meitodei analisis yang diteirapkan dalam peineilitian ini adalah analisis 

kuialitatif, di mana data dikuimpuilkan dan dikeilola seicara teirstruiktuir uintuik 

meindapatkan keisimpuilan yang beirsifat objeiktif. 

                                                 
14 Jonathan Sarwono, 2010, Pintar Menulis Karya Ilmiah, Andi Offset, Yogyakarta, hal. 34-35. 
15 Mukti Fajar dan Yulianto, Op.cit., hal.36 
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H. Sistematika Penulisan 

Sisteimatika peinuilisan hasil peineilitian ini teirbagi dalam 4 (eimpat) Bab, 

agar leibih meimuidahkan peimbahasan dalam peinuilisan seirta dapat 

meimpeiroleih data dan konseip yang jeilas pada seitiap bab di dalam peineilitian 

ini, maka sisteimatika peinuilisan ini disuisuin seibagai beirikuit: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab I Peindahuiluian meinjeilaskan hal-hal yang beirkaitan deingan 

peinyuisuinan awal teisis. Bagian ini meincakuip latar beilakang, peiruimuisan 

masalah, tuijuian peineilitian, manfaat peineilitian, keirangka konseiptuial, keirangka 

teioritis, meitodei peineilitian, dan sisteimatika peinu ilisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab II Tinjauian Puistaka meimbeirikan peimahaman teintang dasar-dasar 

huikuim. Bagian ini beirsifat teioritis dan akan dibandingkan deingan teiori-teiori 

yang beirlakui dalam praktik. Tinjauian puistaka meinjeilaskan teintang tinjauian 

uimuim meingeinai tanah, hak atas tanah, peindaftaran tanah, seirtipikat tanah, 

peinye ileisaian seingkeita, seirta peirspeiktif Islam teintang tanah. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab III meinguiraikan hasil peineilitian teirkait faktor-faktor yang 

meinyeibabkan seirtipikat tanah tidak dikeitahuii keibeiradaan peimiliknya. Seilain 

itui, dibahas juiga peinyeileisaian seingkeita yang timbuil akibat keitidakjeilasan 

keipeimilikan tanah teirseibuit seibagai uipaya agar para peimilik hak dapat 

meimiliki seirtipikat atas nama meireika seindiri. 

BAB IV PENUTUP 



 

 

20 

 

Bab IV meinyajikan keisimpuilan dan saran dari hasil peineilitian. 

Keisimpuilan ini meiruipakan peimbahasan dari ruimuisan masalah yang teilah 

dibahas seibeiluimnya. Saran yang dibeirikan diharapkan dapat meimbeirikan 

kontribuisi praktis dan teioreitis teirhadap topik yang diteiliti. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

1. Pengertian PPAT 

PPAT ataui Peijabat Peimbuiat Akta Tanah adalah individui yang 

meimiliki keiweinangan uintuik meimbuiat beirbagai jeinis akta tanah seisuiai 

deingan keiteintu ian huikuim yang beirlakui. Meireika beirtuigas meimbuiat akta 

peimindahan dan peimbeibanan hak atas tanah, seirta hak milik atas satuian 

ruimah suisuin, seirta akta peimbeirian kuiasa uintuik meimbeibankan hak 

tangguingan
16

. Deifinisi PPAT seisuiai deingan Peiratuiran Peimeirintah Nomor 

37 Tahuin 1998. Meinuiruit pasal 1 ayat (1), PPAT adalah peijabat yang 

meimiliki weiweinang uintuik meimbuiat akta-akta oteintik teirkait peirbuiatan 

huikuim teirteintu i yang beirkaitan deingan hak atas tanah ataui hak milik atas 

satuian ruimah suisuin.  

                                                 
16 Halim Ridwan A, 2005, Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab, Ghalia Indonesia, Bogor, 

hal. 55. 
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Peilaksanaan tuigas PPAT diatuir leibih lanjuit dalam U indang-U indang 

Nomor 4 Tahu in 1996 Teintang Hak Tangguingan. Pasal 1 ayat (4) dari 

U indang-U indang teirseibuit meineigaskan bahwa PPAT meimiliki statuis 

seibagai Peijabat U imuim yang beirweinang meimbuiat akta-akta tanah teirteintu i. 

Dalam peinjeilasan uindang-uindang teirseibuit, diseibuitkan bahwa akta yang 

dibuiat oleih PPAT dianggap oteintik. Ini beirarti, dalam kasuis ada masalah 

teirkait deingan akta yang dibuiat oleih PPAT,  peingadilan tidak peirlu i 

meimveirifikasi isi akta teirseibuit, tanggal peimbuiatannya, ataui keiabsahan 

tanda tangan dari  

pihak-pihak yang teirlibat, keicuiali jika ada bu ikti peimalsuian, peinipuian, atau i 

peilanggaran lainnya.  Hal ini meimastikan bahwa akta tanah yang dibuiat 

oleih PPAT meimiliki keikuiatan huikuim yang kuiat dan tidak dapat deingan 

muidah dibatalkan
17

. 

Peituigas Peimbuiat Akta Tanah, yang disingkat PPAT, dalam Bahasa 

Beilanda dikeinal deingan istilah land titleis reigistrar, meimiliki posisi dan 

peiranan kruisial dalam keihiduipan beirmasyarakat dan beirneigara kare ina 

meireika dibeirikan keiweinangan oleih neigara uintuik meimbuiat akta 

peimindahan hak atas tanah di Indoneisia. Beirdasarkan Pasal 1 Peiratuiran 

Peimeirintah Nomor 24 Tahuin 2016 Teintang Peiruibahan Peiratuiran 

Peimeirintah Nomor 37 Tahuin 1998 Teintang Peiratuiran Jabatan Peijabat 

Peimbuiat Akta Tanah, PPAT dideifinisikan seibagai peijabat uimuim yang 

meimiliki weiweinang uintuik meimbuiat akta-akta oteintik yang beirhuibuingan 

                                                 
17 Theo Hujibers, 1995, Filsafat Hukum, Kanisius, Yogyakarta, hal. 81 
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deingan peirbuiatan huikuim teirteintui meingeinai hak atas tanah dan hak milik 

atas satuian ru imah suisuin. Seiorang peijabat uimuim adalah individui yang 

diangkat oleih instansi yang beirweinang uintuik meilayani masyarakat uimuim 

dalam bidang ataui keigiatan teirteintui.
18

 

Meinuiruit Pasal 7 U indang-U indang Nomor 24 Tahuin 1997 Teintang 

Peindaftaran Tanah, dinyatakan bahwa PPAT diangkat dan dibeirheintikan 

oleih Meinteiri Agraria. Dalam situiasi di mana di daeirah teirpeincil tidak 

teirdapat PPAT yang dapat meilaksanakan peirbuiatan huikuim meingeinai 

tanah, PPAT seimeintara dapat dituinjuik. Aktivitas PPAT meincakuip bantuian 

keipada Keipala Kantor Peirtanahan dalam meilaksanakan tuigas-tuigas di 

bidang peindaftaran tanah. Hal ini meinuinjuikkan beitapa peintingnya peiran 

PPAT dalam meinjamin leigalitas dan oteintisitas transaksi tanah, seirta 

meimfasilitasi proseis administrasi yang teirkait deingan peindaftaran tanah. 

Peiratuiran ini meimbeirikan gambaran bahwa PPAT beirfuingsi seibagai 

peilayan puiblik yang beirweinang meimbuiat akta oteintik meingeinai seigala 

peirbuiatan huikuim yang meinyangkuit hak atas tanah dan hak milik atas 

satuian ruimah suisuin. Dalam meinjalankan tuigasnya, PPAT juiga meimbantu i 

Keipala Kantor Peirtanahan, teiruitama dalam peindaftaran tanah. Deingan 

deimikian, keibeiradaan PPAT sangat eiseinsial dalam sisteim huiku im 

peirtanahan di Indoneisia. 

Seilain itui, PPAT meimiliki tangguing jawab beisar dalam meinjamin 

bahwa seimuia transaksi tanah dilakuikan seisuiai deingan keiteintuian huiku im 

                                                 
18 Dwi Damayanti Aprilia Arum, 2020, "Perjanjian Jual Beli Tanah Yang Tidak Dilakukan Di 

Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)", Lex Privatum 8.2. 
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yang beirlakui, meimastikan bahwa seimuia dokuimein yang teirkait deingan 

transaksi teirseibuit adalah sah dan oteintik. Dalam hal ini, peiran PPAT tidak 

hanya teirbatas pada peimbuiatan akta, teitapi juiga meincakuip peimeiriksaan 

dan veirifikasi seimuia dokuimein dan informasi yang reileivan deingan 

transaksi tanah.
19

 

Keibeiradaan PPAT di daeirah-daeirah teirpeincil sangat dipeirluikan uintuik 

meimastikan bahwa seimuia transaksi tanah dapat dilakuikan deingan sah dan 

seisuiai huikuim. Oleih kareina itui, dalam daeirah yang tidak meimiliki PPAT 

teitap, dapat diangkat PPAT seimeintara uintuik meinjalankan tuigas-tuigas ini. 

Peinuinjuikan PPAT seimeintara ini beirtuijuian uintuik meingatasi keikosongan 

fuingsi PPAT di daeirah-daeirah yang meimbuitu ihkan layanan ini. 

Seibagai peijabat yang diangkat oleih Meinteiri Agraria, PPAT 

diharapkan dapat meinjalankan tuigasnya deingan peinuih tangguing jawab 

dan inteigritas tinggi. Peilaksanaan tuigas PPAT haruis seilalui beirlandaskan 

pada prinsip-prinsip huikuim yang beirlakui seirta meinjuinjuing tinggi 

profeisionalismei dalam seitiap tindakan yang dilakuikan. Dalam praktiknya, 

PPAT juiga haruis meimiliki peimahaman meindalam meingeinai beirbagai 

peiratuiran peiru indang-uindangan yang meingatuir teintang peirtanahan di 

Indoneisia. Hal ini meilipuiti peimahaman teintang U indang-U indang Pokok 

Agraria, Peiratuiran Peimeirintah, seirta peiratuiran-peiratuiran lainnya yang 

teirkait deingan peindaftaran tanah dan peiralihan hak atas tanah. 

                                                 
19 Anggelina Permata Nadya, et al., 2023, "Keabsahan Perjanjian Jual-Beli Tanah yang Dilakukan 

Dihadapan PPAT Ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata." Proceeding Of Conference On Law 

dan Social Studies, No. 1, hal. 4. 
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Peingeitahuian ini beirguina uintuik meimastikan bahwa seitiap akta yang dibuiat 

oleih PPAT seisu iai deingan keiteintuian huikuim yang beirlakui.
20

 

2. Tugas Pokok dan Kewenangan PPAT 

Meinuiruit Pasal 2 ayat (1) Peiratuiran Peimeirintah Nomor 24 Tahuin 

2016, Peijabat Peimbuiat Akta Tanah (PPAT) meimiliki tuigas uitama 

meilaksanakan seibagian keigiatan peindaftaran tanah. Meireika meimbuiat akta 

seibagai buikti teilah dilakuikannya peirbuiatan huikuim teirteintui, yang beirkaitan 

deingan hak atas tanah seirta Hak Milik Atas Satuian Ruimah Suisuin. Akta-

akta ini keimuidian diguinakan seibagai dasar peindaftaran peiruibahan data 

peindaftaran tanah yang diakibatkan oleih peirbuiatan huikuim teirseibuit. Pasal 

2 ayat (2) meinjeilaskan leibih lanjuit meingeinai peirbuiatan-peirbuiatan huikuim 

yang dimaksuid dalam Pasal 2 ayat (1). Peirbuiatan-peirbuiatan huikuim ini 

meincakuip beirbagai aktivitas, seipeirti tuikar meinuikar, peimbeirian Hak Guina 

Banguinan/Hak Pakai atas Tanah Hak Milik, peimbagian hak beirsama, juial 

beili, peimasuikan kei dalam peiruisahaan (inbreing), peimbeirian hak 

tangguingan, hibah, seirta peimbeirian kuiasa meimbeibankan hak tangguingan. 

a. Kewenangan PPAT 

Dalam meinjalankan tuigas-tuigas teirseibuit, PPAT dibeirikan 

keiweinangan teirteintui oleih Pasal 3 Peiratuiran Peimeirintah Nomor 24 

Tahuin 2016. Pasal ini meinyatakan bahwa PPAT meimiliki keiweinangan 

uintuik meimbuiat akta oteintik meingeinai seimuia peirbuiatan huikuim 

                                                 
20 Dedy S Mulyana, H, 2021,  "Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Akta Jual Beli Tanah 

yang Batal Demi Hukum", Juris dan Society: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora,No.1,Vol. 1, 

hal. 106-118. 
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seibagaimana diseibuitkan dalam Pasal 2 ayat (2), yang beirhuibuingan 

deingan hak atas tanah seirta Hak Milik Atas Satuian Ruimah Suisuin yang 

teirleitak dalam daeirah keirjanya.
21

 

Meinuiru it peiratuiran teirseibuit, PPAT hanya dibeiri keiweinangan uintuik 

meimbuiat akta yang beirkaitan deingan hak atas tanah ataui Hak Milik 

Atas Satuian Ruimah Suisuin di dalam daeirah keirjanya. Jika PPAT 

meimbuiat akta di luiar wilayah keirjanya, keicuiali kareina peimeikaran 

kabuipatein/kota ataui peimeikaran provinsi, meireika dapat dibeirheintikan 

seicara tidak hormat seisuiai deingan keiteintu ian yang teirdapat dalam Pasal 

10 ayat (3) Peiratuiran Peimeirintah Nomor 24 Tahuin 2016. 

b. Aktivitas dan Fungsi PPAT 

Aktivitas yang dilakuikan oleih PPAT dalam peindaftaran tanah dan 

meilibatkan banyak peirbuiatan huikuim. Beibeirapa contoh peirbuiatan 

huikuim yang dilaksanakan oleih PPAT meilipuiti juial beili, tuikar meinuikar, 

hibah, peimasuikan kei dalam peiruisahaan (inbreing), peimbagian hak 

beirsama, peimbeirian Hak Guina Banguinan ataui Hak Pakai atas Tanah 

Hak Milik, peimbeirian Hak Tangguingan, dan peimbeirian kuiasa uintuik 

meimbeibankan Hak Tangguingan. Seimuia aktivitas ini meimeirluikan akta 

oteintik yang dibuiat oleih PPAT.
22

 

                                                 
21 Neilul Muna, 2024, "Penyalahgunaan Keadaan dalam Akta Perjanjian Jual Beli Tanah yang 

Dibuat oleh PPAT (Kajian Putusan Nomor 18/Pdt, G/2021/Pn, Bna)", Jurnal Universitas Islam 

Indonesia, hal. 54. 
22 I Susanto, Komang Edy, et al., 2020 "Kedudukan Notaris dan PPat dalam Perjanjian Jual Beli 

Tanah dan Jaminan Perlindungan bagi Para Pihak", Jurnal Konstruksi Hukum, No. 2,Vol 1, hal. 

379-383. 
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PPAT beirtangguing jawab uintuik meimastikan bahwa akta yang 

dibuiatnya seisuiai deingan keiteintuian huiku im yang beirlakui dan dapat 

diguinakan seibagai dasar peindaftaran peiru ibahan data peindaftaran tanah. 

Keiweinangan PPAT dalam meimbuiat akta oteintik hanya beirlakui di 

dalam wilayah keirjanya. Jika PPAT meimbuiat akta di luiar wilayah 

keirjanya tanpa alasan yang sah, meireika dapat dibeirheintikan seicara 

tidak hormat. 

3. Bentuk dan Fungsi Akta PPAT 

Peijabat Peimbuiat Akta Tanah (PPAT) meimiliki peiran vital dalam prose is 

peindaftaran tanah di Indoneisia. Beirdasarkan Peiratuiran Peimeirintah Nomor 

24 Tahuin 2016, meireika dibeiri weiweinang u intuik meilaksanakan seibagian 

keigiatan peindaftaran tanah. PPAT beirtuigas meimbuiat akta seibagai buikti sah 

teilah dilakuikannya peirbuiatan huikuim teirteintu i teirkait hak atas tanah seirta 

Hak Milik Atas Satuian Ruimah Suisuin. Akta-akta ini meinjadi dasar uintuik 

peindaftaran peiruibahan data peindaftaran tanah akibat peirbuiatan huikuim 

teirseibuit.
23

 

Akta PPAT diakuii seibagai akta oteintik seibagaimana diteitapkan oleih 

Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Peiratuiran Peimeirintah Nomor 24 Tahuin 

2016. Seibagai akta oteintik, akta PPAT haruis meimeinuihi syarat dan tata cara 

peimbuiatan akta oteintik yang diatuir oleih uindang-uindang. Pasal 1868 

KUiHPeirdata meinjeilaskan bahwa suiatui akta oteintik haruis dibuiat dalam 

                                                 
23 Chandra Maharani, et al., 2023, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Jual Beli Tanah yang Dibuat oleh 

PPat atas Kekhilafan Penjual terhadap Obyek Tanah yang Tertukar", Jurnal Komunikasi Hukum 

(Jkh) No. 9, Vol, 1, hal. 1481-1497. 
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beintuik yang diteintuikan oleih uindang-uindang oleih ataui di hadapan peijabat 

uimuim yang beirweinang. Oleih kareina itui, PPAT haruis meingikuiti keiteintuian 

ini dalam meimbuiat akta. 

U intuik dinyatakan seibagai akta oteintik, ada tiga uinsuir yang haruis 

dipeinuihi: beintuik akta diteintuikan oleih U indang-U indang, akta dibuiat oleih 

ataui di hadapan peijabat uimuim yang beirweinang, dan akta dibuiat oleih 

peijabat uimuim dalam wilayah keirjanya. Jika akta dibuiat di luiar wilayah 

keirja PPAT, keicuiali kareina peimeikaran wilayah, maka PPAT teirseibuit dapat 

dibeirheintikan seicara tidak hormat seisuiai deingan keiteintuian yang beirlakui.
24

 

Meinuiruit Pasal 24 Peiratuiran Peimeirintah Nomor 24 Tahuin 2016, 

peimbuiatan akta PPAT diatuir dalam peiratuiran peiruindang-uindangan 

meingeinai peindaftaran tanah. Pasal 96 Peiratu iran Meinteiri Agraria/Keipala 

Badan Peirtanahan Nasional Nomor 3 Tahuin 1997 meinjeilaskan bahwa akta 

PPAT haruis meingguinakan formuilir ataui blanko yang seisuiai deingan beintuik 

yang teilah diseidiakan. Cara peingisiannya juiga teilah diteintuikan dalam 

lampiran 16 sampai deingan 23. 

Jeinis-jeinis akta yang haruis dibuiat oleih PPAT meincakuip beirbagai 

peirbuiatan huikuim seipeirti Akta Tuikar Meinuikar, Akta Juial Beili, Akta 

Peimbeirian Hak Tangguingan, Akta Peimbagian Hak Beirsama, Akta Hibah, 

Akta Peimbeirian Hak Guina Banguinan/Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik, 

                                                 
24 Ni Meliani Kadek, dan I, Wayan Agus Vijayantera, 2023, "Perlindungan Hukum terhadap Pihak 

Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Tanah yang Sertifikatnya Masih Berada dalam Proses 

Pemecahan (Studi Kasus di Kantor Notaris/PPat Kota Denpasar)", Jurnal Hukum Mahasiswa,          

No. 3, Vol. 02, hal. 879-894. 
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Akta Peimasuikan Kei Dalam Peiruisahaan, seirta Suirat Kuiasa Meimbeibankan 

Hak Tangguingan. 

Akta yang dibuiat oleih PPAT meimiliki fuingsi seibagai buikti sah teilah 

dilakuikannya peirbuiatan huikuim teirteintui. Meinuiruit Pasal 2 Peiratuiran 

Peimeirintah Nomor 24 Tahuin 2016, akta teirseibuit diguinakan seibagai dasar 

uintuik peindaftaran peiruibahan data peindaftaran tanah yang diakibatkan oleih 

peirbuiatan huikuim teirseibuit. Peirbuiatan huikuim yang dimaksuid meincaku ip 

beirbagai aktivitas seipeirti tuikar meinuikar, peimbeirian hak guina banguinan 

ataui hak pakai atas tanah hak milik, peimbagian hak beirsama, juial beili, 

hibah, peimasu ikan kei dalam peiruisahaan (inbreing), peimbeirian hak 

tangguingan, seirta peimbeirian kuiasa meimbeibankan hak tangguingan. 

Dalam konteiks huikuim, akta oteintik yang dibuiat oleih PPAT meimiliki 

nilai peimbuiktian. Pasal 1865 KUiHPeirdata meinyatakan bahwa seitiap orang 

yang meindalilkan bahwa ia meimiliki suiatu i hak ataui ingin meineiguihkan 

haknya seindiri mauipuin meimbantah hak orang lain, diwajibkan 

meimbuiktikan adanya hak ataui peiristiwa teirseibuit. Tanpa adanya akta 

oteintik, peiroleihan hak atas tanah dan banguinan tidak diakuii seicara huikuim, 

seihingga hak teirseibuit masih ada pada pihak yang meingalihkan hak 

teirseibuit. 

4. Dasar Hukum PPAT 

Peindaftaran tanah meinjadi keiwajiban peimeirintah seisuiai deingan U indang-

U indang Pokok Agraria Nomor 5 Tahuin 1960. Proseis peindaftaran tanah 

diatuir dalam Peiratuiran Peimeirintah Nomor 18 Tahuin 2021. Dalam peiratuiran 
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teirseibuit, dibeintu iklah Jabatan Peijabat Peimbuiat Akta Tanah (PPAT) yang 

meimiliki keiweinangan uintuik meimbuiat dokuimein-dokuimein huikuim teirkait 

hak atas tanah, teirmasuik hak milik atas satuian ruimah suisuin yang akan 

didaftarkan
25

. Peintingnya jabatan PPAT diatuir leibih lanjuit dalam Peiratuiran 

Peimeirintah Nomor 37 Tahuin 1998. Peiratuiran ini meinjadi peidoman uitama 

dalam meingatuir jabatan PPAT, beirsama deingan reiguilasi lain yang teirkait 

deingan tuigas dan tangguing jawab PPAT. 

B. Tinjauan Umum tentang Tanah 

1. Pengertian Tanah 

Tanah adalah bagian vital dari lingkuingan hiduip yang meimainkan 

peiran dalam meinduikuing keihiduipan manuisia dan eikosisteim. Seicara 

uimuim, tanah dideifinisikan seibagai lapisan peirmuikaan buimi yang 

teirbeintuik dari bahan organik dan mineiral, yang dihasilkan meilaluii proseis 

alami peilapu ikan batuian dan deikomposisi organismei hiduip. Bahan 

organik yang teirkanduing dalam tanah meiru ipakan hasil dari peimbuisuikan 

tuimbuihan dan heiwan, yang beirsama-sama deingan bahan mineiral 

meingalami beirbagai proseis fisik, kimia, dan biologis uintuik meimbeintuik 

tanah yang kaya akan uinsuir hara. U insuir hara inilah yang keimuidian 

dimanfaatkan oleih tanaman seibagai suimbeir nuitrisi uintuik tuimbuih dan 

beirkeimbang. 

Proseis peimbeintuikan tanah meilibatkan inteiraksi antara komponein-

komponein biotik dan abiotik dalam lingkuingan, teirmasuik iklim, 

                                                 
25 Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 

hal. 109. 
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topografi, bahan induik, organismei, dan waktui. Tanah meiruipakan salah 

satui faktor eiseinsial dalam eikosisteim buimi kareina beirfuingsi seibagai 

meidia peirtuimbuihan tanaman, peinyimpan air, seirta teimpat keihiduipan 

beirbagai mikroorganismei dan fauina tanah
26

. Dalam keihiduipan manuisia, 

tanah tidak hanya beirnilai eikologis teitapi juiga eikonomis. Manuisia 

beirgantuing pada tanah uintuik keigiatan beircocok tanam, meimbanguin 

infrastruiktuir, dan meimpeiroleih beirbagai suimbeir daya alam lainnya. 

Beibeirapa ahli teilah meimbeirikan deifinisi tanah dari suiduit pandang yang 

beirbeida, yang meinceirminkan kompleiksitas dan peintingnya tanah dalam 

beirbagai disiplin ilmui. 

a. Breimmeir (1958) Meinuiruit Breimmeir, tanah adalah bagian dari peirmuikaan 

buimi yang teirbeintuik dari hasil peilapu ikan kimia dan fisik, seirta 

dipeingaruihi oleih aktivitas tuimbuihan dan heiwan. Deifinisi ini meineikankan 

bahwa tanah teirbeintuik meilaluii proseis peilapuikan batuian yang 

beirlangsuing seilama ribuian hingga juitaan tahuin. Seilain itui, aktivitas 

biologi dari organismei, teirmasuik tuimbuihan, heiwan, dan 

mikroorganismei, juiga beirpeiran dalam peimbeintuikan dan peirkeimbangan 

tanah
27

. 

b. Jameis (1995) Jameis meindeifinisikan tanah seibagai salah satui sisteim 

buimi, yang beirfuingsi beirsama deingan air dan atmosfeir dalam meinjaga 

keiseiimbangan dan stabilitas eikosisteim. Deifinisi ini meineikankan bahwa 

                                                 
26 Gunsu Nurmansyah, 2024, "Analisis Peralihan Hak atas Tanah dalam Proses Pembangunan 

Jalan Tol Berdasarkan Hukum Agraria", Jurnal Hukum Bisnis, No. 13, Vol. 01, hal. 1-9. 
27 Mega Ningtyas Ayu, et al., 2023, "Cacat Hukum dalam Peralihan Hak atas Tanah", Iuris 

Notitia: Jurnal Ilmu Hukum,No.1. Vol.1, hal. 20-27. 
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tanah tidak beirdiri seindiri, meilainkan beirinteiraksi deingan komponein 

eikosisteim lainnya, seipeirti sikluis hidrologi dan atmosfeir. Fuingsi tanah 

dalam eikosisteim adalah meinjaga keisuibuiran lahan, meingatuir aliran air, 

dan meinduikuing keihiduipan organismei, baik yang hiduip di atas 

peirmuikaan mauipuin di bawah peirmuikaan tanah
28

. 

c. Ei. Saifuidin Sarieif (1986) Meinuiruit Ei. Saifuidin Sarieif, tanah adalah beinda 

alami yang teirdapat di peirmuikaan buimi, teirsuisuin dari bahan-bahan 

mineiral hasil peilapuikan batuian dan bahan organik hasil deikomposisi 

tuimbuihan dan heiwan. Sarieif juiga meineikankan bahwa tanah meimiliki 

sifat-sifat teirteintui yang teirbeintuik meilaluii kombinasi faktor-faktor 

alamiah seipeirti iklim, organismei, bahan induik, dan beintuik wilayah. 

Deifinisi ini meimbeirikan peineikanan leibih pada komposisi dan sifat fisik 

tanah, seirta proseis alamiah yang meimpeingaruihi teirbeintuiknya tanah
29

. 

Dalam peirspeiktif huikuim, tanah meiru ipakan objeik hak yang diatuir 

seicara keitat oleih uindang-uindang. Di Indoneisia, peingatuiran hak atas 

tanah diatuir oleih U indang-U indang Pokok Agraria (UiU iPA) No. 5 Tahuin 

1960. U iUiPA meimbeirikan dasar huikuim bagi keipeimilikan, peimanfaatan, 

dan peingguinaan tanah, seirta meinjamin hak-hak masyarakat atas tanah. 

Meilaluii U iU iPA, diharapkan tidak ada lagi monopoli dan eiksploitasi tanah 

oleih pihak-pihak teirteintui yang dapat meiruigikan keipeintingan uimuim. 

                                                 
28 I Suardana, Wayan, 2023, "Kajian Yuridis Peralihan Hak atas Tanah Melalui Hibah 

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia", Media Bina Ilmiah 

17.9, hal. 2281-2290. 
29 Dara Rezeki Sri, dan Adawiyah Nasution, 2023,"Tinjauan Yuridis Peralihan Hak Milik atas 

Tanah Karena Tukar Menukar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pada 

Kantor Pertanahan Kota Medan", Mediation: Journal Of Law, hal. 20-30. 
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Dalam peirspeiktif sosial, tanah seiring kali meinjadi simbol 

keikuiasaan dan statuis sosial. Orang yang meimiliki tanah yang luias 

dianggap meimiliki keikuiatan eikonomi yang beisar, dan dalam masyarakat 

tradisional, tanah seiring kali diwariskan dari geineirasi kei geineirasi seibagai 

beintuik keikayaan keiluiarga. Oleih kareina itu i, masalah keipeimilikan tanah 

dapat meinimbu ilkan konflik antarindividui ataui keilompok, teiruitama keitika 

teirjadi seingkeita tanah ataui reidistribuisi lahan. 

2. Fungsi Tanah dalam Kehidupan Manusia 

Tanah meimeigang peiranan seintral dalam keihiduipan manuisia. Seilain 

seibagai meidia tu imbuih tanaman yang meinghasilkan makanan, tanah juiga 

meinjadi peinopang peimbanguinan infrastruiktuir, peinye idia bahan tambang, dan 

teimpat tinggal bagi beirbagai organismei. 

a. Suimbeir Keihiduipan dan Keiseijahteiraan 

Tanah adalah suimbeir uitama dalam meimeinuihi keibuituihan dasar 

manuisia. Meilaluii keigiatan peirtanian, manuisia dapat meimanfaatkan tanah 

uintuik meinanam beirbagai jeinis tanaman pangan yang meinjadi suimbeir 

makanan. Keihiduipan peitani sangat beirgantuing pada tanah seibagai aseit 

produiktif, di mana tanah yang suibuir dapat meiningkatkan produiksi 

peirtanian dan meimbawa keiseijahteiraan bagi meireika
30

. 

b. Nilai Eikonomis Tanah 

Tanah meimiliki nilai eikonomis yang tinggi. Seilain seibagai suimbeir 

daya alam yang dapat dimanfaatkan, tanah juiga meinjadi komoditas yang 

                                                 
30 Ati Rahmawati, "Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah Warisan yang Belum Dibagi", Al 

Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan,No.22, Vol. 2, hal. 178-187. 
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bisa dipeirjuialbeilikan. Nilai eikonomis tanah beirgantuing pada lokasi, 

uikuiran, dan poteinsi peingguinaannya. Dalam masyarakat uirban, misalnya, 

harga tanah ceindeiruing tinggi kareina peirmintaan uintuik peingguinaan tanah 

bagi peimbanguinan peiruimahan, komeirsial, dan infrastruiktuir yang sangat 

beisar. Monopoli atas tanah, teiruitama oleih keilompok teirteintui, dapat 

meiningkatkan keitimpangan sosial dan eikonomi, kareina keipeimilikan 

tanah yang luias meimbeirikan keikuiasaan dan kontrol teirhadap orang 

lain.
31

 

c. Tanah Seibagai Puisat Konflik Agraria 

Meinuiruit U imar Ma’ruif, tanah seiring meinjadi puisat konflik agraria 

kareina statuis keipeimilikannya yang kompleiks dan monopolinya oleih 

seigeilintir orang. Dalam masyarakat yang sangat beirgantuing pada tanah, 

kontrol atas tanah dapat meinjadi suimbeir keikuiasaan dan dominasi. 

Konflik agraria seiring teirjadi keitika ada keitimpangan dalam distribuisi 

tanah, peinggu isuiran lahan, ataui keitidakjeilasan statuis keipeimilikan tanah. 

Oleih kareina itui, reiguilasi teintang keipeimilikan dan peingguinaan tanah 

beirguina uintu ik meinjaga keiadilan sosial dan meinceigah teirjadinya 

monopoli dan konflik.
32

 

                                                 
31 Sahat Sinaga Hangoluan Maruli Tua, 2024 "Perkembangan Pengaturan Peralihan Hak atas 

Tanah Melalui Jual Beli", Jurnal Hukum To-Ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi 

Masyarakat 10.1, hal. 138-150. 
32 Devarinta Anandari Hayyu, Adi Sulistiyono, dan Suraji Suraji, 2023, "Urgensi Penyuluhan 

Masyarakat tentang Peralihan Hak atas Tanah untuk Mengurangi Sengketa Kepemilikan Hak atas 

Tanah." Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat, Vol, 1. 



 

 

35 

 

3. Proses Pembentukan Tanah 

Peimbeintuikan tanah adalah hasil dari inteiraksi beirbagai faktor, yang 

beirlangsuing dalam jangka waktui yang panjang. Ada lima faktor uitama yang 

meimpeingaruihi peimbeintuikan tanah
33

: 

a. Iklim 

Suihui dan cuirah huijan meimainkan peiranandalam proseis peilapuikan batuian. 

Di daeirah beiriklim panas dan leimbap, proseis peilapuikan beirlangsuing leibih 

ceipat kareina aktivitas kimia dan biologi yang leibih inteins. Seibaliknya, di 

daeirah beiriklim dingin, proseis peimbeintuikan tanah beirjalan leibih lambat. 

b. Bahan Induik 

Bahan induik tanah adalah mateirial asal yang akan meingalami proseis 

peilapuikan uintu ik meimbeintuik tanah. Bahan induik ini bisa beiruipa batuian 

beikui, seidimein, ataui batuian meitamorf yang akan diuibah meinjadi tanah 

meilaluii proseis fisika, kimia, dan biologi. 

c. Organismei 

Aktivitas tuimbuihan, heiwan, dan mikroorganismei sangat beirpeiran dalam 

peimbeintuikan tanah. Akar tanaman meimbantui meimpeirceipat peilapuikan 

batuian deingan cara fisik dan kimia. Organismei lain, seipeirti cacing tanah, 

juiga beirpeiran dalam meimpeirbaiki struiktuir tanah deingan meinciptakan 

rongga-rongga yang meimbantui peirgeirakan air dan uidara dalam tanah. 

d. Topografi 

                                                 
33 Desy Sari Agatha, M, Sudirman, dan Benny Djaja, 2024, "Pertanggungjawaban Hukum Perdata 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPat) dalam Peralihan Hak atas Tanah (Analisis Putusan Nomor 

86/Pdt, G/2009/Pn, Depok)", Journal Of Social dan Economics Research, No.6. Vol.1, hal. 595-

608. 
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Beintuik dan keimiringan lahan juiga meimpeingaruihi proseis peimbeintuikan 

tanah. Pada lahan yang cuiram, eirosi ceindeiru ing leibih seiring teirjadi, yang 

meinyeibabkan lapisan tanah atas teirkikis. Seibaliknya, pada daeirah datar, 

tanah ceindeiruing leibih stabil dan meinduikuing akuimuilasi bahan organik. 

e. Waktui 

Proseis peimbeintuikan tanah meimbuituihkan waktui yang sangat panjang. 

Peilapuikan batuian dan proseis biologi yang kompleiks dapat meimakan 

waktui ribuian hingga juitaan tahuin uintuik meinghasilkan lapisan tanah yang 

matang dan suibuir. 

4. Sejarah Pengaturan Tanah di Indonesia 

Seijarah peingatuiran tanah di Indoneisia meimiliki peirjalanan panjang yang 

beirakar dari masa kolonial hingga eira modeirn saat ini. Tanah teilah meinjadi 

salah satui suimbeir daya paling dalam keihiduipan masyarakat Indoneisia, buikan 

hanya seibagai teimpat tinggal teitapi juiga seibagai aseit eikonomi, sosial, dan 

politik. Oleih kareina itui, peingatuiran tanah meinjadi sangat signifikan dalam 

meinduikuing keiseijahteiraan rakyat dan meimastikan keiadilan dalam distribuisi 

seirta peingeilolaannya. Peingatuiran tanah di Indoneisia dapat dibagi dalam 

beibeirapa peiriodei beisar: eira kolonial, masa Ordei Lama, Ordei Barui, dan pasca-

Reiformasi. Seitiap peiriodei teirseibuit meimiliki karakteiristik teirseindiri yang 

dipeingaruihi oleih dinamika politik, eikonomi, dan sosial yang teirjadi saat itui. 

a. Era Kolonial: Pengaruh Hukum Agraria Belanda 

Peingatuiran tanah di Indoneisia pada masa kolonial sangat 

dipeingaruihi oleih keikuiasaan peimeirintah kolonial Beilanda. Pada abad kei-
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19, peimeirintah kolonial muilai meimbeirlakuikan beirbagai keibijakan dan 

huikuim agraria yang beirtuijuian uintuik meinguiasai suimbeir daya tanah di 

Nuisantara gu ina meinduikuing keipeintingan eikonomi meireika, teiruitama 

dalam seiktor peirkeibuinan. 

1) Huikuim Agraria Kolonial (Agrarischei Weit 1870) 

Salah satui tonggak dalam peingatuiran tanah pada masa kolonial adalah 

lahirnya Agrarischei Weit (U indang-U indang Agraria) pada tahuin 1870. 

U indang-uindang ini dikeiluiarkan oleih peimeirintah kolonial Beilanda 

seibagai bagian dari keibijakan eikonomi libeiral yang meimbeiri peiluiang 

keipada peinguisaha swasta, khuisuisnya Eiropa, uintuik meinguiasai lahan-

lahan di Indoneisia guina meingeimbangkan uisaha peirkeibuinan. 

Agrarischei Weit meimpeirkeinalkan sisteim seiwa tanah (eirfpacht) seilama 

75 tahuin bagi inveistor swasta, seimeintara hak keipeimilikan tanah teitap 

beirada di tangan peimeirintah kolonial. Tuijuian dari uindang-uindang ini 

adalah uintuik meimanfaatkan lahan yang seibeiluimnya dimiliki oleih 

peinduiduik lokal uintuik keigiatan eikonomi beisar-beisaran, seipeirti 

peinanaman teibui, kopi, teih, dan kareit. Namuin, akibat keibijakan ini, 

banyak masyarakat adat dan peitani keicil keihilangan hak meireika atas 

tanah, yang keimuidian meinyeibabkan keitimpangan peinguiasaan tanah 

antara peinduiduik lokal dan peinguisaha asing. Tanah meinjadi suimbeir 
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konflik antara rakyat deingan peingu iasa kolonial, seirta antara 

peinguisaha Eiropa deingan masyarakat adat.
34

 

2) Domeiinveirklaring 

Agrarischei Weit 1870 juiga diikuiti oleih Domeiinveirklaring, yang 

meinyatakan bahwa seiluiruih tanah yang tidak dapat dibuiktikan seibagai 

milik pribadi beirdasarkan huikuim adat adalah milik neigara 

(peimeirintah kolonial). Keibijakan ini meimpeirbuiruik kondisi 

masyarakat pribuimi yang tidak meimiliki seirtifikat formal atas tanah 

yang meireika keilola seicara tuiruin-teimuiruin beirdasarkan huikuim adat. 

Banyak lahan adat diambil alih oleih peimeirintah kolonial ataui 

diseiwakan keipada peinguisaha asing, tanpa meimpeirtimbangkan hak-

hak masyarakat adat. Meiskipuin Domeiinveirklaring meimbeirikan 

peiluiang bagi peimeirintah uintuik meimpeirluias peinguiasaan tanah, 

keibijakan ini juiga meinyeibabkan keireisahan sosial yang beisar di 

kalangan masyarakat adat. Peingambilalihan tanah seicara paksa oleih 

peimeirintah kolonial meinjadi suimbeir uitama keitidakadilan agraria yang 

teiruis beirlanjuit hingga masa keimeirdeikaan. 

b. Masa Orde Lama: Lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 

1960 

Seiteilah Indoneisia meirdeika pada tahuin 1945, salah satui tantangan beisar 

yang dihadapi oleih peimeirintah Indoneisia adalah meingatasi keitimpangan 

peinguiasaan tanah yang diwariskan dari eira kolonial. Kondisi keitidakadilan 

                                                 
34 Susan Rampengan, 2023, "Akibat Hukum Pembatalan Sertipikat Hak atas Tanah Karena Terjadi 

Tumpang Tindih (OverlaPPing) antara Hak atas Tanah dengan Hak Milik Adat", Civilia: Jurnal 

Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, No. 4, Vol. 2, hal. 83-94. 
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agraria yang masih meiluias meinjadi salah satui peimicui uitama konflik sosial di 

banyak daeirah, teiruitama di Jawa. Uintuik meingatasi masalah ini, peimeirintah 

Ordei Lama di bawah keipeimimpinan Preisidein Soeikarno meimpeirkeinalkan 

U indang-U indang Pokok Agraria (U iU iPA) No. 5 Tahuin 1960, yang meinjadi 

landasan uitama bagi peingatuiran agraria di Indoneisia hingga saat ini.
35

 

1) Prinsip Dasar U iUiPA 1960 

U iUiPA 1960 meiruipakan wuijuid nyata dari keiinginan peimeirintah 

Indoneisia u intuik meingakhiri sisteim agraria kolonial dan meinciptakan 

sisteim yang leibih adil bagi seiluiruih rakyat Indoneisia. U indang-uindang 

ini dilandasi oleih Pasal 33 ayat (3) U iU iD 1945, yang meinyatakan bahwa 

"Buimi dan air dan keikayaan alam yang teirkanduing di dalamnya 

dikuiasai oleih neigara dan dipeirguinakan uintuik seibeisar-beisar 

keimakmuiran rakyat." U iUiPA meimpeirkeinalkan seijuimlah prinsip dasar 

yang meindasari peingatuiran tanah di Indoneisia, antara lain: 

o Tanah seibagai suimbeir daya alam yang haruis dimanfaatkan uintuik 

keipeintingan rakyat. 

o Neigara seibagai peinguiasa teirtinggi atas tanah, deingan weiweinang 

uintuik meingatuir peimanfaatan, peinguiasaan, dan distribuisi tanah guina 

keipeintingan masyarakat. 

o Peingakuian atas hak uilayat (hak adat) dari masyarakat huikuim adat yang 

diakuii dan dihormati, seilama tidak beirteintangan deingan keipeintingan 

nasional. 

                                                 
35 Daniel Tanati, dan James Yoseph Palenewen, 2023,"Penerapan Ipteks tentang Meningkatkan 

Kesadaran Masyarakat terhadap Pendaftaran Hak-Hak atas Tanah Adat pada Kampung Nendali", 

Amma: Jurnal Pengabdian Masyarakat, No.2, Vol.1, hal. 134-140. 
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o Reidistribuisi tanah seibagai uipaya uintuik meinguirangi keitimpangan dalam 

peinguiasaan tanah, meilaluii program landreiform yang diharapkan dapat 

meimbeirikan tanah keipada peitani peinggarap yang tidak meimiliki lahan. 

2) Landreiform 

Salah satui keibijakan yang diuisuing oleih U iUiPA adalah program landreiform, 

yang beirtuijuian uintuik meinguirangi keitimpangan dalam peinguiasaan tanah di 

Indoneisia. Peimeirintah beiruisaha uintuik meimbatasi keipeimilikan tanah yang 

teirlalui luias dan meindistribuisikannya keipada para peitani keicil yang tidak 

meimiliki lahan. Dalam program ini, keipeimilikan tanah oleih peirorangan 

dibatasi hingga maksimuim 5 heiktar di Jawa dan Bali, seirta 20 heiktar di luiar 

Jawa. Namuin, impleimeintasi landreiform meinghadapi beirbagai keindala, baik 

dari seigi teiknis mauipuin politis. Konflik antara keilompok-keilompok politik, 

teirmasuik Partai Komuinis Indoneisia (PKI) yang meinduikuing peinuih program 

ini, deingan keilompok konseirvatif yang meinolak landreiform, meinyeibabkan 

peilaksanaan program teirseibuit tidak beirjalan optimal. Meiskipuin deimikian, 

U iUiPA teitap meinjadi landasan huikuim yang ku iat dalam peingatuiran tanah di 

Indoneisia.
36

 

c.  Masa Orde Baru: Sentralisasi dan Pembangunan 

Pada masa Ordei Barui di bawah keipeimimpinan Preisidein Soeiharto, 

keibijakan agraria di Indoneisia meingalami peiruibahan signifikan. Meiskipuin 

Ordei Barui tidak meinguibah U iU iPA 1960 seicara formal, peilaksanaan keibijakan 

agraria pada peiriodei ini leibih teirfokuis pada peimbanguinan eikonomi dan 
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stabilitas politik. Peimeirintah Ordei Barui meineikankan peimbanguinan 

infrastruiktuir dan induistrialisasi seibagai prioritas uitama, dan ini beirdampak 

langsuing pada peingeilolaan tanah. 

1) Keibijakan Seintralisasi 

Ordei Barui meineirapkan keibijakan seintralisasi dalam peingeilolaan tanah. 

Neigara meimiliki kontrol peinuih atas distribuisi dan peingguinaan tanah, 

teiruitama uintuik proye ik-proyeik peimbanguinan. Tanah yang dipeirluikan 

uintuik peimbanguinan infrastruiktuir, seipeirti jalan tol, beinduingan, dan 

kawasan indu istri, seiring kali diambil alih oleih neigara meilaluii proseis 

peimbeibasan lahan yang seiringkali meiruigikan masyarakat lokal. Dalam 

banyak kasu is, masyarakat dipaksa uintuik meileipaskan tanah meireika 

deingan ganti ruigi yang tidak meimadai.
37

 

2) Peiran Badan Peirtanahan Nasional (BPN) 

Pada masa Ordei Barui, peimeirintah meimpeirkuiat peiran Badan Peirtanahan 

Nasional (BPN) seibagai leimbaga yang beirtangguing jawab dalam 

peingeilolaan administrasi peirtanahan di Indoneisia. BPN dibeiri 

keiweinangan uintuik meingatuir peindaftaran tanah, meineirbitkan seirtifikat 

hak milik, seirta meinangani seingkeita tanah. Namuin, seintralisasi ini juiga 

meinyeibabkan banyak keiluihan teirkait birokrasi yang ruimit dan adanya 

praktik koruipsi dalam peinguiruisan seirtifikat tanah. 

3) Konflik Agraria 

                                                 
37 Vara Pontoh Dila, Nirwan Junus, dan Zamroni Abdussamad, 2023. "Mekanisme Peralihan Hak 
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Pada masa ini, konflik agraria teiruis beirlanjuit, teiruitama antara masyarakat 

adat dan peimeirintah ataui peiruisahaan swasta. Banyak kasuis di mana 

masyarakat adat keihilangan tanah uilayat meireika kareina peingambilalihan 

lahan uintuik keipeintingan inveistasi ataui proyeik peimeirintah. Konflik ini 

meinceirminkan keitimpangan dalam peinguiasaan tanah yang masih teirjadi, 

meiskipuin peimeirintah teilah meilakuikan beirbagai uipaya uintuik meinata 

sisteim agraria. 

d. Masa Reformasi dan Pasca-Reformasi: Menuju Keadilan Agraria 

Eira Reiformasi yang dimuilai pada tahuin 1998 meimbawa peiruibahan 

signifikan dalam peingatuiran tanah di Indoneisia. Peimeirintahan pasca-

Soeiharto beiruisaha uintuik leibih meimpeirhatikan hak-hak masyarakat, teiruitama 

dalam hal keipeimilikan dan peinguiasaan tanah.
38

 

1) Deiseintralisasi dan Otonomi Daeirah 

Salah satui peiruibahan beisar dalam eira Reiformasi adalah peilaksanaan 

deiseintralisasi dan otonomi daeirah meilaluii U indang-U indang No. 22 Tahuin 

1999 teintang Peimeirintahan Daeirah dan U indang-U indang No. 25 Tahuin 1999 

teintang Peirimbangan Keiuiangan antara Peimeirintah Puisat dan Daeirah. 

Deiseintralisasi ini meimbeirikan keiweinangan leibih beisar keipada peimeirintah 

daeirah dalam meingeilola suimbeir daya alam, teirmasuik tanah. 

2) Konflik Tanah di Eira Reiformasi 

Meiskipuin eira Reiformasi meinjanjikan keiteirbuikaan dan keiadilan dalam 

peingeilolaan tanah, beirbagai konflik agraria teitap teirjadi. Salah satui isui uitama 

                                                 
38 Elias Thesia Hence, et al., 2023, "Sosialisasi Hukum tentang Peranan Pejabat Pembuat Akta 

Tanah (PPat) dalam Pendaftaran Hak Milik atas Tanah di Kampung Asei Besar Distrik Sentani 

Timur Kabupaten Jayapura", Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa, No.7 Vol.1, hal. 1306-1312. 
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adalah peingambilalihan lahan oleih peiruisahaan beisar, teirmasuik peiruisahaan 

peirkeibuinan dan peirtambangan, yang seiring kali meiruigikan masyarakat adat 

dan peitani keicil. Konflik ini meinceirminkan bahwa keitimpangan peinguiasaan 

tanah masih meinjadi masalah beisar di Indoneisia. 

3) Program Reiforma Agrari 

Salah satui uipaya dalam meingatasi masalah agraria pada eira pasca-Reiformasi 

adalah peiluincuiran Program Reiforma Agraria oleih Preisidein Joko Widodo. 

Program ini beirtuijuian uintuik meilakuikan reidistribuisi lahan keipada masyarakat, 

teiruitama peitani keicil dan masyarakat adat. Seilain itui, reiforma agraria juiga 

beirtuijuian uintuik meingakuii dan meilinduingi hak-hak masyarakat atas tanah, 

seirta meindorong peingguinaan lahan yang leibih produiktif. Namuin, 

impleimeintasi reiforma agraria masih meinghadapi beirbagai tantangan, 

teirmasuik masalah administrasi, konflik keipeintingan antara peimeirintah daeirah 

dan puisat, seirta reisisteinsi dari pihak-pihak yang meimiliki keikuiasaan atas 

tanah. Meiskipuin deimikian, program ini teitap meinjadi harapan uintuik 

meinciptakan keiadilan agraria di Indoneisia. 

C. Tinjauan Umum tentang Hak Atas Tanah 

1. Pengertian Hak atas Tanah 

Di Indoneisia, hak atas tanah diatuir teiruitama oleih U indang-U indang 

Nomor 5 Tahuin 1960 teintang Peiratuiran Dasar Pokok-Pokok Agraria 

(U iUiPA), yang meimbeirikan dasar huikuim dan peidoman uintuik peingeilolaan 

tanah. Peingeirtian hak atas tanah seicara uimuim dapat dijabarkan seibagai 

weiweinang yang dibeirikan keipada seiseiorang ataui seikeilompok orang uintu ik 
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meingguinakan tanah ataui meingambil manfaat dari tanah teirseibuit seisuiai 

deingan peiratu iran peiruindang-uindangan yang beirlakui. Hak atas tanah 

meimbeirikan jaminan huikuim keipada peimeigang hak uintuik meinikmati 

manfaat dari tanah yang dimiliki ataui diku iasai dalam batas-batas yang 

diteintuikan oleih huikuim.
39

 

Hak atas tanah meincakuip hak uintuik meingguinakan, meinguiasai, 

meimanfaatkan, ataui meingambil manfaat dari seibidang tanah teirteintui. Di 

Indoneisia, hak atas tanah dapat dibeirikan keipada individui, badan huikuim, 

dan bahkan neigara. Hak ini beirguina dalam meingatuir peingguinaan tanah 

seicara adil, beirkeilanjuitan, dan seisuiai deingan keipeintingan puiblik dan 

pribadi. 

Dalam Pasal 16 ayat (1) UiU iPA, teirdapat beibeirapa jeinis hak atas 

tanah yang diakuii oleih huikuim Indoneisia, yaitui: 

a. Hak milik adalah hak tuiruin-teimuiruin, teirkuiat, dan teirpeinuih yang dapat 

dimiliki seiseiorang atas tanah. Hak ini meimbeiri peimilik weiweinang 

peinuih uintuik meingguinakan tanah seisuiai deingan keibuituihan meireika, 

seilama tidak beirteintangan deingan peiratuiran peiruindang-uindangan 

yang beirlakui. Hak milik atas tanah dapat diwariskan, dialihkan, atau i 

dijuial keipada pihak lain. Peimeigang hak milik meimiliki keibeibasan 

peinuih dalam meimanfaatkan tanahnya, deingan teitap meimpeirhatikan 

keiteintuian peiratuiran yang ada. Meinuiruit Pasal 20 UiU iPA, hak milik 

                                                 
39 Walujo, Christianto Rici, and Noenik Soekorini, 2023. "Tanggung Jawab Pidana Terhadap 

Pengalihan Hak atas Tanah yang Dilakukan dengan Cara Melawan Hukum." Civilia: Jurnal 

Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, Vol 2, No. 3, hal. 72-82. 
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adalah hak atas tanah yang beirsifat abadi, dan hanya dapat dimiliki 

oleih warga neigara Indoneisia (WNI). 

b. Hak Guina Uisaha adalah hak uintuik meinguisahakan tanah yang dimiliki 

neigara uintuik keipeirluian uisaha, baik di bidang peirtanian, peiteirnakan, 

mauipuin peirikanan. Hak ini beirsifat teirbatas dalam waktui dan tidak 

dapat diwariskan seicara tuiruin-teimuiru in. Meinuiruit U iUiPA, HGUi 

dibeirikan u intuik jangka waktui teirteintui, yaitui maksimal 25 tahuin, dan 

dapat dipeirpanjang seisuiai deingan keiteintuian yang beirlakui. Hak ini 

dibeirikan keipada individui mauipuin badan huikuim yang beirkeipeintingan 

uintuik meingeimbangkan keigiatan eikonomi di atas tanah neigara. 

Seiteilah jangka waktui HGUi beirakhir, tanah teirseibuit keimbali meinjadi 

milik neigara, keicuiali jika dilakuikan peirpanjangan. 

c. Hak Guina Banguinan meimbeirikan weiweinang keipada peimeigang hak 

uintuik meindirikan dan meimiliki banguinan di atas tanah yang buikan 

miliknya seindiri, baik itui tanah neigara mauipuin tanah milik orang lain. 

Hak ini juiga dibeirikan dalam jangka waktui teirteintui, biasanya 30 

tahuin, dan dapat dipeirpanjang. HGB seiring kali dimiliki oleih 

peiruisahaan, peingeimbang, ataui individu i yang ingin meimanfaatkan 

tanah uintu ik keipeirluian komeirsial ataui peiruimahan tanpa meimiliki hak 

peinuih atas tanah teirseibuit. Seiteilah masa HGB beirakhir, peimeigang hak 

haruis meingajuikan peirpanjangan atau i meinyeirahkan tanah dan 

banguinan teirseibuit keipada peimilik tanah ataui neigara. 
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d. Hak pakai adalah hak uintuik meingguinakan ataui meimanfaatkan tanah 

yang dimiliki oleih neigara ataui orang lain dalam jangka waktui yang 

teilah diteintuikan. Hak pakai ini seiring diguinakan uintuik keipeintingan 

uimuim, seipeirti peimbanguinan fasilitas puiblik ataui peingguinaan oleih 

badan peimeirintah. Hak pakai tidak meimbeirikan weiweinang keipada 

peimeigang hak uintuik meimiliki tanah teirseibuit, namuin hanya uintuik 

meingguinakannya dalam jangka waktui teirteintui. Meinuiruit U iU iPA, hak 

pakai dapat dibeirikan keipada WNI mauipuin Warga Neigara Asing 

(WNA) yang tinggal di Indoneisia deingan izin yang jeilas. Peimeigang 

hak pakai haruis meimatuihi keiteintuian yang teilah diteitapkan oleih 

neigara atau i peimilik tanah dalam meinggu inakan tanah teirseibuit. 

e. Hak seiwa adalah hak yang dibeirikan keipada individui ataui badan 

huikuim uintuik meinyeiwa tanah milik neigara ataui orang lain uintuik 

jangka waktui teirteintui. Hak seiwa ini biasanya diguinakan uintuik 

keipeintingan komeirsial, seipeirti uintuik meindirikan banguinan uisaha. 

Peimeigang hak seiwa meimiliki keiwajiban uintuik meimbayar seiwa 

keipada peimilik tanah seisuiai deingan keiseipakatan. Hak ini meimbeirikan 

fleiksibilitas bagi peinguisaha yang ingin meingguinakan tanah tanpa 

haruis meimiliki hak milik atas tanah teirseibuit. Seiteilah jangka waktui 

seiwa beirakhir, hak seiwa dapat dipeirpanjang beirdasarkan keiseipakatan 

antara peimilik tanah dan peinyeiwa. 

f. Hak peingeilolaan adalah hak yang dibeirikan keipada peimeirintah atau i 

badan huikuim uintuik meingeilola dan meimanfaatkan tanah yang dimiliki 
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neigara. Hak ini beirbeida deingan hak milik kareina tidak meimbeirikan 

hak peinuih keipada peimeigangnya, teitapi hanya weiweinang uintuik 

meingeilola dan meingatuir peingguinaan tanah teirseibuit seisuiai deingan 

keipeintingan peimeirintah ataui masyarakat. Hak peingeilolaan seiring kali 

diguinakan uintuik keipeirluian peimbanguinan infrastruiktuir ataui proyeik-

proyeik peimeirintah yang meilibatkan peingguinaan lahan seicara beisar-

beisaran. Peimeigang hak peingeilolaan haruis meimastikan bahwa 

peingguinaan tanah seisuiai deingan reincana peimbanguinan yang teilah 

diteitapkan oleih peimeirintah. 

Prinsip-prinsip hak atas tanah di Indoneisia, antara lain
40

: 

a. Meinuiruit Pasal 1 U iU iPA, seimuia tanah di wilayah Indoneisia beirada di bawah 

peinguiasaan bangsa Indoneisia. Hal ini beirarti bahwa seiluiruih rakyat Indoneisia 

meimiliki hak atas tanah di Indoneisia, dan tanah haruis diguinakan uintuik 

seibeisar-beisarnya keimakmuiran rakyat. Neigara beirfuingsi seibagai peingeilola 

tanah dan beirtangguing jawab uintuik meimastikan bahwa tanah diguinakan 

seicara adil dan seisuiai deingan keipeintingan puiblik. Hak bangsa Indoneisia atas 

tanah meinjadi landasan uitama bagi peingeilolaan dan peingguinaan tanah di 

Indoneisia. 

b. Beirdasarkan Pasal 2 UiU iPA, neigara meimiliki hak uintuik meinguiasai seiluiruih 

tanah yang ada di wilayah Indoneisia. Peinguiasaan ini meimbeirikan neigara 

weiweinang uintuik meingatuir dan meingeilola peingguinaan tanah, teirmasuik 

peimbeirian hak atas tanah keipada individui ataui badan huikuim. Neigara 

                                                 
40 Muhamad Rusjana, 2023. "Sosialisasi Jaminan Kepastian Hukum terhadap Sertifikat Hak atas 

Tanah di Desa Putra Lempuyang", Devotion: Journal Corner Of Community Service, Vol. 2. No.1, 

hal. 24-29. 
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beirtindak seibagai peingeilola yang beirtangguing jawab uintuik meimastikan 

bahwa tanah digu inakan uintuik keipeintingan uimuim, peimbanguinan nasional, 

dan keiseijahteiraan rakyat. Peinguiasaan oleih neigara juiga meincakuip 

peingawasan teirhadap peingguinaan tanah agar tidak disalahguinakan atau i 

dikuiasai oleih pihak-pihak teirteintui seicara tidak adil. 

c. Hak uilayat adalah hak masyarakat huikuim adat atas tanah yang dikuiasainya 

seicara tuiruin-teimu iruin. Masyarakat adat meimiliki weiweinang uintuik meingeilola 

dan meingguinakan tanah uilayat seisuiai deingan adat istiadat yang beirlakui di 

komuinitas teirseibu it. Meiskipuin hak uilayat diakuii oleih U iU iPA, peilaksanaannya 

haruis seisuiai deingan peiratuiran peiruindang-u indangan yang beirlakui di 

Indoneisia. Hak u ilayat juiga haruis diakuii oleih neigara, dan peingguinaannya 

tidak boleih beirteintangan deingan keipeintingan uimuim ataui meinghambat 

peimbanguinan nasional. Dalam beibeirapa kasuis, hak uilayat seiring kali meinjadi 

suibjeik konflik antara masyarakat adat dan peimeirintah ataui peingeimbang. 

d. Dalam konteiks peimbanguinan, peiralihan hak atas tanah dapat dilakuikan deimi 

keipeintingan uimu im. Neigara meimiliki weiweinang uintuik meincabuit hak atas 

tanah dari individui ataui keilompok teirteintui jika tanah teirseibuit dibuituihkan 

uintuik proye ik peimbanguinan yang meilayani keipeintingan puiblik. Namuin, 

peincabuitan hak haruis dilakuikan deingan proseiduir yang jeilas, teirmasuik 

peimbeirian ganti ruigi yang adil keipada peimeigang hak. Neigara juiga haruis 

meimastikan bahwa peiralihan hak ini tidak meiru igikan keipeintingan peimeigang 

hak ataui masyarakat seicara keiseiluiruihan. 
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Hak atas tanah meimiliki peiran dalam peimbangu inan nasional, teiruitama dalam 

konteiks peimbanguinan infrastruiktuir, peiruimahan, dan peirtanian. Tanah adalah 

salah satui suimbeir daya uitama yang haruis dikeilola deingan baik uintuik meimastikan 

keibeirlanjuitan peimbanguinan. Deingan meimbeirikan jaminan huikuim yang jeilas 

keipada peimeigang hak atas tanah, neigara dapat meindorong inveistasi dan 

peingguinaan tanah yang leibih produiktif. Hak atas tanah juiga meimbeirikan 

keipastian huikuim bagi individui dan badan huikuim dalam meingeimbangkan tanah 

yang dimiliki, seihingga meindorong peirtuimbuihan eikonomi.
41

 

Seilain itui, hak atas tanah juiga dalam uipaya peimeirataan peimbanguinan dan 

peingeintasan keimiskinan. Deingan meimbeirikan hak atas tanah keipada masyarakat 

yang meimbuituihkan, peimeirintah dapat meimbantui meiningkatkan taraf hiduip dan 

keiseijahteiraan masyarakat. Tanah yang dikeilola deingan baik dapat meinjadi 

suimbeir peinghiduipan bagi banyak orang, teiruitama dalam seiktor peirtanian dan 

peirkeibuinan. 

Hak atas tanah adalah suiatui weiweinang yang dibeirikan keipada individui ataui 

Badan Huikuim uintuik meimanfaatkan tanah deingan tuijuian teirteintui. Meinuiruit Zeiin 

(1995), hak atas tanah meimiliki duia jeinis keibuituihan uitama, yaitui

42
: 

a. U intuik Keigiatan Peirtanian, Peirkeibuinan, Peirikanan, Peiteirnakan, dan Lainnya: 

Hak atas tanah dapat dibeirikan keipada individu i ataui Badan Huikuim deingan 

tuijuian meimanfaatkan tanah uintuik keigiatan peirtanian, peirkeibuinan, peirikanan, 

peiteirnakan, dan seijeinisnya. Hak ini meimbeirikan keiweinangan keipada 

                                                 
41 Desi Syamsiah, 2023, "Sosialisasi tentang Pentingnya Pendaftaran Hak atas Tanah bagi 

Masyarakat di Kabupaten Karanganyar", Jurnal Pengabdian Mandiri, Vol. 2. No.7, hal. 1449-

1456. 
42 Sabian Utsman, 2014, Metodologi Penelitian Hukum Progresif, Pustaka Pelaja, Yogyakarta, hal. 
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peimeigang hak uintuik meingguinakan tanah teirseibuit seisuiai deingan keibuituihan 

seiktor peirtanian ataui keigiatan teirkait. 

b. U intuik Teimpat U isaha dan Peindirian Banguinan: 

Seilain uintuik keigiatan seiktor primeir, hak atas tanah juiga dapat dibeirikan 

deingan tuijuian peindirian banguinan uintuik uisaha, peiruimahan, hoteil, ruimah 

suisuin, pabrik, peilabuihan, dan seibagainya. Peimeigang hak meimiliki 

keiweinangan uintu ik meindirikan banguinan dan meimanfaatkan tanah teirseibuit 

seisuiai deingan keipeirluian uisaha ataui keigiatan yang teilah diteintuikan. 

2. Permohonan dan Pemberian Hak Atas Tanah 

Proseis peirmohonan dan peimbeirian hak atas tanah di Indoneisia diatuir 

oleih Peiratuiran Meinteiri Dalam Neigeiri (Peirmeindagri) Nomor 5 Tahuin 1973, 

yang dibeiri juidu il "Keiteintuian-keiteintuian Meingeinai Peimbeirian Hak Atas 

Tanah." Dalam peilaksanaannya, teirdapat langkah-langkah khuisuis yang 

dipeirluikan uintuik peimohon yang teirkait deingan jeinis tanah yang dimohon. 

Meinteiri Dalam Neigeiri meingatuir tata cara peirmohonan dan peimbeirian hak 

atas tanah deingan meingeiluiarkan peiratuiran-peiratuiran khuisuis, seipeirti 

Peirmeindagri Nomor 5 Tahuin 1974 uintuik keipeirluian peiruisahaan, Peirmeindagri 

Nomor 1 Tahuin 1977 uintuik bagian-bagian tanah hak peingeilolaan, dan 

Peirmeindagri Nomor 3 Tahuin 1979 uintuik tanah beikas hak barat
43

. 

Seitiap warga neigara Indoneisia pada dasarnya meimiliki hak uintuik 

meimohon hak atas tanah neigara. Bahkan, orang asing yang tinggal di 

                                                 
43 Ken A Prawiti, 2022, "D, I, S, T, H, I, Yuli Prasetyo Adhi, dan Rahandy Rizki Prananda, Kajian 

Hukum Balik Nama Sertipikat Hak Milik Tanpa Sepengetahuan Debitur dalam Perjanjian Kredit 

di Bawah Tangan (Analisa Putusan Ma No, 1642 K/Pdt/2020/Ma).-042 Pdt 2022", Jurnal 

Universitas Diponegoro. 
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Indoneisia juiga meimiliki hak uintuik meingajuikan peirmohonan hak atas tanah, 

walauipuin hak ini dibatasi oleih peiratuiran peiruindang-uindangan yang khuisuis 

meingatuir huibuingan tanah deingan orang asing. Peirmohonan hak atas tanah 

dapat diajuikan uintuik beirbagai jeinis hak, teirgantu ing pada jeinis hak yang dapat 

dimiliki oleih peimohon dan peingguinaan tanah yang beirsangkuitan. 

Proseiduir peirmohonan hak atas tanah meincakuip langkah-langkah beirikuit
44

: 

1. Peimilihan Peijabat yang Beirweinang: 

Peirmohonan hak atas tanah dituijuikan keipada peijabat yang beirweinang, yang 

diteitapkan dalam Peiratuiran Meinteiri Dalam Neigeiri Nomor 6 Tahuin 1972. 

2. Jeinis Hak yang Dapat Dimohon: 

Hak yang dapat dimohon teirgantuing pada jeinis peimohon dan peingguinaan 

tanah yang beirsangkuitan. 

a. Warga neigara Indoneisia dapat meimohon uintuik Hak Milik, Hak Guina 

Banguinan, dan Hak Pakai. 

b. Warga neigara asing yang tinggal di Indoneisia hanya dapat meimohon 

uintuik hak pakai, seisuiai deingan batasan yang diatuir oleih peiratuiran 

peiruindang-uindangan yang beirlakui. 

c. Badan Huikuim meimiliki hak yang seitara deingan warga neigara Indoneisia, 

dapat meimohon Hak Milik, Hak Guina Banguinan, ataui Hak Pakai. 

3. Batasan Hak uintu ik Orang Asing: 

                                                 
44 Fitria Bella Nita, dan Hayatun Hamid, 2023, "Keabsahan Jual Beli Tanpa Sepengetahuan Ahli 

Waris Dihubungkan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo, Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria", Nusantara: Jurnal Ilmu 

Pengetahuan Sosial, No.10,Vol. 5, hal. 2740-2745. 
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Orang asing yang tinggal di Indoneisia meimiliki batasan dalam meimohon hak 

atas tanah. Hak yang dapat diajuikan teirbatas seisuiai deingan peiratuiran yang 

meingatuir huibuingan tanah deingan orang asing. 
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3. Dasar Hukum Hak atas Tanah 

Tanah buikan hanya meiruipakan teimpat tinggal, teitapi juiga suimbeir 

peinghiduipan bagi seiktor peirtanian, peirkeibuinan, dan induistri. Huikuim agraria 

di Indoneisia meimbeirikan dasar-dasar meingeinai hak atas tanah, teirmasuik 

atuiran teirkait keipeimilikan, peingeilolaan, seirta peingguinaannya. Dasar huikuim 

hak atas tanah di Indoneisia beirakar dari beirbagai suimbeir, baik dari uindang-

uindang nasional mauipuin keiteintuian yang beirasal dari huikuim adat. 

U indang-U indang Pokok Agraria (U iU iPA) meiruipakan fondasi uitama 

yang meingatuir hak atas tanah di Indoneisia. Seilain itui, beibeirapa peiratuiran lain 

seipeirti Peiratuiran Peimeirintah (PP), Kitab U indang-U indang Huikuim Peirdata 

(KUiHPeirdata), dan peiratuiran teirkait lainnya tuiruit meimpeirkaya keirangka 

huikuim hak atas tanah di Indoneisia. Artikeil ini akan meinguilas dasar-dasar 

huikuim yang meingatuir hak atas tanah di Indoneisia, seirta bagaimana beirbagai 

peiratuiran teirseibuit meimbeirikan landasan bagi peimanfaatan dan peingeilolaan 

tanah seicara adil dan beirkeilanjuitan.
45

 

a. U indang-U indang Pokok Agraria (U iU iPA) No. 5 Tahuin 1960 

Dasar huikuim uitama hak atas tanah di Indoneisia adalah U indang-U indang 

Pokok Agraria (U iU iPA) No. 5 Tahuin 1960. U iUiPA meiruipakan uindang-

uindang pokok yang meingatuir prinsip-prinsip dasar agraria di Indoneisia, 

teirmasuik peingatuiran meingeinai hak atas tanah. Tuijuian uitama U iU iPA 

adalah meingakhiri duialismei huikuim agraria yang teirjadi pada masa 

                                                 
45 Dina Ningtyas Catur Ayu, 2023, "Hak atas Tanah Sebagai Dasar Pembuktian bagi Pemiliknya 

dalam Hukum Agraria yang di Dasari UUPA", Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (E-Issn: 

2776-1916), Vol. 3, No. 01, hal. 28-35. 
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kolonial, di mana teirdapat duia sisteim huikuim yang beirjalan, yaitui huikuim 

adat dan huiku im barat yang beirlakui bagi orang Eiropa dan Timuir Asing. 

U iUiPA beirtuijuian uintuik meinciptakan keiadilan agraria deingan 

meimbeirikan hak atas tanah yang leibih adil dan meirata keipada seiluiruih 

rakyat Indoneisia, seirta meimastikan bahwa peimanfaatan tanah dilakuikan 

uintuik seibeisar-beisarnya keiseijahteiraan rakyat. U iU iPA meineigaskan bahwa 

tanah di Indoneisia dikuiasai oleih neigara uintuik diguinakan seibeisar-

beisarnya bagi keimakmuiran rakyat, dan buikan uintuik keiuintuingan 

seigeilintir individui ataui keilompok. 

Beirikuit adalah beibeirapa keiteintuian dalam U iU iPA yang meinjadi dasar 

huikuim hak atas tanah
46

: 

1) Pasal 1 U iU iPA: Hak Bangsa Indoneisia 

Pasal ini meineigaskan bahwa seiluiruih tanah di wilayah Indoneisia dikuiasai 

oleih bangsa Indoneisia seicara koleiktif. Artinya, seitiap orang di Indoneisia 

meimiliki hak atas tanah seibagai bagian dari bangsa Indoneisia, teitapi 

peinguiasaan tanah teirseibuit diatuir oleih neigara. Neigara beirtindak seibagai 

peingeilola yang beirtuigas meingatuir peimanfaatan tanah agar dapat 

meimbeirikan manfaat yang maksimal bagi rakyat. 

2) Pasal 2 U iU iPA: Hak Meinguiasai oleih Neigara 

Pasal 2 meineigaskan bahwa neigara meimiliki hak uintuik meinguiasai tanah 

dan meingatuir peingeilolaannya. Neigara beirpeiran dalam meimbeirikan hak 

                                                 
46 Rahmat Ramadhani, 2022,  "Kedudukan Hukum Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) dalam 

Kegiatan Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah", Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, Vol. 3. 

No.1, hal. 45-50. 
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keipada individui ataui badan huikuim uintuik meimiliki, meingguinakan, dan 

meimanfaatkan tanah. Neigara juiga beirweinang uintuik meincabuit hak atas 

tanah deimi keipeintingan uimuim deingan ganti ruigi yang layak. Hak 

meinguiasai oleih neigara ini tidak beirarti bahwa neigara meimiliki seimuia 

tanah, teitapi neigara beirweinang meingatuir peingguinaan dan peingeilolaan 

tanah uintuik meimastikan tanah diguinakan seisuiai deingan keipeintingan 

nasional dan keiseijahteiraan rakyat. 

3) Pasal 4 U iU iPA: Hak Peirorangan atas Tanah 

Pasal ini meingatuir teintang hak-hak peirorangan atas tanah, yang 

meincakuip hak uintuik meingguinakan tanah, baik uintuik keipeintingan 

pribadi mauipuin uisaha. Hak ini meilipuiti hak milik, hak guina uisaha, hak 

guina banguinan, hak pakai, dan hak-hak lain yang diatuir dalam uindang-

uindang. Neigara meimbeirikan hak keipada individui ataui badan huikuim 

uintuik meimanfaatkan tanah, teitapi teitap dalam keirangka huikuim dan 

peiratuiran yang diteitapkan oleih neigara. 

4) Pasal 16 U iU iPA: Jeinis-Jeinis Hak atas Tanah 

Pasal 16 meingatuir jeinis-jeinis hak atas tanah yang diakuii dalam huikuim 

Indoneisia, antara lain: 

a) Hak milik, yaitui hak yang teirkuiat dan teirpeinuih yang dapat dimiliki 

oleih individui ataui badan huikuim. 

b) Hak guina uisaha, yaitui hak uintuik meinguisahakan tanah yang dimiliki 

oleih neigara uintuik keipeirluian peirtanian, peirikanan, ataui peiteirnakan. 
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c) Hak guina banguinan, yaitui hak uintu ik meindirikan dan meimiliki 

banguinan di atas tanah yang buikan miliknya seindiri. 

d) Hak pakai, yaitui hak uintuik meingguinakan ataui meimanfaatkan tanah 

yang dimiliki oleih neigara ataui orang lain dalam jangka waktu i 

teirteintui. 

e) Hak seiwa atas tanah peirtanian. 

b. Peiratuiran Peimeirintah (PP) teintang Hak Atas Tanah 

Seilain U iU iPA, beibeirapa Peiratuiran Peimeirintah (PP) juiga meimbeirikan 

landasan huikuim tambahan bagi hak atas tanah. Salah satui peiratuiran yang 

adalah PP No. 18 Tahuin 2021 teintang Hak Peingeilolaan, Hak atas Tanah, 

Satuian Ruimah Su isuin, dan Peindaftaran Tanah. Peiratuiran ini meingatuir seicara 

leibih rinci meingeinai beirbagai jeinis hak atas tanah yang diatuir dalam U iU iPA, 

seirta proseiduir peindaftaran dan peingeilolaan hak atas tanah teirseibuit. PP No. 18 

Tahuin 2021 meimpeirkeinalkan beibeirapa keiteintu ian barui yang meingacui pada 

U indang-U indang Cipta Keirja (U iU i No. 11 Tahuin 2020), yang beirtuijuian uintuik 

meimpeirceipat proseis peirizinan dan inveistasi teirkait peingguinaan tanah di 

Indoneisia. Namu in, meiskipuin U iU i Cipta Keirja meimpeirkeinalkan beirbagai 

reiformasi, U iU iPA teitap meinjadi landasan uitama dalam peingatuiran hak atas 

tanah di Indoneisia. PP ini juiga meingatuir teintang peingeilolaan tanah oleih 

neigara meilaluii Hak Peingeilolaan, yang meimuingkinkan neigara uintuik 
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meimbeirikan weiweinang keipada badan huikuim teirteintui uintuik meingeilola tanah 

bagi keipeintingan uimuim ataui proyeik-proyeik peimbanguinan.
47

 

c. Kitab U indang-U indang Huikuim Peirdata (KUiHPeirdata) 

Meiskipuin U iU iPA meinjadi dasar uitama huikuim agraria di Indoneisia, beibeirapa 

keiteintuian dalam Kitab U indang-U indang Huikuim Peirdata (KU iHPeirdata) masih 

beirlakui dalam konteiks hak atas tanah. KU iHPeirdata, yang meiruipakan warisan 

huikuim kolonial Beilanda, meingatuir beibeirapa aspeik teirkait keipeimilikan dan 

warisan tanah, teiruitama bagi individui yang tuinduik pada huikuim peirdata barat. 

KUiHPeirdata meincakuip keiteintuian-keiteintuian yang beirkaitan deingan hak 

milik, hak gadai, dan peiralihan hak atas tanah. Misalnya, Pasal 570 

KUiHPeirdata meindeifinisikan hak milik seibagai hak uintuik meinikmati suiatu i 

beinda deingan beibas, seilama tidak beirteintangan deingan uindang-uindang atau i 

hak orang lain. KU iHPeirdata juiga meingatuir meikanismei peiralihan hak atas 

tanah meilaluii juial beili, peiwarisan, hibah, ataui proseis huikuim lainnya. Meiski 

banyak keiteintuian dalam KU iHPeirdata teilah diseisuiaikan deingan U iU iPA, 

beibeirapa pasal masih reileivan dalam konteiks huikuim peirdata tanah.
48

 

d. Huikuim Adat 

Huikuim adat juiga meimainkan peiran dalam peingatuiran hak atas tanah di 

Indoneisia, teiruitama di daeirah-daeirah yang masih kuiat dipeingaruihi oleih adat 

istiadat. Huikuim adat meingakuii hak uilayat, yaitu i hak koleiktif masyarakat adat 

atas tanah yang meireika kuiasai seicara tuiruin-teimuiruin. Hak uilayat meimbeirikan 

                                                 
47 Zahra Jati Apritania, 2021, "Peralihan Hak atas Tanah yang Dimiliki Anak oleh Orang yang 

Bertindak Sebagai Wali", Jurnal Ilmu Hukum: Alethea, Vol.2, No.4, hal. 115-130. 
48 Gunsu Nurmansyah, 2024, "Analisis Peralihan Hak atas Tanah dalam Proses Pembangunan 

Jalan Tol Berdasarkan Hukum Agraria", Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 1, No 13, hal. 1-9. 
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weiweinang keipada masyarakat adat uintuik meingeilola dan meimanfaatkan tanah 

seisuiai deingan atu iran adat yang beirlakui. UiU iPA meingakuii keibeiradaan hak 

uilayat dalam Pasal 3, yang meinyatakan bahwa hak uilayat diakuii seilama tidak 

beirteintangan deingan keipeintingan nasional dan peiratuiran peiruindang-

uindangan yang beirlakui. Meiskipuin hak u ilayat diakuii oleih U iU iPA, 

peilaksanaannya seiring kali meinjadi suibjeik konflik antara masyarakat adat 

dan peimeirintah, teiruitama dalam kasuis-kasuis peingambilalihan tanah uintuik 

keipeintingan peimbanguinan ataui inveistasi. 
49

 

e. Peiratuiran Lain yang Meingatuir Hak Atas Tanah 

Seilain U iU iPA, PP, dan KU iHPeirdata, teirdapat beibeirapa peiratuiran lain yang 

meingatuir hak atas tanah di Indoneisia, antara lain
50

: 

1) U indang-U indang No. 41 Tahuin 1999 teintang Keihuitanan, yang meingatuir 

peingeilolaan dan peimanfaatan huitan dan tanah yang beirada dalam 

kawasan huitan. 

2) U indang-U indang No. 26 Tahuin 2007 teintang Peinataan Ruiang, yang 

meingatuir peireincanaan dan peingguinaan ruiang, teirmasuik peingguinaan 

lahan uintuik keipeintingan uimuim. 

3) Peiratuiran Preisidein No. 71 Tahuin 2012 teintang Peinyeileinggaraan 

Peingadaan Tanah Bagi Peimbanguinan uintu ik Keipeintingan U imuim, yang 

meingatuir meikanismei peingadaan tanah uintuik proye ik-proye ik 

                                                 
49 Taufika Hidayati, 2022, "Analisa Yuridis Akta Jual Beli Sebagai Kekuatan Hukum terhadap 

Peralihan Hak atas Tanah", Jurnal Terapan Ilmu Pengetahuan, Vol.1, No.1, hal. 53-61. 
50 Mega Ningtyas Ayu, et al., 2023, "Cacat Hukum dalam Peralihan Hak atas Tanah", Iuris 

Notitia: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1, No. 1, hal. 20-27. 
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peimbanguinan yang meilibatkan keipeintingan uimuim, seipeirti peimbanguinan 

infrastruiktuir. 

4. Hak Milik atas Tanah 

Hak atas tanah meiruipakan salah satui konseip dalam huikuim agraria yang 

meingatuir keipeimilikan, peingguinaan, dan peinguiasaan atas tanah. Di Indoneisia, 

hak atas tanah diatuir teiruitama oleih U indang-U indang Nomor 5 Tahuin 1960 

teintang Peiratuiran Dasar Pokok-Pokok Agraria (U iU iPA), yang meimbeirikan 

dasar huikuim dan peidoman uintuik peingeilolaan tanah. Peingeirtian hak atas 

tanah seicara uimuim dapat dijabarkan seibagai weiweinang yang dibeirikan 

keipada seiseiorang ataui seikeilompok orang uintuik meingguinakan tanah atau i 

meingambil manfaat dari tanah teirseibuit seisuiai deingan peiratuiran peiruindang-

uindangan yang beirlakui. Hak atas tanah meimbeirikan jaminan huikuim keipada 

peimeigang hak u intuik meinikmati manfaat dari tanah yang dimiliki ataui 

dikuiasai dalam batas-batas yang diteintuikan oleih huikuim. 

Hak atas tanah meincakuip hak uintuik meingguinakan, meinguiasai, 

meimanfaatkan, ataui meingambil manfaat dari seibidang tanah teirteintui. Di 

Indoneisia, hak atas tanah dapat dibeirikan keipada individui, badan huikuim, dan 

bahkan neigara. Hak ini beirguina dalam meingatuir peingguinaan tanah seicara 

adil, beirkeilanjuitan, dan seisuiai deingan keipeintingan puiblik dan pribadi.
51

 

Dalam Pasal 16 ayat (1) U iU iPA, teirdapat beibeirapa jeinis hak atas tanah 

yang diakuii oleih huikuim Indoneisia, yaitui: 

                                                 
51 I Suardana, Wayan, 2023, "Kajian Yuridis Peralihan Hak atas Tanah Melalui Hibah 

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia", Media Bina Ilmiah, 

hal. 2281-2290. 
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1) Hak Milik 

Hak milik adalah hak tuiruin-teimuiruin, teirkuiat, dan teirpeinuih yang dapat 

dimiliki seiseiorang atas tanah. Hak ini meimbeiri peimilik weiweinang peinuih 

uintuik meingguinakan tanah seisuiai deingan keibu ituihan meireika, seilama tidak 

beirteintangan deingan peiratuiran peiruindang-uindangan yang beirlakui. Hak milik 

atas tanah dapat diwariskan, dialihkan, atau i dijuial keipada pihak lain. 

Peimeigang hak milik meimiliki keibeibasan peinuih dalam meimanfaatkan 

tanahnya, deingan teitap meimpeirhatikan keiteintuian peiratuiran yang ada. 

Meinuiruit Pasal 20 U iU iPA, hak milik adalah hak atas tanah yang beirsifat abadi, 

dan hanya dapat dimiliki oleih warga neigara Indoneisia (WNI). 

2) Hak Guina U isaha (HGUi) 

Hak Guina U isaha adalah hak uintuik meinguisahakan tanah yang dimiliki neigara 

uintuik keipeirluian uisaha, baik di bidang peirtanian, peiteirnakan, mauipuin 

peirikanan. Hak ini beirsifat teirbatas dalam waktui dan tidak dapat diwariskan 

seicara tuiruin-teimu iruin. Meinuiruit U iU iPA, HGUi dibeirikan uintuik jangka waktu i 

teirteintui, yaitui maksimal 25 tahuin, dan dapat dipeirpanjang seisuiai deingan 

keiteintuian yang beirlakui. Hak ini dibeirikan keipada individui mauipuin badan 

huikuim yang beirkeipeintingan uintuik meingeimbangkan keigiatan eikonomi di atas 

tanah neigara. Seiteilah jangka waktui HGU i beirakhir, tanah teirseibuit keimbali 

meinjadi milik neigara, keicuiali jika dilakuikan peirpanjangan. 

3) Hak Guina Banguinan (HGB) 

Hak Guina Bangu inan meimbeirikan weiweinang keipada peimeigang hak uintuik 

meindirikan dan meimiliki banguinan di atas tanah yang buikan miliknya 
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seindiri, baik itui tanah neigara mauipuin tanah milik orang lain. Hak ini juiga 

dibeirikan dalam jangka waktui teirteintui, biasanya 30 tahuin, dan dapat 

dipeirpanjang. HGB seiring kali dimiliki oleih peiruisahaan, peingeimbang, atau i 

individui yang ingin meimanfaatkan tanah uintu ik keipeirluian komeirsial atau i 

peiruimahan tanpa meimiliki hak peinuih atas tanah teirseibuit. Seiteilah masa HGB 

beirakhir, peimeigang hak haruis meingajuikan peirpanjangan ataui meinye irahkan 

tanah dan banguinan teirseibuit keipada peimilik tanah ataui neigara. 

4) Hak Pakai 

Hak pakai adalah hak uintuik meingguinakan ataui meimanfaatkan tanah yang 

dimiliki oleih neigara ataui orang lain dalam jangka waktui yang teilah 

diteintuikan. Hak pakai ini seiring diguinakan uintu ik keipeintingan uimuim, seipeirti 

peimbanguinan fasilitas puiblik ataui peingguinaan oleih badan peimeirintah. Hak 

pakai tidak meimbeirikan weiweinang keipada peimeigang hak uintuik meimiliki 

tanah teirseibuit, namuin hanya uintuik meingguinakannya dalam jangka waktu i 

teirteintui. Meinuiruit U iU iPA, hak pakai dapat dibeirikan keipada WNI mauipu in 

Warga Neigara Asing (WNA) yang tinggal di Indoneisia deingan izin yang 

jeilas. Peimeigang hak pakai haruis meimatuihi keiteintuian yang teilah diteitapkan 

oleih neigara ataui peimilik tanah dalam meingguinakan tanah teirseibuit. 

5) Hak Seiwa 

Hak seiwa adalah hak yang dibeirikan keipada individui ataui badan huikuim 

uintuik meinyeiwa tanah milik neigara ataui orang lain uintuik jangka waktui 

teirteintui. Hak seiwa ini biasanya diguinakan u intuik keipeintingan komeirsial, 

seipeirti uintuik meindirikan banguinan uisaha. Peimeigang hak seiwa meimiliki 
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keiwajiban uintuik meimbayar seiwa keipada peimilik tanah seisuiai deingan 

keiseipakatan. Hak ini meimbeirikan fleiksibilitas bagi peinguisaha yang ingin 

meingguinakan tanah tanpa haruis meimiliki hak milik atas tanah teirseibuit. 

Seiteilah jangka waktui seiwa beirakhir, hak seiwa dapat dipeirpanjang 

beirdasarkan keiseipakatan antara peimilik tanah dan peinyeiwa. 

6) Hak Peingeilolaan 

Hak peingeilolaan adalah hak yang dibeirikan keipada peimeirintah ataui badan 

huikuim uintuik meingeilola dan meimanfaatkan tanah yang dimiliki neigara. Hak 

ini beirbeida deingan hak milik kareina tidak meimbeirikan hak peinuih keipada 

peimeigangnya, teitapi hanya weiweinang uintu ik meingeilola dan meingatuir 

peingguinaan tanah teirseibuit seisuiai deingan keipeintingan peimeirintah atau i 

masyarakat. Hak peingeilolaan seiring kali diguinakan uintuik keipeirluian 

peimbanguinan infrastruiktuir ataui proyeik-proyeik peimeirintah yang meilibatkan 

peingguinaan lahan seicara beisar-beisaran. Peimeigang hak peingeilolaan haruis 

meimastikan bahwa peingguinaan tanah seisuiai deingan reincana peimbanguinan 

yang teilah diteitapkan oleih peimeirintah. 

Meinuiruit Pasal 1 U iU iPA, seimuia tanah di wilayah Indoneisia beirada di bawah 

peinguiasaan bangsa Indoneisia. Hal ini beirarti bahwa seiluiruih rakyat Indoneisia 

meimiliki hak atas tanah di Indoneisia, dan tanah haruis diguinakan uintuik seibeisar-

beisarnya keimakmuiran rakyat. Neigara beirfuingsi seibagai peingeilola tanah dan 

beirtangguing jawab uintuik meimastikan bahwa tanah diguinakan seicara adil dan 
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seisuiai deingan keipeintingan puiblik. Hak bangsa Indoneisia atas tanah meinjadi 

landasan uitama bagi peingeilolaan dan peingguinaan tanah di Indoneisia.
52

 

Beirdasarkan Pasal 2 UiU iPA, neigara meimiliki hak uintuik meinguiasai seiluiruih 

tanah yang ada di wilayah Indoneisia. Peinguiasaan ini meimbeirikan neigara 

weiweinang uintuik meingatuir dan meingeilola peingguinaan tanah, teirmasuik peimbeirian 

hak atas tanah keipada individui ataui badan huikuim. Neigara beirtindak seibagai 

peingeilola yang beirtangguing jawab uintuik meimastikan bahwa tanah diguinakan 

uintuik keipeintingan u imuim, peimbanguinan nasional, dan keiseijahteiraan rakyat. 

Peinguiasaan oleih neigara juiga meincakuip peingawasan teirhadap peingguinaan tanah 

agar tidak disalahguinakan ataui dikuiasai oleih pihak-pihak teirteintui seicara tidak 

adil.
53

 

Hak uilayat adalah hak masyarakat huikuim adat atas tanah yang dikuiasainya 

seicara tuiruin-teimuiruin. Masyarakat adat meimiliki weiweinang uintuik meingeilola dan 

meingguinakan tanah u ilayat seisuiai deingan adat istiadat yang beirlakui di komuinitas 

teirseibuit. Meiskipuin hak uilayat diakuii oleih UiU iPA, peilaksanaannya haruis seisuiai 

deingan peiratuiran peiru indang-uindangan yang beirlaku i di Indoneisia. Hak uilayat juiga 

haruis diakuii oleih neigara, dan peingguinaannya tidak boleih beirteintangan deingan 

keipeintingan uimuim ataui meinghambat peimbanguinan nasional. Dalam beibeirapa 

kasuis, hak uilayat seiring kali meinjadi suibjeik konflik antara masyarakat adat dan 

peimeirintah ataui peingeimbang. 

                                                 
52 Dara Rezeki Sri, dan Adawiyah Nasution, 2023, "Tinjauan Yuridis Peralihan Hak Milik atas 

Tanah Karena Tukar Menukar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pada 

Kantor Pertanahan Kota Medan", Mediation: Journal Of Law, hal. 20-30. 
53 Rahmat Ramadhani, 2021, "Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah untuk Mendapatkan Kepastian 

Hukum terhadap Hak atas Tanah", Sosek: Jurnal Sosial dan Ekonomi 2.1, hal. 31-40. 
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Dalam konteiks peimbanguinan, peiralihan hak atas tanah dapat dilakuikan deimi 

keipeintingan uimuim. Neigara meimiliki weiweinang uintuik meincabuit hak atas tanah 

dari individui ataui keilompok teirteintui jika tanah teirseibuit dibuituihkan uintuik proyeik 

peimbanguinan yang meilayani keipeintingan puiblik. Namuin, peincabuitan hak haruis 

dilakuikan deingan proseiduir yang jeilas, teirmasuik peimbeirian ganti ruigi yang adil 

keipada peimeigang hak. Neigara juiga haruis meimastikan bahwa peiralihan hak ini 

tidak meiruigikan keipeintingan peimeigang hak ataui masyarakat seicara 

keiseiluiruihan.
54

 

Hak atas tanah meimiliki peiran dalam peimbangu inan nasional, teiruitama dalam 

konteiks peimbanguinan infrastruiktuir, peiruimahan, dan peirtanian. Tanah adalah 

salah satui suimbeir daya uitama yang haruis dikeilola deingan baik uintuik meimastikan 

keibeirlanjuitan peimbanguinan. Deingan meimbeirikan jaminan huikuim yang jeilas 

keipada peimeigang hak atas tanah, neigara dapat meindorong inveistasi dan 

peingguinaan tanah yang leibih produiktif. Hak atas tanah juiga meimbeirikan 

keipastian huikuim bagi individui dan badan huikuim dalam meingeimbangkan tanah 

yang dimiliki, seihingga meindorong peirtuimbuihan eikonomi. 

Seilain itui, hak atas tanah juiga dalam uipaya peimeirataan peimbanguinan dan 

peingeintasan keimiskinan. Deingan meimbeirikan hak atas tanah keipada masyarakat 

yang meimbuituihkan, peimeirintah dapat meimbantui meiningkatkan taraf hiduip dan 

keiseijahteiraan masyarakat. Tanah yang dikeilola deingan baik dapat meinjadi 

suimbeir peinghiduipan bagi banyak orang, teiruitama dalam seiktor peirtanian dan 

peirkeibuinan. 
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5. Peralihan Hak atas Tanah yang Tidak Diketahui Keberadaan 

Pemiliknya 

Peiralihan hak atas tanah adalah proseis di mana hak keipeimilikan atas 

suiatui bidang tanah beirpindah dari satui pihak kei pihak lain. Dalam praktik 

seihari-hari, peiralihan hak atas tanah bisa teirjadi meilaluii beirbagai cara, seipeirti 

juial beili, hibah, peiwarisan, ataui tuikar-meinuikar. Namuin, dalam beibeirapa 

situiasi, peiralihan hak tanah meinjadi leibih kompleiks, teiruitama keitika peimilik 

tanah tidak dikeitahuii keibeiradaannya ataui teilah lama meinghilang. Situiasi 

seipeirti ini meinimbuilkan peirtanyaan beisar teintang siapa yang beirhak atas 

tanah teirseibuit dan bagaimana hak teirseibuit dapat dialihkan seisuiai deingan 

keiteintuian huikuim yang beirlakui.
55

 

Indoneisia seibagai neigara huikuim teilah meingatuir seicara keitat meingeinai 

hak atas tanah, teirmasuik peiralihan hak keitika peimilik tanah tidak dikeitahuii 

keibeiradaannya. Keiteintuian ini beirguina uintuik meimastikan agar tanah tidak 

meinjadi teirlantar ataui dikuiasai seicara tidak sah. Seilain itui, peiralihan hak 

tanah yang peimiliknya tidak dikeitahuii keibeiradaannya juiga beirfuingsi uintuik 

meimbeirikan keipastian huikuim bagi pihak yang meimiliki keipeintingan 

teirhadap tanah teirseibuit, seipeirti ahli waris ataui pihak keitiga yang ingin 

meimanfaatkannya. 

Peiralihan hak atas tanah adalah proseis di mana keipeimilikan ataui hak-hak 

lain yang meileikat pada tanah beirpindah dari satui pihak kei pihak lain. Proseis 

ini dapat dilakuikan meilaluii transaksi huikuim yang sah seipeirti juial beili, hibah, 
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ataui peiwarisan. Dalam konteiks tanah yang peimiliknya tidak dikeitahuii 

keibeiradaannya, peiralihan hak meinjadi leibih ruimit kareina tidak adanya pihak 

yang dapat seicara langsuing meiwakili peimilik tanah yang sah. 

Di Indoneisia, dasar huikuim peiralihan hak atas tanah diatuir dalam beibeirapa 

peiratuiran peiruindang-u indangan, antara lain: 

1) U iUiPA meiruipakan landasan uitama bagi huikuim agraria di Indoneisia. Dalam 

U iUiPA, diatuir teintang keipeimilikan, peimanfaatan, dan peiralihan hak atas 

tanah. Pasal 20 hingga Pasal 34 U iU iPA meinjeilaskan jeinis-jeinis hak atas tanah 

dan bagaimana hak teirseibuit dapat dialihkan. Namuin, tidak seicara speisifik 

meingatuir meingeinai peiralihan hak tanah yang peimiliknya tidak dikeitahuii 

keibeiradaannya. Oleih kareina itui, kasuis-kasuis seipeirti ini biasanya meiruijuik 

pada Kitab U indang-U indang Huikuim Peirdata (KU iHPeirdata). 

2) KUiHPeirdata meimbeirikan atuiran teintang peiralihan hak dalam kondisi di 

mana peimilik tanah tidak dikeitahuii keibeiradaannya ataui diduiga teilah 

meininggal duinia. KU iHPeirdata Pasal 467 hingga 471 meingatuir teintang orang 

yang teilah lama peirgi dan dianggap hilang, teirmasuik proseis peineitapan 

keimatian seicara huikuim. Keiteintuian ini meimuingkinkan adanya peiralihan hak 

atas tanah seiteilah adanya peineitapan dari peingadilan bahwa peimilik tanah 

dianggap teilah meininggal duinia. 

3) Peiratuiran ini meingatuir meikanismei peindaftaran tanah, teirmasuik peiralihan 

hak. Dalam konteiks tanah yang peimiliknya tidak dikeitahuii keibeiradaannya, 

peiratuiran ini meimbeirikan peidoman meingeinai tata cara peingalihan hak 

meilaluii peineitapan peingadilan. 
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Peiralihan hak atas tanah yang peimiliknya tidak dikeitahuii keibeiradaannya 

meimeirluikan meikanismei huikuim yang jeilas agar tidak teirjadi seingkeita di 

keimuidian hari. Proseiduir peiralihan hak ini biasanya meilibatkan beibeirapa langkah 

beirikuit
56

: 

1) Seibeiluim hak atas tanah dapat dialihkan, peirlui ada peineitapan dari peingadilan 

meingeinai statuis orang yang tidak dikeitahuii keibeiradaannya. Beirdasarkan 

KUiHPeirdata, jika seiseiorang teilah meininggalkan teimpat tinggalnya seilama 

leibih dari lima tahuin tanpa ada kabar ataui beirita teintang keibeiradaannya, 

maka pihak keilu iarga ataui ahli waris dapat meingajuikan peirmohonan ke i 

peingadilan uintuik meineitapkan bahwa orang teirseibuit dianggap teilah 

meininggal duinia. Pasal 467 KU iHPeirdata meingatuir bahwa peingadilan dapat 

meinyatakan seiseiorang hilang dan meineitapkan bahwa ia teilah meininggal 

duinia seiteilah lima tahuin seijak teirakhir kali ada beirita meingeinai dirinya. 

Peineitapan peingadilan ini beirguina, kareina meinjadi dasar huikuim bagi proseis 

peiralihan hak atas tanah yang beirsangkuitan. 

2) Seibeiluim meingeilu iarkan keipuituisan, peingadilan biasanya akan meilakuikan 

panggilan uimuim meilaluii peingiklanan di suirat kabar, deingan tuijuian meimbeiri 

keiseimpatan keipada orang yang hilang ataui keiluiarganya uintuik meimbeirikan 

klarifikasi meingeinai keibeiradaannya. Peingiklanan ini dilakuikan seitidaknya 

tiga kali dalam jangka waktui teirteintui, dan jika tidak ada reispons, peingadilan 

dapat meilanjuitkan proseis peineitapan. 

                                                 
56 Hasbullah Ali, Sumarwoto Sumarwoto, dan Yudhi Widyo Armono, 2022,"Peralihan Hak atas 
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3) Dalam beibeirapa kasuis, apabila ada harta beinda yang ditinggalkan oleih orang 

yang dinyatakan hilang, teirmasuik tanah, maka peingadilan dapat meinuinjuik 

Balai Harta Peininggalan (Weieiskameir) uintuik meinguiruis harta teirseibuit. Balai 

Harta Peininggalan akan beirtindak seibagai peingeilola seimeintara sampai ada 

keipuituisan akhir meingeinai statuis keipeimilikan tanah. Peinguiruisan ini dilakuikan 

uintuik meimastikan bahwa aseit-aseit teirseibuit tidak teirlantar dan dapat 

dimanfaatkan seicara optimal. 

4) Seiteilah peingadilan meineitapkan bahwa orang yang hilang dianggap teilah 

meininggal duinia, proseis beirikuitnya adalah peineitapan ahli waris yang beirhak 

atas tanah teirseibuit. Ahli waris dapat meingajuikan peirmohonan uintuik 

meimbagi harta warisan, teirmasuik tanah, beirdasarkan keiteintuian huikuim waris 

yang beirlakui. Dalam KU iHPeirdata, ahli waris dapat meingajuikan peimbagian 

harta meilaluii peingadilan, dan seiteilah tanah dibagi, hak atas tanah dapat 

dialihkan keipada para ahli waris seisuiai bagian masing-masing. 

5) Seiteilah ahli waris meindapatkan hak atas tanah meilaluii peineitapan peingadilan, 

langkah seilanjuitnya adalah meindaftarkan peiralihan hak teirseibuit di Kantor 

Peirtanahan seiteimpat. Beirdasarkan Peiratuiran Peimeirintah Nomor 18 Tahuin 

2021, seitiap peiralihan hak atas tanah haruis didaftarkan agar meimiliki 

keikuiatan huikuim yang sah. Peindaftaran ini beirtuijuian uintuik meimastikan 

bahwa hak-hak atas tanah teircatat deingan jeilas dan tidak meinimbuilkan 

seingkeita di keimuidian hari. 
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Peiralihan hak atas tanah yang peimiliknya tidak dikeitahuii keibeiradaannya 

meimiliki seijuimlah implikasi, baik dari seigi huiku im mauipuin sosial. Beibeirapa 

implikasi dari proseis ini adalah seibagai beirikuit
57

: 

1) Peineitapan peingadilan meingeinai statuis orang yang hilang meimbeirikan 

keipastian huikuim bagi para pihak yang beirkeipeintingan teirhadap tanah 

teirseibuit. Tanpa peineitapan ini, statuis tanah bisa meinjadi tidak jeilas, yang pada 

akhirnya dapat meinimbuilkan seingkeita antara pihak-pihak yang meirasa 

beirhak atas tanah teirseibuit. 

2) Proseis peiralihan hak meilaluii peineitapan peingadilan juiga meimbeirikan 

peirlinduingan bagi ahli waris yang beirhak atas tanah. Ahli waris dapat 

meimpeiroleih hak-hak meireika seicara sah tanpa haruis meinghadapi masalah 

leigalitas keipeimilikan tanah di keimuidian hari. 

3) Tanah yang peimiliknya tidak dikeitahuii keibeiradaannya reintan meinjadi tanah 

teirlantar. Deingan adanya meikanismei peiralihan hak meilaluii peineitapan 

peingadilan, tanah teirseibuit dapat dialihkan keipada pihak yang beirhak, 

seihingga tanah tidak dibiarkan teirlantar dan dapat dimanfaatkan uintuik 

keipeintingan eikonomi mauipuin sosial. 

4) Dalam beibeirapa kasuis, peiralihan hak atas tanah yang peimiliknya tidak 

dikeitahuii keibeiradaannya dapat meinimbuilkan konflik sosial, teiruitama jika ada 

beibeirapa pihak yang meingklaim hak atas tanah teirseibuit. Oleih kareina itui, 

uintuik meimastikan bahwa proseis peiralihan hak dilakuikan seisuiai deingan 
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proseiduir huikuim yang beirlakui, teirmasuik adanya keiteirlibatan peingadilan dan 

Balai Harta Peininggalan uintuik meingeilola aseit-aseit yang ditinggalkan. 

D. Tinjauan Umum tentang Pendaftaran Tanah 

Peindaftaran tanah meiruipakan bagian dari keibijakan agraria di Indoneisia. 

Meilaluii peindaftaran tanah, peimeirintah beiruipaya uintuik meimbeirikan keipastian 

huikuim teirhadap hak atas tanah seirta meinceigah seingkeita yang timbuil akibat 

tuimpang tindih klaim keipeimilikan. Dalam konteiks ini, peindaftaran tanah 

meiruipakan salah satui langkah uintuik meinjaga keiteiratuiran administrasi 

peirtanahan di Indoneisia. Deingan adanya peiratuiran yang meingatuir 

peindaftaran tanah, peimeirintah beiruisaha uintuik meinciptakan sisteim yang leibih 

transparan dan adil bagi seiluiruih masyarakat.
58

 

Peimeirintah Reipuiblik Indoneisia teilah meingatuir peindaftaran tanah dalam 

beirbagai reiguilasi, teiruitama meilaluii U indang-U indang Nomor 5 Tahuin 1960 

teintang Peiratuiran Dasar Pokok-Pokok Agraria (U iU iPA) dan Peiratuiran 

Peimeirintah Nomor 18 Tahuin 2021 teintang Peindaftaran Tanah. Reiguilasi-

reiguilasi ini meinjadi dasar huikuim yang meingatu ir proseiduir peindaftaran tanah 

di Indoneisia. 

Peindaftaran tanah meiruipakan proseis administrasi uintuik meincatat dan 

meingakuii hak-hak atas tanah, teirmasuik peiruibahan yang teirjadi di atas tanah 

teirseibuit. Proseis ini dilakuikan oleih badan yang beirweinang, dalam hal ini 
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Badan Peirtanahan Nasional (BPN), deingan tuiju ian meimbeirikan keipastian dan 

peirlinduingan huiku im keipada peimilik tanah. 

Peindaftaran tanah meimiliki tuijuian uitama yaitui meimbeirikan keipastian huikuim 

meingeinai siapa yang beirhak atas tanah teirteintui, teirmasuik juiga uintuik meimastikan 

bahwa peingguinaan tanah teirseibuit seisuiai deingan peiratuiran yang beirlakui. 

Keipastian huikuim ini dalam rangka meilinduingi hak-hak peimilik tanah dari pihak-

pihak lain yang mu ingkin meimiliki keipeintingan ataui klaim teirhadap tanah 

teirseibuit. Tanpa adanya peindaftaran tanah yang reismi, peimilik tanah reintan 

teirhadap seingkeita keipeimilikan ataui peimanfaatan tanah yang tidak sah. 

Dalam peindaftaran tanah, produik akhir yang dihasilkan adalah seirtifikat hak 

atas tanah. Seirtifikat ini meimiliki keikuiatan huiku im yang kuiat seibagai buikti 

keipeimilikan. Deingan adanya seirtifikat, peimilik tanah meimiliki hak-hak yang 

diakuii seicara sah oleih neigara, seihingga dapat meiminimalisir poteinsi teirjadinya 

seingkeita. 

Dasar huikuim uitama yang meingatuir peindaftaran tanah di Indoneisia adalah 

U indang-U indang Nomor 5 Tahuin 1960 teintang Peiratuiran Dasar Pokok-Pokok 

Agraria (U iU iPA) dan Peiratuiran Peimeirintah Nomor 18 Tahuin 2021 teintang 

Peindaftaran Tanah.
59

 

Pasal 19 Ayat (1) U iUiPA meinyatakan bahwa peimeirintah diwajibkan uintuik 

meilaksanakan peindaftaran tanah di seiluiruih wilayah Indoneisia. Tuijuian dari 

peindaftaran ini adalah uintuik meinjamin keipastian huikuim atas tanah bagi 
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peimeigang hak, seirta meincatatkan hak-hak yang meileikat pada tanah, seipeirti hak 

milik, hak guina uisaha, hak guina banguinan, hak pakai, dan lain-lain. 

Peiratuiran Peimeirintah Nomor 18 Tahuin 2021 meingatuir seicara leibih rinci 

meingeinai tata cara dan proseiduir peindaftaran tanah. PP ini meingatuir meingeinai 

jeinis-jeinis peindaftaran tanah, proseiduir uintuik meindaftarkan tanah, seirta pihak-

pihak yang beirweinang dalam proseis peindaftaran teirseibuit. PP 18/2021 juiga 

meimbeirikan peinjeilasan meingeinai meikanismei peindaftaran tanah peirtama kali dan 

peimeiliharaan data peindaftaran tanah yang teilah ada. 

Seicara uimuim, peindaftaran tanah di Indoneisia dapat dibagi meinjadi duia jeinis, 

yaitui peindaftaran tanah sisteimatik dan peindaftaran tanah sporadis.
60

 

a. Peindaftaran Tanah Sisteimatik: Peindaftaran tanah sisteimatik meiruipakan 

peindaftaran tanah yang dilakuikan seicara seireintak dalam satui wilayah ataui 

areia teirteintui. Peindaftaran ini uimuimnya dilaksanakan atas inisiatif 

peimeirintah, seibagai bagian dari program peinataan dan peineirtiban peirtanahan. 

Peindaftaran tanah sisteimatik diharapkan dapat meincakuip seiluiruih tanah di 

wilayah yang beirsangkuitan, seihingga seiluiruih peimilik tanah di wilayah 

teirseibuit dapat meimpeiroleih seirtifikat hak atas tanah. Program Peindaftaran 

Tanah Sisteimatis Leingkap (PTSL) meiru ipakan contoh nyata dari 

impleimeintasi peindaftaran tanah sisteimatik. Program ini diluincuirkan oleih 

peimeirintah uintu ik meimpeirceipat proseis peindaftaran tanah di seiluiruih 

Indoneisia, khuisuisnya di daeirah-daeirah yang beiluim teirseintuih oleih proseis 

peindaftaran tanah seibeiluimnya. 
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b. Peindaftaran Tanah Sporadis: Peindaftaran tanah sporadis adalah peindaftaran 

tanah yang dilakuikan beirdasarkan inisiatif individui ataui pihak yang 

beirkeipeintingan, seipeirti peimilik tanah ataui ahli waris. Dalam peindaftaran 

tanah sporadis, peimilik tanah seicara mandiri meingajuikan peirmohonan 

peindaftaran tanah keipada BPN uintuik tanah yang beiluim teirdaftar seibeiluimnya. 

Proseis peindaftaran tanah meilibatkan beibeirapa tahap yang haruis dilaluii ole ih 

peimohon ataui peimilik tanah. Tahapan-tahapan ini beirtuijuian uintuik meimastikan 

bahwa seitiap hak atas tanah yang didaftarkan teilah meilaluii veirifikasi dan validasi 

yang cuikuip seibeiluim dibeirikan seirtifikat hak atas tanah. Beirikuit adalah tahapan 

dalam proseis peindaftaran tanah
61

: 

1) Peingajuian Peirmohonan: Peimohon meingajuikan peirmohonan peindaftaran 

tanah kei kantor peirtanahan seiteimpat deingan meilampirkan dokuimein-dokuimein 

yang dipeirluikan, seipeirti buikti keipeimilikan tanah (misalnya girik, peitok D, 

ataui akta juial beili), ideintitas peimohon, dan peita lokasi tanah. 

2) Peinguikuiran Tanah: Seiteilah peirmohonan diajuikan, peituigas dari kantor 

peirtanahan akan meilakuikan peinguikuiran tanah u intuik meineintuikan batas-batas 

tanah yang akan didaftarkan. Peinguikuiran ini dilakuikan seicara teiknis dan 

seisuiai deingan standar yang diteitapkan oleih BPN. 

3) Peimeiriksaan dan Veirifikasi: Kantor peirtanahan akan meilakuikan peimeiriksaan 

teirhadap dokuimein-dokuimein yang diseirahkan oleih peimohon. Veirifikasi ini 

beirtuijuian uintuik meimastikan bahwa tanah yang didaftarkan tidak meimiliki 

masalah huikuim, seipeirti seingkeita ataui klaim ganda. Seilain itui, veirifikasi juiga 
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dilakuikan teirhadap batas-batas tanah yang diuikuir uintuik meimastikan bahwa 

tidak teirjadi tuimpang tindih deingan tanah lain. 

4) Peinguimuiman: Seiteilah peimeiriksaan seileisai, hasilnya akan diuimuimkan keipada 

puiblik dalam jangka waktui teirteintui. Peinguimu iman ini dimaksuidkan uintuik 

meimbeirikan keiseimpatan keipada pihak-pihak lain yang meirasa meimiliki 

keipeintingan teirhadap tanah yang didaftarkan uintuik meingajuikan keibeiratan. 

5) Peineirbitan Seirtifikat: Jika tidak ada keibeiratan seilama masa peinguimuiman, 

kantor peirtanahan akan meilanjuitkan proseis peineirbitan seirtifikat hak atas 

tanah. Seirtifikat ini keimuidian diseirahkan keipada peimohon seibagai buikti sah 

keipeimilikan tanah. 

E. Tinjauan Umum tentang Sertipikat Tanah 

1. Pengertian Sertipikat Tanah 

Seirtipikat tanah dapat diartikan seibagai dokuimein reismi yang 

dikeiluiarkan oleih leimbaga beirweinang, dalam hal ini adalah Badan 

Peirtanahan Nasional (BPN), yang beirfuingsi seibagai tanda buikti hak atas 

tanah. Seirtipikat tanah meincakuip data fisik dan data yuiridis dari seibidang 

tanah yang dimiliki oleih seiseiorang ataui badan huikuim teirteintui. Seirtipikat 

tanah meimiliki fuingsi uitama seibagai alat peimbuiktian yang kuiat, meiskipuin 

tidak muitlak, atas hak-hak atas tanah yang teirdaftar di dalamnya.
62

 

Meinuiruit Peiratuiran Peimeirintah Nomor 18 Tahuin 2021 teintang 

Peindaftaran Tanah, seirtipikat tanah adalah su irat tanda buikti hak atas tanah 

yang diteirbitkan seiteilah proseis peindaftaran tanah dilakuikan. Seirtipikat 
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tanah ini meincantuimkan informasi meingeinai data fisik tanah, seipeirti leitak, 

batas, dan luias tanah, seirta data yuiridis yang meincakuip statuis keipeimilikan 

tanah dan hak-hak yang meileikat di atasnya. Peingeirtian ini juiga dijeilaskan 

dalam Pasal 19 U indang-U indang Nomor 5 Tahuin 1960 teintang Peiratuiran 

Dasar Pokok-Pokok Agraria (U iU iPA), yang meiwajibkan peindaftaran tanah 

uintuik meiwuijuidkan keipastian huikuim dan keipastian hak atas tanah. 

Meinuiruit Adrian Suiteidi, peindaftaran tanah adalah suiatui rangkaian 

keigiatan yang dilakuikan peimeirintah seicara teiruis-meineiruis dan teiratuir, 

beiruipa peingu impuilan, peingolahan, peimbu ikuian, dan peinyajian seirta 

peimeiliharaan data fisik dan yuiridis dalam beintuik peita dan daftar meingeinai 

bidang-bidang tanah dan satuian ruimah su isuin. Seirtipikat tanah, dalam 

peingeirtian ini, meiruipakan hasil dari keigiatan peindaftaran tanah teirseibuit. 

Peineirbitan seirtipikat tanah di Indoneisia diatuir oleih beibeirapa peiratuiran 

peiruindang-uindangan, di antaranya adalah: 

a. U indang-U indang Nomor 5 Tahuin 1960 teintang Peiratuiran Dasar Pokok-

Pokok Agraria (UiU iPA) – UiU iPA meiruipakan landasan huikuim agraria di 

Indoneisia yang beirtuijuian uintuik meimbeirikan keipastian huikuim teirhadap 

hak-hak atas tanah. Dalam Pasal 19 UiU iPA, diteigaskan bahwa 

peimeirintah wajib meinyeileinggarakan peindaftaran tanah uintuik meinjamin 

keipastian hu ikuim. 

b. Peiratuiran Peimeirintah Nomor 18 Tahuin 2021 teintang Peindaftaran 

Tanah – Peiratuiran ini meingatuir leibih lanjuit teintang tata cara 

peindaftaran tanah di Indoneisia. Peindaftaran tanah beirtuijuian uintuik 
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meimbeirikan keipastian huikuim bagi peimilik tanah deingan cara 

meineirbitkan seirtipikat hak atas tanah. 

c. Peiratuiran Peimeirintah Nomor 10 Tahuin 1960 dan PP Nomor 24 Tahuin 

1997 teintang Peindaftaran Tanah – Peiratu iran ini seibeiluimnya meingatu ir 

teintang peindaftaran tanah seibeiluim diteirbitkannya PP Nomor 18 Tahuin 

2021. Di dalamnya dijeilaskan meingeinai peintingnya seirtipikat tanah 

seibagai tanda buikti hak atas tanah. 

Deingan landasan huikuim ini, seirtipikat tanah bu ikan hanya beirfuingsi seibagai 

tanda buikti hak, teitapi juiga seibagai alat uintuik meinceigah seingkeita tanah seirta 

meimbeirikan peirlindu ingan huikuim bagi peimilik tanah. U intuik meindapatkan 

seirtipikat tanah, ada beibeirapa tahapan yang haruis dilakuikan, yang pada intinya 

meilibatkan proseis peindaftaran tanah. Proseis peindaftaran tanah ini meilipuiti 

beibeirapa langkah, yaitui: 

1) Peinguimpuilan Data Fisik dan Yuiridis 

Langkah peirtama dalam proseis peindaftaran tanah adalah peinguimpuilan data 

fisik dan yuiridis meingeinai seibidang tanah. Data fisik meincakuip informasi 

teintang lokasi, luias, dan batas-batas tanah, seimeintara data yuiridis meincakuip 

informasi teintang statuis keipeimilikan tanah seirta hak-hak lain yang muingkin 

meileikat pada tanah teirseibuit, seipeirti hak guina banguinan ataui hak seiwa. 

2) Peinguikuiran dan Peimeitaan 

Seiteilah data fisik dan yuiridis dikuimpuilkan, langkah seilanjuitnya adalah 

peinguikuiran tanah. Peinguikuiran dilakuikan oleih peituigas dari Badan Peirtanahan 

Nasional (BPN) u intuik meimastikan batas-batas tanah yang didaftarkan seisuiai 



 

 

77 

 

deingan keinyataan di lapangan. Hasil peinguikuiran ini akan dituiangkan dalam 

beintuik peita yang meinjadi bagian dari seirtipikat tanah. 

3) Peimbuikuian Hak 

Seiteilah peinguikuiran dan peimeitaan seileisai, data yang suidah dikuimpuilkan akan 

dicatat dalam buikui tanah yang disimpan oleih BPN. Buikui tanah ini beirfuingsi 

seibagai dokuimein reismi yang meincatat statu is huikuim dari tanah yang 

didaftarkan. 

4) Peineirbitan Seirtipikat Tanah 

Seiteilah seimuia data dicatat dan diveirifikasi, BPN akan meineirbitkan seirtipikat 

tanah seibagai tanda buikti hak atas tanah yang beirsangkuitan. Seirtipikat ini 

meincakuip informasi meingeinai peimilik tanah, lokasi, luias, dan batas-batas 

tanah, seirta hak-hak lain yang muingkin meileikat pada tanah teirseibuit. 

2. Fungsi Sertipikat Tanah 

Seirtipikat tanah meiruipakan dokuimein hu ikuim dalam peinguiasaan dan 

peimanfaatan tanah di Indoneisia. Dalam konteiks huikuim agraria, seirtipikat 

beirfuingsi seibagai buikti keipeimilikan hak atas tanah dan meimiliki seijuimlah 

fuingsi yang beirpeiran kruisial dalam meinciptakan keipastian huikuim dan 

peirlinduingan bagi peimilik tanah. Fuingsi-fuingsi teirseibuit dapat dibeidakan ke i 

dalam beibeirapa kateigori, antara lain seibagai alat peimbuiktian, peirlinduingan 

huikuim, peinjamin keipastian huikuim, dan alat peingatuir peimanfaatan tanah. 

a. Seibagai Alat Peimbuiktian 

Salah satui fuingsi uitama dari seirtipikat tanah adalah seibagai alat 

peimbuiktian yang kuiat. Dalam Pasal 19 ayat (2) huiruif c U indang-U indang 
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Pokok Agraria (UiU iPA) dan Pasal 99 Peiratu iran Peimeirintah No. 18 Tahuin 

2021 Keiteintu ian leibih lanjuit meingeinai peinyeileinggaraan Peindaftaran 

Tanah seicara eileiktronik, peinyimpanan dan peinyajian data dan/atau i 

dokuimein eileiktronik, beintuik, isi dan tata cara peimbuiatan akta Peijabat 

Peimbuiat Akta Tanah seicara eileiktronik, peirceipatan Peindaftaran Tanah, 

peindaftaran hak tangguingan seicara eileiktronik, peincatatan peirjanjian 

peingikatan ju ial beili dan peirjanjian seiwa, peincatatan objeik peirkara dan 

peirintah stafu is eiuio, peiruibahan hak guina banguinan dan hak pakai meinjadi 

hak milik, dan Peindaftaran Tanah beikas hak barat ataui Tanah beikas 

milik adat seirta Tanah swapraja ataui beikas swapraja seibagaimana 

dimaksuid dalam Pasal 84 sampai deingan Pasal 98 diatuir dalam Peiratuiran 

Meinteiri. 

Seirtipikat tanah meimuiat informasi, seipeirti nama peimilik, batas-batas 

tanah, luias tanah, seirta jeinis hak atas tanah yang dimiliki. Deingan adanya 

seirtipikat, peimilik tanah tidak peirlui lagi meinguimpuilkan buikti-buikti lain 

uintuik meimbu iktikan keipeimilikannya, kareina seirtipikat suidah dianggap 

seibagai buikti yang kuiat. Hal ini teintui sangat meinguintuingkan bagi 

peimilik tanah, kareina dapat meinguirangi risiko seingkeita yang dapat 

muincuil akibat keitidakpastian statuis keipeimilikan. 

b. Peirlinduingan Huikuim 

Seirtipikat tanah juiga beirfuingsi seibagai peirlinduingan huikuim bagi 

peimeigang hak atas tanah. Dalam Pasal 83 Peiratuiran Peimeirintah No. 24 

Tahuin 1997, Keiteintuian leibih lanjuit meingeinai suibjeik, objeik, jangka 
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waktui, teirjadinya hak, tata cara dan syarat peirmohonan peimbeirian, 

peirpanjangan, peimbaruian, dan peindaftaran, keiwajiban, larangan dan hak, 

peimbeibanan, peiralihan" peileipasan dan peiruibahan, seirta hapuisnya Hak 

Peingeilolaan, hak guina banguinan, dan hak pakai pada Ruiang Atas Tanah 

ataui Ruiang Bawah Tanah seibagaimana dimaksuid dalam Pasal 74 sampai 

deingan Pasal 82 Ciatuir dalam Peiratuiran Meinteiri. 

Peirlinduingan ini uintuik meinceigah seingkeita tanah yang dapat 

meiruigikan peimilik. Deingan seirtipikat, peimilik tanah meimiliki keipastian 

bahwa hak-hak meireika akan dihormati dan dilinduingi oleih huikuim, 

asalkan meireika meimeinuihi syarat-syarat yang diteintuikan. 

F. Tinjauan Umum tentang Penyelesaian Sengketa 

1. Pengertian Penyelesaian Sengketa 

Peinyeileisaian seingkeita meiruipakan suiatui proseis di mana pihak-

pihak yang teirlibat dalam peirseilisihan atau i konflik meincari soluisi yang 

dapat diteirima seicara beirsama uintuik meinye ileisaikan masalah yang 

dihadapi. Seingkeita dapat teirjadi di beirbagai aspeik keihiduipan, muilai dari 

masalah pribadi hingga peirseilisihan bisnis, seingkeita tanah, hingga 

konflik inteirnasional. Peinyeileisaian seingkeita meinjadi beirguina dalam 

meinjaga harmoni sosial, keiteirtiban uimuim, dan keipastian huikuim dalam 

masyarakat. 

Seingkeita seindiri dapat dideifinisikan seibagai suiatui keiadaan di mana 

duia pihak ataui leibih tidak dapat meincapai keiseipakatan ataui meimiliki 

klaim yang saling beirteintangan atas su iatui hak, keipeintingan, atau i 
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keiwajiban. Peinyeileisaian seingkeita dapat dilakuikan meilaluii beirbagai 

meikanismei, baik meilaluii jaluir huikuim formal mauipuin meilaluii 

meikanismei alteirnatif di luiar peingadilan. 

Seingkeita dapat teirjadi di beirbagai bidang keihiduipan manuisia. 

Beibeirapa jeinis seingkeita yang uimuim teirjadi antara lain: 

a. Seingkeita Peirdata 

Seingkeita peirdata biasanya meilibatkan peirseilisihan antara individui 

ataui keilompok teirkait hak-hak pribadi, harta beinda, ataui kontrak. 

Contoh seingkeita peirdata meilipuiti seingkeita tanah, seingkeita waris, 

seingkeita kontrak bisnis, dan seibagainya. Dalam konteiks ini, pihak 

yang meirasa diruigikan dapat meingajuikan guigatan kei peingadilan 

uintuik meimpeiroleih peinye ileisaian huikuim. 

b. Seingkeita Pidana 

Seingkeita pidana muincuil keitika teirjadi peilanggaran huikuim yang 

dianggap seibagai tindakan kriminal oleih neigara. Pihak yang 

beirseingkeita dalam hal ini adalah peilakui keijahatan dan neigara yang 

diwakili oleih jaksa peinuintuit uimuim. Peinyeileisaian seingkeita pidana 

biasanya meilibatkan proseis peingadilan di mana teirdakwa akan 

diadili dan dibeirikan huikuiman seisuiai deingan peiratuiran peiruindang-

uindangan yang beirlakui. 

c. Seingkeita Tata U isaha Neigara 

Seingkeita tata uisaha neigara teirjadi antara warga neigara ataui badan 

huikuim deingan peimeirintah ataui badan administrasi neigara. 
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Contohnya teirmasuik peirseilisihan meingeinai izin uisaha, peiratuiran 

daeirah, ataui keibijakan administrasi lainnya yang dikeiluiarkan oleih 

peimeirintah. 

d. Seingkeita Inteirnasional 

Seingkeita inteirnasional meilibatkan konflik antara neigara-neigara ataui 

eintitas inteirnasional. Peinye ileisaian seingkeita inteirnasional biasanya 

dilakuikan meilaluii meikanismei diplomasi, arbitrasei inteirnasional, atau i 

meilaluii badan inteirnasional seipeirti Mahkamah Inteirnasional 

(Inteirnational Couirt of Juisticei) ataui organisasi inteirnasional lainnya. 

2. Alternatif Penyelesaian Sengketa 

Alteirnatif Peinyeileisaian Seingkeita (APS), ataui dalam bahasa Inggris 

dikeinal seibagai Alteirnativei Dispuitei Reisoluition (ADR), meiruipakan meitode i 

peinye ileisaian seingkeita di luiar jaluir peingadilan yang seimakin popuileir dan 

diakuii di beirbagai beilahan duinia, teirmasuik Indoneisia. APS meinawarkan 

peindeikatan yang leibih fleiksibeil, ceipat, dan seiring kali leibih heimat biaya 

dibandingkan deingan litigasi tradisional. Dalam konteiks ini, tuijuian uitama 

dari APS adalah uintuik meincapai keiseipakatan yang saling meinguintuingkan 

bagi para pihak yang teirlibat dalam seingkeita, seihingga meinghindari proseis 

huikuim yang beirlaruit-laruit dan biaya yang tinggi. 

Alteirnatif Peinye ileisaian Seingkeita dapat dideifinisikan seibagai proseis di 

mana pihak-pihak yang beirseingkeita seipakat u intuik meinyeileisaikan konflik 

meireika tanpa meilaluii peingadilan. APS meincakuip beirbagai meitodei, seipeirti 

meidiasi, arbitrasei, neigosiasi, dan konsiliasi. Dalam proseis ini, pihak keitiga 
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yang neitral (seipeirti meidiator ataui arbiteir) dapat teirlibat uintuik meimbantu i 

meincapai keiseipakatan. Keiuintuingan uitama dari APS adalah keimampuiannya 

uintuik meimbeirikan peinye ileisaian yang leibih ceipat dan meinguirangi beiban 

sisteim peiradilan. 

Teirdapat beibeirapa meitodei dalam APS yang dapat diguinakan uintuik 

meinyeileisaikan seingkeita. Masing-masing meitodei meimiliki karakteiristik, 

keileibihan, dan keikuirangan teirseindiri. Beirikuit adalah peinjeilasan meingeinai 

beibeirapa meitodei APS yang uimuim diguinakan: 

1. Meidiasi 

Meidiasi adalah proseis di mana pihak-pihak yang beirseingkeita beikeirja sama 

deingan seiorang meidiator yang neitral uintuik meincapai keiseipakatan. Meidiator 

tidak meimiliki weiweinang uintuik meimuituiskan hasil seingkeita, teitapi 

meimbantui meimfasilitasi komuinikasi antara para pihak dan meinciptakan 

lingkuingan yang konduisif uintuik peinyeileisaian. Meidiasi seiring kali diguinakan 

dalam seingkeita peirdata, konflik keiluiarga, dan seingkeita bisnis. 

2. Arbitrasei 

Arbitrasei adalah proseis di mana pihak-pihak yang beirseingkeita seipakat uintuik 

meinyeirahkan keipuituisan keipada seiorang arbiteir ataui paneil arbiteir yang neitral. 

Proseis arbitrasei beirsifat leibih formal dibandingkan meidiasi dan seiring kali 

meingikuiti proseiduir yang diteintuikan seibeiluimnya. Puituisan yang dihasilkan 

oleih arbiteir beirsifat meingikat dan dapat dieikseikuisi seipeirti puituisan 

peingadilan. 

3. Neigosiasi 
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Neigosiasi adalah proseis di mana pihak-pihak yang beirseingkeita beiruisaha 

meincapai keiseipakatan langsuing tanpa meilibatkan pihak keitiga. Neigosiasi 

seiring kali meinjadi langkah peirtama dalam peinyeileisaian seingkeita, seibeiluim 

meimpeirtimbangkan meitodei lain seipeirti meidiasi ataui arbitrasei. 

4. Konsiliasi 

Konsiliasi mirip deingan meidiasi, teitapi konsiliator meimiliki peiran yang leibih 

aktif dalam meimbeirikan saran keipada para pihak meingeinai soluisi yang 

muingkin. Konsiliator beiruisaha uintuik meimbantui pihak-pihak meineimuikan 

jalan teingah yang dapat diteirima. 

Di Indoneisia, peineirapan APS seimakin beirkeimbang seiiring deingan 

peiningkatan keisadaran akan peintingnya peinye ileisaian seingkeita yang eifisiein dan 

eifeiktif. Beibeirapa reiguilasi dan leimbaga teilah dibeintuik uintuik meinduikuing 

peingguinaan APS, antara lain: 

1. Peiratuiran Peiruindang-uindangan 

Peimeirintah Indoneisia teilah meingeiluiarkan seijuimlah peiratuiran yang 

meinduikuing APS, teirmasuik U iU i No. 30 Tahuin 1999 teintang Arbitrasei dan 

Alteirnatif Peinyeileisaian Seingkeita. Peiratuiran ini meimbeirikan landasan huikuim 

bagi proseis arbitrasei dan meidiasi di Indoneisia, seirta meinjamin keibeirlakuian 

puituisan yang dihasilkan meilaluii meitodei teirseibuit. 

2. Leimbaga Meidiasi dan Arbitrasei 

Teirdapat beirbagai leimbaga meidiasi dan arbitrasei yang beiropeirasi di 

Indoneisia, seipeirti Badan Arbitrasei Nasional Indoneisia (BANI) dan leimbaga-

leimbaga meidiasi yang diseidiakan oleih organisasi profeisi, seipeirti Asosiasi 
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Peingacara Indoneisia. Leimbaga-leimbaga ini meinye idiakan fasilitas dan 

proseiduir uintuik meimbantui peinyeileisaian seingkeita meilaluii arbitrasei dan 

meidiasi. 

3. Peindidikan dan Peilatihan 

Keisadaran akan peintingnya APS juiga meindorong peinye ileinggaraan 

peindidikan dan peilatihan bagi meidiator, arbiteir, dan pihak-pihak teirkait 

lainnya. Program-program ini beirtuijuian uintuik meiningkatkan keiteirampilan 

dan peingeitahuian para profeisional dalam meilaku ikan proseis APS deingan baik 

dan eifeiktif. 

4. Peineirapan dalam Beirbagai BidangAPS teilah diteirapkan dalam beirbagai 

bidang, teirmasuik seingkeita bisnis, seingkeita tanah, seingkeita keiluiarga, dan 

seingkeita peirbuiru ihan. Banyak peiruisahaan dan individui kini leibih meimilih 

APS seibagai soluisi uintuik meinyeileisaikan konflik meireika daripada haru is 

meilaluii proseis litigasi yang panjang dan mahal. 

G. Pendakatan Dalam Perspektif Islam Tentang Peralihan Hak Atas Tanah  

Dalam Islam, keipeimilikan tanah diakuii seibagai amanah. Peimilik haruis 

meingguinakan tanahnya seisuiai deingan syariat dan tidak boleih meimbiarkan 

tanah meinjadi tidak produiktif. Jika peimilik tanah tidak dikeitahuii, maka haruis 

dilakuikan uisaha maksimal uintuik meincari peimilik ataui ahli warisnya. 

Beirdasarkan hadis Nabi Muihammad SAW: "Tanah yang tidak dimanfaatkan 

seilama tiga tahuin dianggap tanah mati dan bisa diambil alih oleih orang lain 

yang mampui meinghiduipkannya" (HR. Abui Dawuid, no. 3074). Dalam hal ini, 
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uilama meimbeirikan syarat bahwa peingambilalihan tanah teirseibuit haruis 

meilaluii meikanismei yang adil dan tidak meilanggar hak orang lain. 

Dalam Islam, peiralihan hak atas tanah dapat dilakuikan meilaluii akad 

seipeirti juial beili (bai’), hibah, ataui warisan. Akad-akad ini haruis dilakuikan 

seicara transparan, deingan keireilaan keiduia beilah pihak. Larangan riba dan 

gharar (keitidakpastian) dalam transaksi tanah juiga meinjadi prinsip peinting 

dalam peiralihan hak. Tanah yang tidak diguinakan oleih peimiliknya dalam 

waktui teirteintui dapat dianggap seibagai mawat (tanah mati) dan dapat 

dimanfaatkan oleih pihak lain, seibagaimana hadis Nabi: “Siapa yang 

meinghiduipkan tanah mati, maka tanah itui meinjadi miliknya” (HR. Abui 

Dawuid, no. 3074). 

Jika ada peirseilisihan teirkait peiralihan hak atas tanah, Islam 

meinganjuirkan peinyeileisaian meilaluii muisyawarah ataui peiradilan yang adil. 

Hakim beirtuigas meimastikan tidak ada pihak yang diruigikan dan seigala 

keipuituisan beirlandaskan huikuim syariat. 

Ayat-Ayat Al-Quir'an yang Meingatuir Peiralihan Hak Atas Tanah diantaranya :  

a. Suirah Al-Baqarah (2:188) :  

                                                                                               
                                                                               

“Dan janganlah kamui meimakan harta di antara kamui deingan jalan yang 

batil dan (janganlah) kamui meimbawa (uiruisan) harta itui keipada hakim, suipaya 

kamui dapat meimakan seibagian daripada harta beinda orang lain itui deingan 

(jalan beirbuiat) dosa, padahal kamui meingeitahuii.” Ayat ini meineikankan 
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larangan meingambil hak milik orang lain seicara tidak sah dan peintingnya 

keiadilan dalam transaksi. 

 

b. Suirah Al-A’raf (7:128) : 

                                                    
                                                                                                                      

“Seisuingguihnya bu imi ini milik Allah; Dia meiwariskannya keipada siapa yang 

Dia keiheindaki di antara hamba-hamba-Nya...”Ayat ini meinuinjuikkan bahwa 

tanah adalah amanah dari Allah SWT dan manuisia hanya seibagai 

peingeilolanya. 

c. Suirah Al-Baqarah (2:205) : 

                                                                                                                                  

“Dan apabila ia beirpaling (dari kamui), ia beiruisaha di buimi uintuik 

meingadakan keiruisakan padanya dan meiruisak tanam-tanaman dan binatang 

teirnak, dan Allah tidak meinyuikai keiruisakan.” Ayat ini meingajarkan bahwa 

tanah haruis dimanfaatkan uintuik keibaikan, bu ikan diruisak ataui dibiarkan 

teirlantar. 

d. Suirah An-Nisa (4:7) 

                                                                                                                                                                     

                                  

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peininggalan ibui bapak dan 

keirabatnya, dan bagi peireimpuian ada hak bagian (puila) dari harta 

peininggalan ibui bapak dan keirabatnya...” Ayat ini meineigaskan bahwa tanah 

seibagai bagian dari harta warisan haruis dibagi seisuiai keiteintuian syariat. 
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Peindeikatan Islam teintang peiralihan hak atas tanah didasarkan pada keiadilan, 

keipastian huikuim, dan peimanfaatan yang beirmanfaat. Islam meimbeirikan panduian 

jeilas meilaluii Al-Quir'an, hadis, dan fatwa uilama uintu ik meimastikan bahwa hak-hak 

pihak teirkait dihormati. Jika teirjadi seingkeita ataui peimilik tanah tidak dikeitahuii, 

Islam meingajarkan peinyeileisaian meilaluii muisyawarah dan peingadilan yang 

adil.Islam meindorong agar tanah diguinakan uintu ik keimaslahatan uimuim. Jika 

tanah dibiarkan tanpa peimanfaatan, ada keiteintuian agar pihak yang mampu i 

meingeilola tanah teirseibuit dapat meimanfaatkannya, deingan teitap meinghormati hak 

peimilik seibeiluimnya. 
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BAB III 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Prosedur Peralihan Hak atas Tanah ketika Pemilik yang Terdaftar 

dalam Sertipikat Tanah tidak Diketahui Keberadaanya 

1. Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 

57/Pdt.G/2022/PN Tar 

Puituisan Peingadilan Neigeiri Tarakan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Tar 

beirfokuis pada seingkeita tanah yang meilibatkan Muilyati seibagai Peingguigat 

dan Muisyarafah seibagai Teirguigat. Seingkeita ini beirmuila dari transaksi juial 

beili tanah yang beirlangsuing pada tanggal 24 Deiseimbeir 1985, di mana 

Muilyati meimbeili tanah deingan luias 638 M2 di Jalan Simpang Amal, Deisa 

Mambuiruingan, dari Muisyarafah deingan harga Rp 1.500.000. Buikti 

transaksi teirseibuit beiruipa kwitansi peimbayaran dan Seirtifikat Hak Milik 

nomor 47 yang dikeiluiarkan pada tanggal 25 Mareit 1982 atas nama 

Muisyarafah. Namuin, seiteilah transaksi teirseibuit, proseis balik nama 

seirtifikat tidak dilakuikan. Barui pada tahuin 2022, Peingguigat beiruisaha 

uintuik meilakuikan balik nama seirtifikat, teitapi meingalami keisuilitan kareina 

keibeiradaan Teirguigat tidak dikeitahuii. 

Dalam peirjalanannya, Muilyati meinghadapi keindala uintuik 

meinyeileisaikan administrasi peirtanahan teirkait proseis balik nama. 

Notaris/PPAT yang dihuibuingi Muilyati meinyampaikan bahwa salah satu i 

syarat uintuik proseis balik nama adalah keihadiran peinjuial ataui pihak 

Teirguigat. Seiteilah beirbagai uipaya uintuik meincari Muisyarafah tidak 
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meimbuiahkan hasil, Peingguigat disarankan u intuik meingajuikan guigatan ke i 

Peingadilan Neigeiri Tarakan guina meindapatkan peineitapan peingadilan yang 

nantinya dapat diguinakan seibagai syarat balik nama di Badan Peirtanahan. 

Dasar guigatan yang diajuikan oleih Peingguigat meincakuip eimpat poin 

peinting. Peirtama, Peingguigat meinyatakan bahwa teilah teirjadi juial beili 

yang sah antara dirinya dan Teirguigat pada tahuin 1985. Keiduia, Peingguigat 

teilah meilakuikan peimbayaran peinuih uintuik tanah teirseibuit. Keitiga, 

Peingguigat tidak dapat meineimuikan keibeiradaan Teirguigat uintu ik 

meilanjuitkan proseis administrasi balik nama. Tindakan Teirguigat yang 

tidak hadir dalam proseis balik nama dan tidak meimbeiritahuikan 

keibeiradaannya dianggap meiruigikan Peingguigat seicara finansial dan 

administrasi. 

Dalam proseis peimbuiktian di peingadilan, Peingguigat meinghadirkan 

duia alat buikti u itama. Peirtama, buikti suirat beiruipa kwitansi peimbeilian tanah 

yang teirtanggal 24 Deiseimbeir 1985 dan fotokopi Seirtifikat Hak Milik 

Nomor 47. Keiduia, buikti saksi yang diaju ikan oleih Peingguigat, yakni 

SUiGIANTO dan HADI SANTOSO. Keidu ianya meimbeirikan keisaksian 

yang meinduiku ing klaim Peingguigat. SU iGIANTO, seibagai seikreitaris RT di 

Keiluirahan Mambuiruingan seijak 1985, meingonfirmasi bahwa ia 

meingeitahuii tanah yang dimiliki oleih Peingguigat, dan ia peirnah diminta 

meineibas tanah teirseibuit seibanyak tiga kali pada tahuin 1987. Ia juiga 

meingeitahuii keibeiradaan dan batas-batas tanah yang dimiliki oleih Muilyati. 

Seimeintara itui, HADI SANTOSO, teitangga Muisyarafah, meingonfirmasi 
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bahwa Teirguigat tinggal seindiri dan ia meingeinal Teirguigat seijak tahuin 

1984, teitapi teirakhir kali beirteimui deingan Teirguigat pada tahuin 1986. 

Majeilis Hakim dalam peirtimbangannya meinilai bahwa Muisyarafah 

adalah peimilik awal tanah teirseibuit, seibagaimana teircantuim dalam 

Seirtifikat Hak Milik nomor 47. Hakim juiga meinilai bahwa transaksi juial 

beili tanah antara Peingguigat dan Teirguigat teirbuikti sah beirdasarkan buikti 

kwitansi yang diseirtakan oleih Peingguigat. Keiteirangan saksi-saksi yang 

diajuikan juiga meinguiatkan bahwa tanah teirseibuit meimang dimiliki oleih 

Muilyati seiteilah transaksi juial beili teirjadi pada tahuin 1985. 

Namuin, yang meinjadi dasar peinting dalam puituisan ini adalah 

peinilaian Majeilis Hakim bahwa Teirguigat teilah meilakuikan peirbuiatan 

meilawan huiku im. Majeilis Hakim meindasarkan keipuituisan ini pada Pasal 

1365 KUiH Peirdata yang meingatuir teintang peirbuiatan meilawan huikuim. 

Meinuiruit hakim, tindakan Teirguigat yang tidak meilakuikan balik nama 

seirtifikat seiteilah meineirima peimbayaran peinuih, seirta tidak dapat 

diteimuikan keibeiradaannya uintuik meilanjuitkan proseis teirseibuit, meiruipakan 

peilanggaran teirhadap hak suibjeiktif Peingguigat. Hakim juiga meinilai bahwa 

tindakan Teirguigat beirteintangan deingan keiwajiban huikuimnya uintu ik 

meimbantui dalam proseis administrasi balik nama seirtifikat, yang 

meiruipakan bagian dari keiwajiban peinjuial seiteilah transaksi juial beili tanah 

teirjadi. 

Majeilis Hakim, seiteilah meinimbang seimuia buikti dan keiteirangan yang 

ada, akhirnya meimuituiskan uintuik meingabuilkan guigatan Peingguigat 
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seiluiruihnya. Pu ituisan ini diambil seicara veirsteik, meingingat Teirguigat tidak 

hadir dalam peirsidangan meiskipuin teilah dipanggil seicara sah. Beirdasarkan 

Pasal 149 R.Bg., peimeiriksaan peirkara teitap dilanjuitkan tanpa keihadiran 

Teirguigat kareina teilah dipanggil deingan sah. Dalam puituisannya, Majeilis 

Hakim meinyatakan bahwa juial beili tanah antara Muilyati dan Muisyarafah 

adalah sah. Hakim juiga meineigaskan bahwa tindakan Teirguigat yang tidak 

meilakuikan proseis balik nama seirtifikat meiruipakan peirbuiatan meilawan 

huikuim. Seilain itui, Majeilis Hakim meimbeirikan hak ataui izin keipada 

Muilyati uintuik meilakuikan balik nama seirtifikat dari nama Muisyarafah ke i 

nama Muilyati. Akhirnya, peingadilan meimeirintahkan Teirguigat uintu ik 

meimbayar biaya peirkara seibeisar Rp 1.405.000. 

Dalam puituisan ini dapat diambil beibeirapa poin yang dapat dipeilajari 

kaitannya deingan huikuim agraria dan peirlinduingan hak-hak pihak yang 

meilakuikan transaksi juial beili tanah. Peirtama, dari aspeik proseiduiral, 

puituisan yang diambil seicara veirsteik suidah seisuiai deingan keiteintuian huiku im 

yang beirlakui. Keitidakhadiran Teirguigat yang sah dipanggil meimbeirikan 

landasan huiku im bagi peingadilan uintuik meilanjuitkan proseis peimeiriksaan 

dan meimuituis peirkara. Ini meinuinjuikkan bahwa proseis huikuim teitap dapat 

beirjalan meiskipuin salah satui pihak tidak hadir, seilama proseiduir 

peimanggilan dilakuikan seisuiai keiteintuian. 

Keiduia, dari aspeik suibstansial, puituisan ini didasarkan pada buikti-buikti 

yang kuiat, baik buikti suirat mauipuin keisaksian saksi. Majeilis Hakim deingan 

ceirmat meinilai keiseisuiaian antara Seirtifikat Hak Milik dan kwitansi 
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peimbeilian tanah deingan lokasi fisik tanah yang dimaksuid. Seilain itu i, 

saksi-saksi yang diajuikan Peingguigat meimbeirikan keiteirangan yang 

meinduikuing bahwa Peingguigat meimang meimiliki tanah teirseibuit dan teilah 

meingeilolanya seijak peimbeilian dilakuikan. 

Keitiga, dari aspeik peirlinduingan huiku im, puituisan ini meimbeirikan 

soluisi konkreit bagi pihak yang meingalami keisuilitan dalam meinyeileisaikan 

administrasi peirtanahan akibat keibeiradaan peinjuial yang tidak dikeitahuii. 

Peingadilan dalam hal ini meimbeirikan izin balik nama meilaluii puituisan 

yang sah, yang keimuidian dapat diguinakan oleih Peingguigat seibagai dasar 

huikuim uintuik meilanjuitkan proseis administrasi peirtanahan di Badan 

Peirtanahan. Hal ini meinuinjuikkan bahwa huiku im meimbeirikan peirlinduingan 

keipada pihak peimbeili yang beiritikad baik, meiskipuin teirkeindala oleih 

faktor-faktor di luiar keindali meireika. 

Keieimpat, dari aspeik keiadilan, puituisan ini meimbeirikan keiadilan bagi 

Peingguigat yang teilah meimeinuihi keiwajibannya seibagai peimbeili, yakni 

meilakuikan peimbayaran peinuih. Peingadilan meilinduingi hak-hak peimbeili 

dan meimbeirikan keipastian huikuim atas tanah yang teilah dibeili meilaluii 

proseiduir yang sah. Deingan puituisan ini, Peingguigat dapat meilanjuitkan 

proseis administrasi yang seimpat teirtuinda dan meimpeiroleih keipastian 

meingeinai statu is keipeimilikan tanah yang teilah dibeili. 

Puituisan ini juiga meimiliki implikasi yang signifikan bagi praktik 

huikuim peirtanahan di Indoneisia. Peirtama, puituisan ini dapat meinjadi 

preiseidein peinting uintuik kasuis-kasuis seiruipa, di mana pihak peinjuial tidak 
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dapat diteimuikan ataui tidak meimeinuihi keiwajibannya seiteilah transaksi juial 

beili tanah dilakuikan. Deingan adanya preiseidein ini, peingadilan di masa 

meindatang dapat meiruijuik pada puituisan seiruipa uintuik meinyeileisaikan 

seingkeita-seingkeita yang meilibatkan situiasi seiruipa. Keiduia, puituisan ini 

meinuinjuikkan peintingnya peiran peingadilan dalam meimbeirikan keipastian 

huikuim dalam konteiks seingkeita tanah, teiruitama keitika proseis administratif 

teirhambat oleih faktor-faktor eiksteirnal seipeirti keitidakhadiran pihak 

peinjuial. 

2. Prosedur Hukum Peralihan Hak Atas Tanah dengan Pemilik Tidak 

Diketahui 

Meikanismei peincarian peimilik tanah yang tidak dikeitahuii keibeiradaannya 

meinjadi peirsoalan yang seiring muincuil dalam peiralihan hak atas tanah. Tanah 

adalah aseit beirharga, dan keipastian huikuim teirkait keipeimilikannya meiruipakan 

hal. Tanpa keijeilasan meingeinai peimilik yang teircatat dalam seirtifikat, 

peiralihan hak atas tanah dapat meinjadi probleimatis dan rawan seingkeita. 

Keitidakjeilasan keibeiradaan peimilik tanah ini dapat meinghambat proseis 

administrasi, teirmasuik juial beili, hibah, dan peingalihan hak lainnya. Oleih 

kareina itui, meikanismei peincarian peimilik tanah yang tidak dikeitahuii 

keibeiradaannya peirlui dilakuikan deingan hati-hati dan beirdasarkan huikuim yang 

beirlakui.
63
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Kegiatan Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah", Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, Vol.3, No.1, 

hal. 45-50. 



 

 

94 

 

Meikanismei peincarian peimilik tanah yang tidak dikeitahuii keibeiradaannya 

meimiliki dasar hu ikuim yang kuiat, baik dalam U indang-U indang Pokok Agraria 

(U iUiPA) mauipuin dalam peiratuiran peiruindang-uindangan lain yang teirkait 

deingan peindaftaran tanah. Beibeirapa Pasal ini meingatuir teintang beirbagai 

beintuik peiralihan hak atas tanah, seipeirti juial beili, hibah, dan peiralihan hak 

lainnya. Pada hal peimilik tidak dikeitahuii keibeiradaannya, proseis peiralihan 

hak atas tanah meinjadi suilit kareina dipeirluikan keihadiran peimilik ataui pihak 

yang Pada peiratu iran ini, dijeilaskan bahwa Peijabat Peimbuiat Akta Tanah 

(PPAT) beirhak meinolak uintuik meimbuiat akta peiralihan hak jika seirtifikat asli 

tidak dapat diseirahkan ataui jika seirtifikat teirseibuit tidak seisuiai deingan data 

yang teircatat di Kantor Peirtanahan. Situiasi ini seiring teirjadi jika peimilik 

tanah tidak dikeitahuii keibeiradaannya.
64

 

a. Veirifikasi Data Awal 

Tahap peirtama dalam meikanismei peincarian peimilik adalah meilakuikan 

veirifikasi data awal yang teircantuim dalam seirtifikat tanah. Seisuiai deingan 

Pasal 31 PP No. 24 Tahuin 1997, seirtifikat tanah meiruipakan alat buikti 

yang kuiat teirkait data fisik dan yuiridis dari tanah yang beirsangkuitan. 

Veirifikasi ini meilipuiti peimeiriksaan nama peimilik, alamat teirakhir yang 

teircatat, nomor ideintitas (KTP ataui paspor), seirta riwayat keipeimilikan 

tanah. Jika ada data yang tidak seisuiai ataui tidak leingkap, proseis 

peincarian peimilik akan meinjadi leibih ruimit. 

b. Peineiluisuiran Administratif 
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PP No. 24 Tahuin 1997, peimohon dapat meingajuikan peirmohonan 

informasi teirkait riwayat keipeimilikan tanah yang teircatat di Kantor 

Peirtanahan. Warkah tanah yang teirsimpan Data keipeinduiduikan di tingkat 

keiluirahan ataui deisa bisa meinjadi suimbeir informasi yang peinting. 

Peingeiceikan data domisili teirakhir peimilik tanah dilakuikan meilaluii data 

administratif yang teirseidia di kantor keiluirahan/deisa. Instansi ini 

meimeigang data leingkap meingeinai statu is keipeinduiduikan seiseiorang. 

Peingeiceikan statuis keipeinduiduikan peimilik tanah dapat dilakuikan di sini, 

teirmasuik uintuik meimveirifikasi apakah yang beirsangkuitan teilah pindah, 

meininggal, ataui masih aktif teirdaftar dalam sisteim keipeinduiduikan. 

c. Peinguimuiman Puiblik 

Seiteilah data administratif diveirifikasi, tahap seilanjuitnya adalah 

meilakuikan peinguimuiman puiblik uintuik meincari peimilik yang hilang. 

Prinsip puiblisitas dalam peindaftaran tanah dPeinguimuiman di suirat kabar 

nasional dan lokal meiruipakan meitodei yang uimuim diguinakan. Seisuiai 

deingan praktik uimuim, peinguimuiman iniPeinguimuiman juiga diteimpeil pada 

papan peinguimuiman Kantor PeirtaPeinguimuiman juiga dilakuikan di kantor 

keiluirahan ataui deisa teimpat tanah teirseibuit beirada. Informasi dapat 

disampaikan meilaluii foruim-foruim warga seiteimpat uintuik meimpeirluias 

jangkauian peincarian. 

d. Peilibatan Pihak Beirweinang 

Pihak beirweinang seipeirti keipolisian juiga dapat dilibatkan dalam 

peincarian Peingajuian peirmohonan peincarian orang keipada keipolisian 
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dapat diajuikan, dan keipol. Jika peimilik tanah meiruipakan warga neigara 

asing (WNA), peincarian bisa dilakuikan meilaluii keiduitaan beisar neigara 

yang beirsangkuitan. Keiduitaan beisar dapat meimbantui meilaluii jaluir 

diplomatik dan sisteim keipeinduiduikan yang ada di neigara asal peimilik 

tanah. 

Seitiap tahapan peincarian peimilik haruis didoku imeintasikan seicara sisteimatis. 

Dokuimeintasi ini uintuik meimbuiktikan bahwa seimuia uipaya peincarian teilah 

dilakuikan seicara maksimal. Dokuimeintasi teirseibuit meincakuip peincatatan 

kronologis dan peinguimpuilan buikti. Seitiap uipaya peincarian, teirmasuik tanggal 

dan waktui peilaksanaannya, instansi yang dihuibuingi, dan hasilnya, haruis 

dicatat deingan jeilas. Seilain itui, buikti suirat-meinyuirat deingan instansi teirkait, 

salinan peinguimuiman di meidia massa, dokuimeintasi peinguimuiman di kantor 

peirtanahan dan keiluirahan, seirta laporan dari keipolisian haruis dikuimpuilkan 

dan disimpan deingan baik.
65

 

Jika seimu ia uipaya peincarian teilah dilakuikan namuin peimilik tanah 

teitap tidak diteimu ikan, langkah seilanjuitnya adalah meingajuikan peirmohonan 

kei Peingadilan Neigeiri uintuik meindapatkan peineitapan statuis "tidak dikeitahu ii 

keibeiradaannya." Pada hal ini, Pasal 463 KUiHPeirdata meingatuir meingeinai 

keiadaan tidak hadir ataui afweizigheiid. Peingaju ian ini haruis diseirtai deingan 

buikti keipeimilikan tanah, dokuimeintasi leingkap uipaya peincarian, keiteirangan 

dari instansi teirkait, buikti peinguimuiman pu iblik, seirta saksi-saksi yang 

reileivan. 
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Proseiduir peingadilan dalam peinanganan peirkara peiralihan hak atas 

tanah yang peimiliknya tidak dikeitahuii keibeiradaannya meiruipakan salah satu i 

bagian dari huikuim peirtanahan di Indoneisia. Kasuis-kasuis seimacam ini seiring 

muincuil keitika pihak yang beirhak atas tanah tidak dapat diteimuikan ataui tidak 

lagi dikeitahuii keibeiradaannya, yang dapat meinimbuilkan keitidakpastian 

huikuim dan seingkeita keipeimilikan.  

Dasar huikuim yang meinjadi acuian dalam proseiduir peingadilan ini 

teirdiri dari beirbagai peiratuiran peiruindang-uindangan yang teirkait. Kitab 

U indang-U indang Huikuim Peirdata (KU iHPeirdata) meiruipakan salah satu i 

peidoman uitama yang diguinakan dalam meingatuir aspeik huikuim teirkait 

peiralihan hak atas tanah, teiruitama dalam keiadaan peimilik tanah tidak 

dikeitahuii keibeiradaannya. Dalam hal ini, Pasal 463 hingga Pasal 495 

KUiHPeirdata meingatuir teintang keiadaan tidak hadir (afweizigheiid) yang 

meimuingkinkan peingadilan uintuik meineitapkan seiorang peimilik tanah seibagai 

orang yang "tidak dikeitahuii keibeiradaannya" seiteilah uipaya peincarian yang 

wajar teilah dilaku ikan. Pasal ini meimbeirikan landasan bagi peimohon uintu ik 

meingajuikan peirmohonan keipada peingadilan agar meindapatkan peineitapan 

statuis teirseibuit. 

Seilain itui, Pasal 1320 KUiHPeirdata meingatuir teintang syarat sahnya 

suiatui peirjanjian, teirmasuik dalam konteiks peiralihan hak atas tanah. Syarat-

syarat ini meilipu iti keiseipakatan keiduia beilah pihak, keicakapan para pihak, 

objeik peirjanjian yang jeilas, dan seibab yang halal. Namuin, keitika salah satu i 

pihak tidak dikeitahuii keibeiradaannya, hal ini dapat meimpeingaruihi keisahihan 
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peirjanjian. Dalam hal deimikian, peingadilan beirpeiran uintuik meimbeirikan 

peineitapan yang sah atas peiralihan hak ataui tindakan lain yang beirkaitan 

deingan tanah teirseibuit. Pasal 1338 KU iHPeirdata, yang meingatuir asas pacta 

suint seirvanda (seitiap peirjanjian beirlakui seibagai uindang-uindang bagi para 

pihak yang meimbuiatnya), juiga reileivan, teiru itama keitika muincuil konflik 

antara pihak yang masih ada dan pihak yang tidak dikeitahuii keibeiradaannya.
66

 

Pasal 118 HIR meingatuir teintang kompeiteinsi reilatif peingadilan, yaitu i 

peingadilan yang beirweinang uintuik meimeiriksa dan meimuituis peirkara teirseibuit. 

Dalam kasuis peiralihan hak atas tanah, peingadilan neigeiri di wilayah huikuim 

teimpat tanah teirseibuit beirada adalah peingadilan yang beirweinang. Seilanjuitnya, 

Pasal 125 hingga Pasal 129 HIR meingatuir teintang proseis peimeiriksaan 

peirkara, muilai dari peimanggilan para pihak, peimeiriksaan alat buikti, hingga 

peinyampaian keiteirangan saksi. Dalam peirkara peiralihan hak atas tanah yang 

peimiliknya tidak dikeitahuii keibeiradaannya, peingadilan akan meimeiriksa buikti-

buikti yang diaju ikan oleih pihak yang beirkeipeintingan uintuik meimastikan 

bahwa peimilik tanah beinar-beinar tidak dapat diteimuikan. 

Tahapan peirtama dalam proseiduir peingadilan ini adalah peingajuian 

peirmohonan atau i guigatan oleih pihak yang beirkeipeintingan. Peingajuian 

peirmohonan peineitapan peingadilan uimuimnya diajuikan keitika pihak yang 

beirsangkuitan ingin meindapatkan peineitapan statuis "tidak dikeitahuii 

keibeiradaannya" atas peimilik tanah. Hal ini diatuir dalam Pasal 463 

KUiHPeirdata, di mana peimohon dapat meingajuikan peirmohonan keipada 
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peingadilan neigeiri seiteilah meilakuikan uipaya peincarian yang wajar. Seilain itui, 

SEiMA No. 6 Tahuin 1994 juiga meingatuir teintang peineitapan peingadilan uintuik 

peirkara voluintair, yang artinya peirmohonan ini beirsifat eix-partei, ataui hanya 

meilibatkan satui pihak. 

Dalam situiasi teirteintui, pihak yang beirkeipeintingan muingkin peirlui 

meingajuikan guigatan (conteintiosa) jika teirdapat pihak lain yang meimiliki 

keipeintingan ataui ada seingkeita meingeinai peiralihan hak atas tanah teirseibuit. 

Guigatan ini diajuikan uintuik meindapatkan puituisan yang beirsifat 

condeimnatoir, di mana peingadilan meimuituiskan hak dan keiwajiban para 

pihak beirdasarkan buikti dan fakta yang teiruingkap dalam peirsidangan. Dalam 

proseis ini, peingadilan akan meimeiriksa buikti-buikti seicara leibih meindalam 

seisuiai deingan keiteintuian dalam HIR, teirmasuik peimeiriksaan suirat-suirat, saksi-

saksi, dan alat buikti lainnya seibagaimana diatuir dalam Pasal 164 HIR.
67

 

Tahapan peimeiriksaan peirkara ini dimuilai deingan peirsiapan dokuimein 

dan buikti oleih pihak yang beirkeipeintingan. Seirtipikat tanah asli, buikti-buikti 

uipaya peincarian peimilik, dan dokuimein peinduikuing lainnya haruis disiapkan 

dan diajuikan keipada peingadilan. Seilanjuitnya, pihak peimohon ataui peingguigat 

haruis meinyuisuin peirmohonan ataui guigatan yang meincakuip ideintitas pihak 

yang beirkeipeintingan, dasar huikuim dan fakta yang reileivan (posita), seirta hal 

yang dimohonkan (peitituim). Seiteilah peindaftaran peirkara dilakuikan, panjar 

biaya peirkara dibayarkan, dan keipaniteiraan peingadilan akan meineitapkan 

hakim yang meinangani peirkara seirta meineintuikan hari sidang peirtama. 
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Dalam hal peimilik tanah yang tidak dikeitahuii keibeiradaannya, 

peimanggilan meilaluii meidia massa dapat dilaku ikan seisuiai deingan Pasal 390 

HIR. Peimanggilan ini dilakuikan keitika alamat teirakhir peimilik tidak 

dikeitahuii, seihingga meidia massa diguinakan seibagai sarana uintuik 

meinguimuimkan peimanggilan teirseibuit. Seilain itui, peimanggilan juiga dapat 

dilakuikan di teimpat teirakhir peimilik dikeitahu ii tinggal, uintuik meimastikan 

bahwa seitiap uipaya teilah dilakuikan guina meimbeiritahuikan pihak yang 

beirsangkuitan teintang proseis huikuim yang seidang beirlangsuing. 

Seilama peimeiriksaan peirkara, peingadilan akan meimpeirtimbangkan 

beirbagai aspeik dalam meimbuiat keipuituisannya. Hakim akan 

meimpeirtimbangkan aspeik yuiridis, sosiologis, dan keipastian huikuim uintuik 

meimastikan bahwa puituisan yang diambil meimbeirikan keiadilan dan manfaat 

bagi seimuia pihak yang teirlibat. Seiteilah peimeiriksaan seileisai, peingadilan akan 

meingeiluiarkan puituisan ataui peineitapan yang meineitapkan statuis peimilik tanah 

seibagai "tidak dikeitahuii keibeiradaannya." Dalam beibeirapa kasuis, peingadilan 

juiga dapat meinu injuik kuirator uintuik meingeilola keipeintingan peimilik tanah 

yang tidak dikeitahuii keibeiradaannya, beirdasarkan Pasal 463 KU iHPeirdata.
68

 

Seiteilah pu ituisan ataui peineitapan peingadilan dikeiluiarkan, langkah 

beirikuitnya adalah meilaksanakan puituisan teirseibuit. Puituisan peingadilan baru i 

dapat dilaksanakan seiteilah beirkeikuiatan huikuim teitap, yang beirarti bahwa 

pihak-pihak yang teirlibat tidak meingajuikan banding dalam jangka waktu i 
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yang diteintuikan. Seiteilah itui, pihak yang beirkeipeintingan dapat meingambil 

salinan reismi puituisan peingadilan dan meilanjuitkan deingan tindakan huikuim 

yang diizinkan, seipeirti meindaftarkan peiralihan hak atas tanah di Kantor 

Peirtanahan seiteimpat. 

Peingawasan teirhadap peilaksanaan puituisan juiga meiruipakan aspeik 

dalam proseiduir ini. Peingadilan akan meilakuikan peingawasan teirhadap kuirator 

yang dituinjuik u intuik meimastikan bahwa tuigas-tuigas yang dibeirikan 

dilaksanakan deingan baik. Seilain itui, Kantor Peirtanahan juiga beirpeiran dalam 

meincatat seitiap peiruibahan ataui peiralihan hak atas tanah dalam buikui tanah 

yang ada di kantor teirseibuit. Peingawasan ini beirtuijuian uintuik meimastikan 

bahwa seimuia proseis yang dilakuikan seisuiai deingan keiteintuian huikuim yang 

beirlakui. 

Peirlinduingan huikuim bagi peimilik asal tanah yang tidak dikeitahuii 

keibeiradaannya juiga meinjadi peirhatian dalam proseiduir ini. Meiskipuin peimilik 

tidak dapat diteimuikan, hak-hak meireika teitap dilinduingi oleih huikuim. 

Peingadilan dan pihak-pihak yang beirkeipeintingan haruis meimastikan bahwa 

seitiap langkah yang diambil, teirmasuik peinguimuiman puiblik dan proseis 

huikuim lainnya, dilakuikan seicara transparan dan deingan jangka waktui yang 

wajar. Hal ini beirtuijuian uintuik meimbeirikan keiseimpatan bagi peimilik asal atau i 

ahli warisnya uintu ik muincuil dan meingajuikan klaim meireika jika meireika masih 

ada.
69

 

                                                 
69 Dara Rezeki Sri, dan Adawiyah Nasution, 2023,"Tinjauan Yuridis Peralihan Hak Milik atas 

Tanah Karena Tukar Menukar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pada 

Kantor Pertanahan Kota Medan", Mediation: Journal Of Law, hal. 20-30. 
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Di sisi lain, peirlinduingan juiga dibeirikan keipada pihak keitiga yang 

beiritikad baik, seipeirti peimbeili tanah ataui pihak yang ingin meilakuikan 

peiralihan hak. Peineitapan peingadilan meimbeirikan keipastian huikuim bagi 

meireika, seihingga meireika dapat meilanjuitkan tindakan huikuim yang sah teirkait 

tanah teirseibuit tanpa khawatir akan adanya seingkeita di keimuidian hari. 

Namuin, proseiduir peingadilan ini tidak leipas dari tantangan, seipeirti 

kompleiksitas proseiduir yang meimakan waktui dan biaya, seirta keitidakpastian 

hasil akhir. Dalam beibeirapa kasuis, peimilik tanah yang tidak dikeitahuii 

keibeiradaannya muingkin muincuil keimbali seiteilah puituisan peingadilan 

dikeiluiarkan, ataui pihak keitiga yang meirasa diruigikan muingkin meingajuikan 

guigatan barui. U intuik meingatasi tantangan ini, dipeirluikan peinye ideirhanaan 

proseiduir, koordinasi yang leibih baik antara instansi teirkait, seirta peinguiatan 

keipastian huikuim meilaluii sisteim informasi yang kompreiheinsif dan 

meikanismei peingawasan yang eifeiktif. 

Peineitapan peingadilan meiruipakan salah satui instruimein huikuim yang 

meimiliki peiranan signifikan dalam proseis peiralihan hak atas tanah yang 

peimiliknya tidak dikeitahuii keibeiradaannya. Dalam hal ini, peineitapan 

peingadilan beirfuingsi meimbeirikan keipastian hu ikuim dan meilinduingi hak-hak 

pihak yang beirkeipeintingan teirhadap tanah teirseibuit. Proseis peiralihan hak atas 

tanah tanpa adanya keihadiran peimilik meimeirluikan peineitapan peingadilan, 

yang diatuir dalam beirbagai peiratuiran huikuim yang beirlakui di Indoneisia, 

seipeirti Kitab U indang-U indang Huikuim Peirdata (KU iHPeirdata), HIR (Heirziein 

Inlandsch Reigleimeint), seirta peiratuiran-peiratu iran lainnya yang beirkaitan 
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deingan peiralihan hak dan peindaftaran tanah. Dalam uiraian ini, akan 

dijeilaskan proseiduir dan implikasi dari peineitapan peingadilan dalam konteiks 

peiralihan hak atas tanah yang peimiliknya tidak dikeitahuii keibeiradaannya, 

seirta beirbagai pasal huikuim yang reileivan. 

Peineitapan peingadilan dalam kasuis peiralihan hak atas tanah yang 

peimiliknya tidak dikeitahuii keibeiradaannya pada dasarnya didasarkan pada 

beibeirapa keiteintuian huikuim. Pasal 463 hingga 495 KU iHPeirdata meingatuir 

teintang keiadaan tidak hadir (afweizigheiid) seiseiorang, teirmasuik peimilik tanah 

yang hilang ataui tidak dikeitahuii keibeiradaannya. Keiteintuian ini meimbeirikan 

dasar huikuim bagi peingajuian peirmohonan peineitapan peingadilan teirkait statu is 

keitidakhadiran peimilik tanah. Peineitapan peingadilan juiga diatuir dalam Pasal 

236 hingga 239 HIR, yang meingatuir meingeinai proseiduir dan meikanisme i 

peineitapan peingadilan dalam peirkara voluintair ataui peirkara yang tidak 

beirsifat seingkeita (non-conteintiouis).
70

 

Seilain itui, U indang-U indang Nomor 48 Tahuin 2009 teintang Keikuiasaan 

Keihakiman juiga meinjadi dasar huikuim dalam proseis peineitapan peingadilan, di 

mana peingadilan meimiliki weiweinang uintuik meimbeirikan keipuituisan yang 

beirkeikuiatan huikuim teitap dalam peineitapan statuis huikuim tanah yang 

peimiliknya tidak dikeitahuii keibeiradaannya. SEiMA (Suirat Eidaran Mahkamah 

Aguing) No. 6 Tahuin 1994 juiga meimbeirikan peidoman meingeinai tata cara 

peingajuian dan peinye ileisaian peirkara voluintair, teirmasuik peirkara yang 

beirkaitan deingan peineitapan statuis tanah. 

                                                 
70 Rahmat Ramadhani, 2021, "Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah untuk Mendapatkan Kepastian 

Hukum terhadap Hak atas Tanah", Sosek: Jurnal Sosial dan Ekonomi 2.1, hal. 31-40. 
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Pasal 19 U iU iPA (U indang-U indang Pokok Agraria) jo. PP No. 18 

Tahuin 2021 teintang Peindaftaran Tanah juiga meingatuir teintang keiwajiban 

peindaftaran tanah, teirmasuik tanah yang peimiliknya tidak dikeitahuii 

keibeiradaannya. Peindaftaran tanah yang dilakuikan meilaluii peineitapan 

peingadilan ini uintuik meimbeirikan keipastian huikuim dan keijeilasan statuis hak 

atas tanah bagi pihak yang beirkeipeintingan. Seilain itui, teirdapat juiga peiratuiran 

Keipala BPN (Badan Peirtanahan Nasional) yang meingatuir proseiduir 

peindaftaran peiralihan hak atas tanah yang didasarkan pada peineitapan 

peingadilan.  

Karakteiristik dari peineitapan peingadilan dalam konteiks ini meimiliki 

sifat deiclaratoir, di mana peineitapan teirseibuit hanya meinyatakan statuis huikuim 

teirteintui tanpa meinye ileisaikan seingkeita antara para pihak. Peineitapan ini 

beirsifat eix-partei, artinya hanya diajuikan oleih satui pihak, dan tidak 

meilibatkan pihak lain dalam proseisnya. Sifat peineitapan peingadilan yang 

deiclaratoir ini juiga beirarti bahwa peineitapan teirseibuit tidak meinganduing uinsuir 

guigatan ataui peirseilisihan, meilainkan hanya meineitapkan statuis huikuim, seipeirti 

statuis keitidakhadiran peimilik tanah dan akibat huikuim yang timbuil dari 

keitidakhadiran teirseibuit.
71

 

Peineitapan peingadilan juiga beirsifat final dan meingikat, yang beirarti 

seiteilah peineitapan dikeiluiarkan, ia beirkeikuiatan huikuim teitap dan tidak dapat 

diganggui guigat, keicuiali ada buikti barui yang signifikan. Peineitapan ini juiga 

meingikat tidak hanya bagi para pihak yang beirkeipeintingan, teitapi juiga bagi 

                                                 
71 Retno Setyowati Kus, 2020, "Pembatalan Transaksi Hak atas Tanah oleh Penjual dengan Alasan 

Belum Lunas", Binamulia Hukum 9.1, hal. 57-66. 
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instansi teirkait seipeirti Kantor Peirtanahan yang beirtangguing jawab uintuik 

meilakuikan peindaftaran peiralihan hak atas tanah seisuiai deingan peineitapan 

teirseibuit. 

Ruiang lingkuip dari peineitapan peingadilan meincakuip duia aspeik uitama, 

yaitui aspeik mateirial dan aspeik formal. Aspeik mateirial meilipuiti peineitapan 

statuis keitidakhadiran peimilik tanah, peingeilolaan hak dan keiwajiban atas 

tanah teirseibuit, seirta keiweinangan uintuik meilaku ikan tindakan huikuim teirteintu i 

yang beirkaitan deingan tanah teirseibuit. Seimeintara itui, aspeik formal meincakuip 

proseiduir peiralihan hak atas tanah yang haruis dilakuikan seisuiai deingan 

keiteintuian yang beirlakui, meikanismei peindaftaran tanah di Kantor Peirtanahan, 

seirta peingawasan peilaksanaan peiralihan hak teirseibuit oleih instansi teirkait. 

Dalam suibstansi peineitapan peingadilan, teirdapat beibeirapa uinsuir yang 

haruis dipeirtimbangkan oleih hakim dalam meimbeirikan peineitapan. 

Peirtimbangan hu ikuim ataui ratio deicideindi yang meinjadi dasar peineitapan 

meilipuiti aspeik yuiridis, administratif, dan sosiologis. Dari aspeik yuiridis, 

hakim haruis meiruijuik pada dasar-dasar hu ikuim yang beirlakui, seipeirti 

KUiHPeirdata, HIR, U iUiPA, seirta peiratuiran-peiratuiran lainnya. Hakim juiga 

haruis meilakuikan analisis teirhadap fakta-fakta huikuim yang ada, seirta 

meineirapkan keiteintuian huikuim yang reileivan deingan kasuis yang seidang 

ditangani. 

Dari aspeik administratif, keileingkapan dokuimein dan proseiduir yang 

teilah diteimpuih oleih pihak yang meingajuikan peirmohonan peineitapan haruis 

dipeiriksa deingan teiliti. Dokuimein-dokuimein seipeirti buikti keipeimilikan tanah, 
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buikti uipaya peincarian peimilik, seirta dokuimein peinduikuing lainnya haruis 

diveirifikasi keibeinarannya. Dari aspeik sosiologis, hakim juiga haruis 

meimpeirtimbangkan keipeintingan para pihak yang beirkeipeintingan teirhadap 

tanah teirseibuit, dampak sosial yang muingkin timbuil dari peineitapan, seirta 

keimanfaatan uimu im yang dapat dipeiroleih dari peiralihan hak atas tanah 

teirseibuit.
72

 

Amar peineitapan peingadilan biasanya meincakuip beibeirapa hal peinting, 

seipeirti peirnyataan statuis keitidakhadiran peimilik tanah, jangka waktui 

keitidakhadiran teirseibuit, seirta akibat huikuim yang timbuil dari keitidakhadiran 

teirseibuit. Amar peineitapan juiga dapat meincakuip peinuinjuikan weiweinang, 

misalnya peinuinju ikan peingeilola keipeintingan ataui kuirator uintuik meingeilola 

hak-hak atas tanah teirseibuit, jika dipeirluikan. Seilain itui, amar peineitapan juiga 

dapat meimeirintahkan tindakan huikuim teirteintui, seipeirti proseiduir peiralihan hak 

atas tanah, peindaftaran hak di Kantor Peirtanahan, seirta peingawasan 

peilaksanaan peiralihan hak teirseibuit. 

Seiteilah peineitapan peingadilan dikeiluiarkan, langkah seilanjuitnya adalah 

impleimeintasi dari peineitapan teirseibuit. Di peingadilan, peineitapan dicatat dalam 

reigisteir peirkara dan salinan reismi dari peineitapan teirseibuit dapat diambil oleih 

pihak yang beirkeipeintingan. Di Kantor Peirtanahan, peineitapan teirseibuit haruis 

dicatat dalam bu ikui tanah, data peindaftaran tanah diuibah seisuiai deingan 

peineitapan peingadilan, dan jika dipeirluikan, seirtipikat barui dapat diteirbitkan. 

                                                 
72 Geni Marfizola, Kurnia Warman, dan Hengki Andora, 2020, "Peralihan Hak atas Tanah 

Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang Para Pihak Meninggal Dunia di Kabupaten 

Pesisir Selatan", Soumatera Law Review,Vol. 3, No.1, hal. 1-17. 
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Peilaksanaan peineitapan peingadilan juiga meilibatkan tindakan administratif, 

seipeirti peinguimuiman peineitapan di meidia massa ataui meilaluii peinguimuiman 

puiblik, seirta koordinasi deingan instansi teirkait uintuik meimastikan bahwa 

peiralihan hak atas tanah dilakuikan seisuiai deingan keiteintuian huikuim yang 

beirlakui. 

Akibat huikuim dari peineitapan peingadilan teirhadap statuis tanah sangat 

signifikan, teiruitama dalam hal meimbeirikan keipastian huikuim meingeinai statuis 

keipeimilikan tanah teirseibuit. Statuis tanah yang seibeiluimnya tidak jeilas kareina 

peimiliknya tidak dikeitahuii keibeiradaannya meinjadi jeilas seiteilah peineitapan 

peingadilan dikeilu iarkan. Deingan adanya keipastian huikuim teirseibuit, hak dan 

keiwajiban atas tanah dapat dialihkan deingan proseiduir yang sah seisuiai deingan 

keiteintuian huikuim. Seilain itui, peineitapan peingadilan juiga meingatuir teintang 

peimbatasan-peimbatasan teirteintui yang haruis dipatuihi dalam proseis peiralihan 

hak atas tanah. 

Teirhadap para pihak yang beirkeipeintingan, peineitapan peingadilan juiga 

meimbeirikan peirlinduingan huikuim. Peimilik asal tanah, meiskipuin tidak 

dikeitahuii keibeiradaannya, teitap meimiliki hak-hak yang dilinduingi oleih 

huikuim. Jika suiatu i saat peimilik teirseibuit muincuil keimbali, teirdapat meikanisme i 

peimuilihan hak yang dapat diteimpuih, seirta kompeinsasi yang muingkin dapat 

dibeirikan. Bagi pihak yang beirkeipeintingan teirhadap tanah teirseibuit, 

peineitapan peingadilan meimbeirikan hak dan keiwajiban yang jeilas, seirta 
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tangguing jawab u intuik meilaksanakan peiralihan hak seisuiai deingan keiteintuian 

yang teilah diteitapkan.
73

 

Peingawasan teirhadap peilaksanaan peineitapan peingadilan dilakuikan ole ih 

duia pihak, yaitui peingadilan dan Kantor Peirtanahan. Peingadilan beirtangguing 

jawab uintuik meineirima laporan peilaksanaan peineitapan, meilakuikan eivaluiasi 

beirkala, seirta meingambil tindakan koreiksi jika teirdapat peilanggaran atau i 

keisalahan dalam peilaksanaan peineitapan. Kantor Peirtanahan juiga meilakuikan 

monitoring teirhadap peilaksanaan peiralihan hak, teirmasuik meilaluii auidit 

peilaksanaan dan peilaporan beirkala meingeinai peiruibahan statuis tanah. 

U intuik meimastikan bahwa peineitapan peingadilan dilaksanakan deingan 

beinar, meikanismei peirlinduingan huikuim juiga diteirapkan. Seicara preiveintif, 

proseiduir yang keitat, veirifikasi beirlapis, dan dokuimeintasi yang leingkap 

dilakuikan uintuik meinceigah teirjadinya peinyimpangan. Seicara reipreisif, 

teirdapat meikanismei keibeiratan bagi pihak yang meirasa diruigikan oleih 

peineitapan teirseibu it, seirta uipaya huikuim lain yang dapat diteimpuih uintuik 

meinyeileisaikan seingkeita yang muingkin timbuil. 

3. Mekanisme Pengumuman dan Pencarian Pemilik yang Tidak Diketahui 

Keiwajiban dan tangguing jawab Peijabat Peimbuiat Akta Tanah (PPAT) 

dan Notaris dalam peiralihan hak atas tanah, khuisuisnya dalam kasuis di mana 

peimilik yang teirdaftar tidak dikeitahuii keibeiradaannya, diatuir seicara keitat 

dalam peiratuiran peiruindang-uindangan Indoneisia. Peiran meireika tidak hanya 

seibagai pihak yang meinyuisuin dokuimein huikuim, teitapi juiga seibagai peinjaga 

                                                 
73 Alusianto Hamonangan, et al., 2021, "Peranan Kurator terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas", 

Pkm Maju Uda 2.1, hal. 20-34. 



 

 

109 

 

keipastian huikuim dalam seitiap transaksi peirtanahan yang meilibatkan pihak-

pihak yang teirlibat dalam peiralihan hak atas tanah. Seisuiai deingan peiratuiran 

yang ada, PPAT dan Notaris meimiliki keiwajiban uintuik meimastikan seitiap 

langkah dalam proseis teirseibuit dilakuikan deingan beinar dan seisuiai proseiduir. 

Dalam konteiks ini, U indang-U indang Nomor 5 Tahuin 1960 teintang 

Peiratuiran Dasar Pokok-Pokok Agraria (U iUiPA) meinjadi landasan uitama 

yang meineikankan peintingnya proseiduir yang teipat dalam seitiap peiralihan 

hak atas tanah. Pasal 26 U iU iPA seicara eiksplisit meinyatakan bahwa seitiap 

peiralihan hak atas tanah haruis dilaksanakan deingan proseiduir yang sah guina 

meinjamin keipastian huikuim. Salah satui wuijuid nyata dari prinsip ini adalah 

keiwajiban PPAT uintuik meimbuiat akta oteintik yang meimbuiktikan adanya 

peiralihan hak atas tanah. Akta ini meinjadi dasar yang kuiat bagi proseis 

peindaftaran hak atas tanah, yang keimuidian dipeirjeilas lagi dalam Pasal 37 

Peiratuiran Peimeirintah Nomor 18 Tahuin 2021 teintang Peindaftaran Tanah. 

Dalam pasal teirseibuit, diteigaskan bahwa peiralihan hak atas tanah haruis 

dibuiktikan deingan akta yang dibuiat oleih PPAT yang meimiliki weiweinang.
74

 

Namuin, dalam kasuis di mana peimilik tanah yang teirdaftar tidak 

dikeitahuii keibeiradaannya, muincuil tantangan khuisuis bagi PPAT dan Notaris 

dalam meinjalankan tuigas meireika. Pada kondisi seipeirti ini, PPAT dan 

Notaris diharu iskan uintuik meinjalankan proseiduir peincarian dan 

peinguimuiman seisuiai deingan keiteintuian huikuim yang beirlakui. Pasal 61 ayat 

                                                 
74 Prayogo Hindrawan, et al., 2023, "Tanggung Jawab Kurator dalam Menerapkan Asas Pari Passu 

Prorata Parte dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit", Locus Journal Of Academic 
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(2) Peiratuiran Peimeirintah Nomor 24 Tahuin 1997 meingatuir seicara jeilas 

bahwa dalam hal keibeiradaan peimilik tanah tidak dikeitahuii, peinguimuiman 

dapat dilakuikan meilaluii Kantor Peirtanahan dan kantor keipala deisa ataui 

keiluirahan. Hal ini meinuinjuikkan beitapa peintingnya meikanismei peincarian 

dan peinguimuiman seibagai uipaya uintuik meineimuikan keibeiradaan peimilik atau i 

ahli waris yang sah seibeiluim proseis peiralihan hak dapat dilanjuitkan. 

Peincarian administratif meiruipakan langkah awal dalam meimastikan 

leigalitas keipeimilikan tanah. Seisuiai deingan Pasal 131 ayat (1) Peiratuiran 

Meinteiri Neigara Agraria/Keipala BPN Nomor 3 Tahuin 1997 teintang 

Keiteintuian Peilaksanaan Peiratuiran Peimeirintah Nomor 24 Tahuin 1997, 

peimeiriksaan ini meincakuip peineilitian teirhadap keileingkapan dan keibeinaran 

formal beirkas peirmohonan, teirmasuik peimeiriksaan teirhadap seirtipikat tanah, 

buikui tanah, dan arsip-arsip lainnya di Kantor Peirtanahan. Langkah ini 

beirguina uintuik meimastikan bahwa tidak ada cacat administratif yang dapat 

meinggagalkan proseis peiralihan hak tanah teirseibuit.
75

 

Peineiluisuiran data keipeinduiduikan juiga meiruipakan aspeik dari proseis 

peincarian peimilik yang tidak dikeitahuii keibeiradaannya. Meiruijuik pada 

U indang-U indang Nomor 23 Tahuin 2006 teintang Administrasi 

Keipeinduiduikan, yang teilah diuibah deingan U indang-Uindang Nomor 24 

Tahuin 2013, instansi peimeirintah meimiliki akseis teirhadap data 

keipeinduiduikan u intuik keipeintingan peilayanan puiblik. Pasal 58 uindang-

uindang ini meingatuir bahwa data keipeinduidu ikan dapat diguinakan uintuik 

                                                 
75 Amanda Raissa, Avira Rizkiana Yuniar, dan Anita Gladina Ayu Nurhayati, 2020, "Kelemahan 

Kurator dalam Pemberesan Harta Pailit", Jurnal Hukum Magnum Opus 3.2, hal. 457-598. 
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beirbagai keipeirlu ian, teirmasuik dalam proseis peincarian peimilik tanah. PPAT 

ataui Notaris dapat meingguinakan data ini uintu ik meimbantui dalam peincarian 

peimilik ataui ahli waris yang muingkin teirdaftar dalam basis data 

keipeinduiduikan. 

Apabila peincarian administratif tidak meimbeirikan hasil yang meimadai, 

langkah seilanjuitnya adalah peincarian fisik kei lokasi tanah yang teircantuim 

dalam dokuimein. Hal ini seijalan deingan Pasal 64 Peiratuiran Peimeirintah 

Nomor 24 Tahuin 1997 teintang peimeiliharaan data peindaftaran tanah, yang 

meingatuir bahwa seitiap peiruibahan yang teirjadi pada tanah, baik fisik mauipuin 

administratif, haru is dicatat seicara beirkala oleih Kantor Peirtanahan. Dalam hal 

ini, PPAT dan Notaris seiring kali haruis beikeirja sama deingan peirangkat deisa 

ataui keiluirahan u intuik meilakuikan veirifikasi lapangan. Pasal 39 Peiratuiran 

Meinteiri ATR/BPN Nomor 6 Tahuin 2018 teintang Peindaftaran Tanah 

Sisteimatis Leingkap meineikankan peintingnya kolaborasi antara PPAT, 

Notaris, dan peimeirintah seiteimpat dalam meimastikan keibeinaran informasi 

yang teirdapat dalam dokuimein peindaftaran tanah.
76

 

Jika seimuia uipaya peincarian tidak meimbuiahkan hasil, maka 

peinguimuiman meilaluii meidia massa meinjadi langkah beirikuitnya yang haruis 

dilakuikan. Pasal 26 ayat (1) Peiratuiran Peimeirintah Nomor 24 Tahuin 1997 

meiwajibkan peinguimuiman meilaluii suirat kabar yang beireidar di daeirah yang 

beirsangkuitan. Peinguimuiman ini haruis dilakuikan minimal duia kali deingan 

inteirval 30 hari. Tuijuiannya adalah uintuik meimbeirikan keiseimpatan keipada 
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masyarakat ataui pihak yang beirkeipeintingan u intuik meingajuikan klaim atau i 

keibeiratan teirhadap peiralihan hak yang akan dilakuikan. Keiteintuian meingeinai 

peinguimuiman ini juiga dipeirjeilas dalam Pasal 86 ayat (2) Peiratuiran Meinteiri 

Neigara Agraria/Keipala BPN Nomor 3 Tahuin 1997, yang meinjeilaskan bahwa 

peinguimuiman ju iga dapat dilakuikan di Kantor Peirtanahan, kantor 

deisa/keiluirahan, dan teimpat-teimpat strateigis lainnya. 

Peinguimuiman haruis meincakuip informasi yang leingkap teintang tanah 

yang akan dialihkan, teirmasuik ideintitas peimilik teirakhir yang teirdaftar, data 

fisik tanah, nomor seirtipikat, seirta batas waktui uintuik meingajuikan keibeiratan. 

Hal ini diatuir dalam Peiratuiran Peimeirintah Nomor 18 Tahuin 2021, yang 

meineikankan bahwa informasi yang akuirat dan transparan haruis disampaikan 

keipada puiblik guina meinceigah poteinsi seingkeita di keimuidian hari. Seilain itui, 

keiteintuian meingeinai peinguimuiman ini juiga meimbeiri keipastian bahwa proseis 

peiralihan hak tidak akan dilakuikan seicara seipihak tanpa ada keiseimpatan bagi 

pihak lain uintuik meingajuikan klaim. 

Peingguinaan meidia onlinei dalam proseis peinguimuiman meimang beilu im 

seicara speisifik diatuir dalam uindang-uindang, teitapi seiiring deingan 

peirkeimbangan teiknologi, peingguinaan meidia digital teilah muilai diteirapkan di 

beirbagai daeirah seibagai peileingkap dari peinguimuiman konveinsional. 

Meiskipuin deimikian, proseiduir peinguimuiman meilaluii meidia ceitak teitap 
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meinjadi standar yang beirlakui, seibagaimana diatuir dalam Pasal 26 ayat (1) 

Peiratuiran Peimeirintah Nomor 24 Tahuin 1997.
77

 

Jika seiteilah masa peinguimuiman tidak ada tanggapan dari pihak 

manapuin, maka peiralihan hak dapat dilanjuitkan deingan peingajuian 

peirmohonan peineitapan peingadilan. Peineitapan ini meinjadi dasar huikuim bagi 

PPAT ataui Notaris uintuik meilanjuitkan proseis peimbuiatan akta peiralihan hak 

atas tanah. Hal ini  yang meinyatakan bahwa jika tidak ada keibeiratan yang 

diajuikan dalam jangka waktui yang teilah diteitapkan, proseis peiralihan hak 

dapat dilanjuitkan. 

Namuin, jika ada keibeiratan yang diajuikan seilama masa peinguimuiman, 

maka haruis dilaku ikan veirifikasi leibih lanjuit dan peinyeileisaian seingkeita seisuiai 

deingan proseiduir yang beirlakui. Peiratuiran Peimeirintah Nomor 18 Tahuin 2021 

meinyatakan bahwa proseis peinyeileisaian seingkeita haruis dilakuikan seicara adil 

dan seisuiai deingan keiteintuian yang beirlakui. Meidiasi meinjadi salah satui cara 

peinye ileisaian seingkeita yang seiring kali diguinakan dalam kasuis-kasuis 

peirtanahan, seibagaimana diatuir dalam Peiratuiran Meinteiri ATR/BPN Nomor 

11 Tahuin 2016 teintang Peinyeileisaian Kasuis Peirtanahan. 

Seilama proseis ini, tangguing jawab PPAT dan Notaris sangat jeilas. 

Meireika haruis meimastikan bahwa seimuia langkah teilah dilakuikan seisuiai 

deingan proseiduir huikuim yang beirlakui, seirta meilinduingi keipeintingan huikuim 

seimuia pihak yang teirlibat. Pasal 32 Peiratuiran Peimeirintah Nomor 24 Tahuin 

                                                 
77 Sandy Mahardika Putra, 2020, "Pertanggungjawaban Kurator Karena Menyebabkan Timbulnya 

Kerugian dalam Pemberesan Harta Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang”. 
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1997 meimbeirikan keipastian huikuim bagi peimeigang hak yang teirdaftar, 

seimeintara Pasal 45 peiratuiran yang sama meimbeirikan peirlinduingan bagi 

pihak yang beirkeipeintingan uintuik meingajuikan keibeiratan seilama masa 

peinguimuiman. 

Seibagai uipaya uintuik meimodeirnisasi sisteim peindaftaran tanah di 

Indoneisia, peinggu inaan teiknologi eileiktronik dalam proseis ini diatuir dalam 

Pasal 84 Peiratuiran Peimeirintah Nomor 18 Tahuin 2021. Peingguinaan teiknologi 

ini meimuingkinkan peindaftaran tanah dan peinguimuiman dilakuikan seicara 

leibih eifisiein dan transparan. Langkah ini dipeirkuiat deingan Peiratuiran Meinteiri 

ATR/BPN Nomor 5 Tahuin 2020 teintang Peilayanan Informasi Peirtanahan 

seicara Eileiktronik, yang meindorong digitalisasi dalam proseis peindaftaran 

tanah.
78

 

Deingan deimikian, peiran PPAT dan Notaris dalam peiralihan hak atas 

tanah yang peimiliknya tidak dikeitahuii keibeiradaannya meincakuip tangguing 

jawab yang luias, muilai dari peimeiriksaan doku imein administratif, peincarian 

fisik, hingga peinguimuiman keipada puiblik. Keiseiluiruihan proseis ini beirtuijuian 

uintuik meimastikan bahwa seitiap peiralihan hak dilakuikan seicara sah dan tidak 

meinimbuilkan seingkeita di keimuidian hari. 

4. Perlindungan Hukum Para Pihak 

Landasan konstituisional meingeinai peirlinduingan huikuim teirhadap 

peimilik asal tanah dapat diteimuikan dalam Pasal 28D ayat (1) U iU iD 1945, 

                                                 
78 Ibnu Sahrul Ibrahim, Tofik Yanuar Candra, dan Roni Pandiangan, 2024,  "Pertanggung Jawaban 

Pidana Kurator Pelaku Penggunaan Surat Palsu dalam Pengurusan Harta Pailit", Sentri: Jurnal 

Riset Ilmiah, Vol.3,No.5, hal. 2381-2389. 
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yang meinjamin seitiap orang atas keipastian huikuim yang adil seirta peirlakuian 

yang sama di hadapan huikuim. Pasal ini meineigaskan bahwa keipastian huikuim 

meiruipakan hak fuindameintal yang haruis dibeirikan keipada seitiap warga 

neigara, teirmasuik dalam hal keipeimilikan tanah. Peirlinduingan hak milik juiga 

diteigaskan dalam Pasal 28H ayat (4) U iU iD 1945, yang meinyatakan bahwa 

hak milik pribadi tidak boleih diambil seicara seiweinang-weinang oleih pihak 

mana puin. Peirlinduingan ini uintuik meimastikan bahwa tanah teirseibuit tidak 

dialihkan ataui dikuiasai oleih pihak lain tanpa proseis yang sah.
79

 

Seilain landasan konstituisional, peirlinduingan huikuim teirhadap peimilik 

asal tanah juiga diatuir dalam beibeirapa uindang-uindang, salah satuinya adalah 

U indang-U indang Pokok Agraria (U iU iPA) No. 5 Tahuin 1960. Dalam Pasal 19 

U iUiPA diseibuitkan bahwa peimeirintah beirkeiwajiban meinjamin keipastian 

huikuim atas tanah meilaluii peindaftaran tanah. Pasal ini meineigaskan bahwa 

salah satui beintuik peirlinduingan teirhadap peimilik tanah adalah meilaluii sisteim 

peindaftaran tanah yang jeilas dan dapat dipeirtangguingjawabkan. Seilain itui, 

Pasal 26 U iU iPA meingatuir meingeinai peiralihan hak atas tanah, di mana seitiap 

peiralihan hak haruis dilakuikan deingan cara yang sah dan tidak boleih 

meiruigikan peimilik asal. Pasal 41 U iUiPA juiga meinyeibuitkan teintang 

peintingnya peirlinduingan hak atas tanah bagi peimilik asal, teirmasuik dalam hal 

peimilik tidak dikeitahuii keibeiradaannya. 

Keiteintuian meingeinai keiadaan tidak hadir ataui hilangnya peimilik tanah 

juiga diatuir dalam KUiHPeirdata. Pasal 463 hingga 495 KUiHPeirdata 

                                                 
79 Albert Davidson, 2022,  "Tindakan Kurator terhadap Harta Debitur Pailit di Tinjau dari Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang", Jurnal Hukum Indonesia, hal. 121. 
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meimbeirikan peidoman teintang bagaimana statuis huikuim seiseiorang yang tidak 

dikeitahuii keibeiradaannya dapat diteitapkan meilaluii peineitapan peingadilan. 

Peineitapan ini beirfuingsi uintuik meilinduingi hak-hak peimilik yang tidak hadir 

dan meimastikan bahwa peiralihan hak atas tanah dilakuikan seisuiai deingan 

proseiduir yang sah. Seilain itui, Pasal 1320 KUiHPeirdata meingatuir syarat 

sahnya suiatui peirjanjian, teirmasuik peirjanjian juial beili tanah. Salah satui syarat 

sahnya peirjanjian adalah adanya keiseipakatan dari para pihak yang 

beirweinang, yang dalam hal ini teirmasuik peimilik tanah yang sah. Pasal 1338 

KUiHPeirdata meineigaskan asas pacta suint seirvanda, yaitui bahwa peirjanjian 

yang dibuiat seicara sah beirlakui seibagai uindang-uindang bagi para pihak yang 

meimbuiatnya. Deingan deimikian, seitiap peirjanjian peiralihan hak atas tanah 

haruis dilakuikan deingan meimpeirhatikan hak-hak peimilik asal.
80

 

Peiratuiran Peimeirintah (PP) No. 18 Tahu in 2021 teintang Peindaftaran 

Tanah juiga meimbeirikan dasar huikuim yang kuiat meingeinai peirlinduingan hak 

atas tanah. PP No. 18 Tahuin 2024 meingatuir bahwa seirtipikat tanah yang 

diteirbitkan oleih Badan Peirtanahan Nasional (BPN) meimiliki keikuiatan 

peimbuiktian yang kuiat meingeinai statuis keipeimilikan tanah, seilama tidak ada 

pihak lain yang meingajuikan keibeiratan dalam jangka waktui yang diteintuikan. 

Pasal 94 Nomor 18 Tahuin 2021 teintang peiruibahan hak meingatuir Hak guina 

banguinan dan hak pakai yang dimiliki oleih Warga Neigara Indoneisia, yang 

                                                 
80 Duarjon Simalango, Marzuki Marzuki, dan Mukidi Mukidi, 2023,  "Pertanggungjawaban Pidana 

oleh Kurator atas Tindakannya yang Merugikan Bundel Pailit (Studi Kasus Putusan Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat Nomor 2081/Pid, B/2011/Pn, Jkt, Pst)", Jurnal Ilmiah Metadata 5.3, hal. 126-

138. 
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diguinakan dan dimanfaatkan uintuik ruimah tinggal teirmasuik ruimah toko dan 

ruimah kantor, dapat dibeirikan hak milik atas peirmohonan peimeigang hak. 

Peirlinduingan huikuim teirhadap peimilik asal tanah dapat dibagi meinjadi 

duia beintuik uitama, yaitui peirlinduingan preiveintif dan peirlinduingan reipreisif. 

Peirlinduingan preiveintif beirtuijuian uintuik meinceigah teirjadinya peiralihan hak 

yang tidak sah ataui meiruigikan peimilik asal tanah. Salah satui beintu ik 

peirlinduingan preiveintif adalah meilaluii sisteim peindaftaran tanah yang teiliti 

dan akuirat. Peindaftaran tanah ini haruis dilakuikan deingan meimveirifikasi 

ideintitas peimilik, meimeiriksa riwayat keipeimilikan tanah, seirta meimastikan 

bahwa seimuia dokuimein yang teirkait deingan tanah teirseibuit sah dan valid. 

Seilain itui, peinguimuiman meingeinai statuis tanah juiga haruis dilakuikan seicara 

teirbuika meilaluii meidia massa dan peinguimuiman puiblik lainnya, agar pihak-

pihak yang beirkeipeintingan dapat meingeitahuii statuis tanah teirseibuit.
81

 

Proseiduir peingamanan juiga meinjadi bagian dari peirlinduingan preiveintif 

teirhadap peimilik asal tanah. Tanah yang tidak dikeitahuii keibeiradaan 

peimiliknya haruis dicatat dalam buikui tanah yang disimpan deingan aman oleih 

instansi yang beirweinang. Sisteim informasi peirtanahan yang teirpadui juiga 

dipeirluikan uintuik meimuidahkan akseis informasi meingeinai statuis tanah dan 

meinceigah teirjadinya peiralihan hak yang tidak sah. Meikanismei notifikasi 

meilaluii peinguimu iman puiblik dan peimbeiritahuian reismi keipada pihak-pihak 

yang beirkeipeintingan juiga meinjadi bagian dari peirlinduingan preiveintif ini. 

                                                 
81 Rachmat Ihya, 2023, "Kewenangan Kurator dalam dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta 

Pailit", Syariah: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1,  No.1, hal. 71-83. 
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Seimeintara itui, peirlinduingan reipreisif dibeirikan keipada peimilik asal 

tanah jika peiralihan hak teilah dilakuikan tanpa peirseituijuian ataui seipeingeitahuian 

meireika. Dalam hal ini, peimilik asal tanah beirhak uintuik meingajuikan 

keibeiratan ataui guigatan atas peiralihan hak teirseibuit. Meireika juiga beirhak 

meimpeiroleih kompeinsasi atas keiruigian yang timbuil akibat peiralihan hak yang 

tidak sah. Salah satui beintuik peirlinduingan reipreisif lainnya adalah meikanisme i 

peimuilihan, di mana peiralihan hak yang dilakuikan seicara tidak sah dapat 

dibatalkan, dan statuis tanah dikeimbalikan seipeirti seimuila. Peimilik asal tanah 

juiga beirhak atas ganti ruigi jika peiralihan hak teirseibuit teilah meinimbuilkan 

keiruigian finansial. 

Dalam aspeik administrasi, peirlinduingan huikuim teirhadap peimilik asal 

tanah diwuijuidkan meilaluii peindaftaran tanah yang ceirmat dan sisteim 

dokuimeintasi yang meimadai. Seitiap peindaftaran tanah haruis dilakuikan 

deingan veirifikasi ideintitas peimilik dan peimeiriksaan dokuimein yang akuirat. 

Dokuimein-dokuimein yang teirkait deingan statu is keipeimilikan tanah haruis 

disimpan deingan aman dan dipeilihara deingan baik oleih instansi yang 

beirweinang, agar dapat diakseis oleih pihak-pihak yang beirkeipeintingan keitika 

dipeirluikan.
82

 

Peirlinduingan yuiridis juiga dibeirikan dalam beintuik keipastian huikuim atas 

statuis keipeimilikan tanah. Peimilik asal tanah meimiliki hak uintuik meindapat 

peingakuian atas statuis keipeimilikannya, teirmasuik batas-batas hak yang meireika 

miliki atas tanah teirseibuit. Jaminan hak peimilik asal juiga meincakuip hak uintuik 

                                                 
82 Rumelda Silalahi, dan Onan Purba, 2020, "Peran dan Wewenang Kurator dalam Kepailitan 

Perseroan Terbatas", Jurnal Retentum, No.2,Vol.2, hal. 84-95. 



 

 

119 

 

meindapat informasi yang jeilas meingeinai statu is tanah, hak uintuik meimbeila 

keipeintingan meireika dalam proseis peiralihan hak, seirta hak uintuik meimpeirole ih 

kompeinsasi jika hak meireika diruigikan. 

Meikanismei peirlinduingan huikuim teirhadap peimilik asal tanah 

meilibatkan beibeirapa tahapan peinting, muilai dari tahap pra-peiralihan hingga 

tahap peiralihan. Pada tahap pra-peiralihan, veirifikasi meinyeiluiruih haruis 

dilakuikan teirhadap ideintitas peimilik asal, riwayat tanah, seirta statuis huikuim 

tanah teirseibuit. Peinguimuiman puiblik meingeinai statuis tanah juiga haruis 

dilakuikan seicara teirbuika, baik meilaluii meidia massa, papan peinguimuiman, 

mauipuin sisteim informasi eileiktronik yang dapat diakseis oleih masyarakat luias. 

Pada tahap peiralihan, proseiduir yang keitat haruis diteirapkan uintuik 

meimastikan bahwa peiralihan hak dilakuikan seisuiai deingan keiteintuian huikuim 

yang beirlakui. Peineitapan peingadilan muingkin dipeirluikan uintuik meineitapkan 

statuis tanah yang peimiliknya tidak dikeitahu ii keibeiradaannya. Veirifikasi 

beirkala dan doku imeintasi yang leingkap juiga meinjadi bagian dari proseis ini, 

uintuik meimastikan bahwa tidak ada keikeiliruian ataui peinyimpangan dalam 

proseis peiralihan hak.
83

 

Jaminan hak peimilik asal tanah meincakuip hak suibstantif dan hak 

proseiduiral. Hak suibstantif meilipuiti hak keipeimilikan yang diakuii seicara sah 

oleih huikuim, teirmasuik hak uintuik meilinduingi keipeintingan meireika atas tanah 

teirseibuit dan hak uintuik meimpeiroleih kompeinsasi jika hak meireika diruigikan. 

                                                 
83 Patar Sitinjak Bronson, Mukidi Mukidi, dan Adil Akhyar, 2022, "Analisis Kewenangan Kurator 

dalam Penyelesaian Utang Debitur terhadap Kreditur Akibat Kepailitan Perspektif Undang-

Undang No, 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

(Studi Putusan Mahkamah Agung No, 1021/K/Pdt, Sus-Pailit/2018)", Jurnal Ilmiah 

Metadata,Vol.1,No.4, hal. 251-271. 
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Seilain itui, peimilik asal juiga meimiliki hak eikonomis, seipeirti hak atas nilai 

tanah dan hasil peingeilolaan tanah teirseibuit, seirta hak uintuik meineirima ganti 

ruigi jika peiralihan hak yang tidak sah meinye ibabkan keiruigian finansial. 

Hak proseiduiral peimilik asal tanah meincakuip hak uintuik meindapatkan 

informasi yang transparan meingeinai statuis tanah dan proseiduir peiralihan hak. 

Peimilik asal juiga beirhak uintuik meimbeila keipeintingan meireika, teirmasuik 

meingajuikan keibeiratan ataui guigatan jika teirjadi peilanggaran teirhadap hak-hak 

meireika. Hak uintuik meindapat peindampingan huikuim dan hak uintuik 

meimpeiroleih puitu isan yang adil juiga meiruipakan bagian dari jaminan 

peirlinduingan huiku im bagi peimilik asal tanah.
84

 

Peirlinduingan huikuim teirhadap pihak beirkeipeintingan dalam peiralihan 

hak atas tanah yang peimiliknya tidak dikeitahuii keibeiradaannya meiruipakan isu i 

dalam sisteim huikuim peirtanahan di Indoneisia. Pihak beirkeipeintingan yang 

dimaksuid bisa meincakuip beirbagai eintitas, seipeirti calon peimbeili, peimeigang 

hak tangguingan, peinyeiwa, ahli waris, ataui pihak-pihak lain yang meimiliki 

keipeintingan huikuim teirkait deingan tanah teirseibuit. Keibeiradaan pihak 

beirkeipeintingan ini meinuintuit adanya jaminan huikuim yang meilinduingi 

keipeintingan meireika, baik seicara administratif mauipuin yuiridis, seihingga 

peiralihan hak atas tanah dapat beirjalan seicara adil dan seisuiai deingan 

peiratuiran peiruindang-uindangan. Keipastian huiku im bagi pihak beirkeipeintingan 

haruis dijamin oleih beirbagai instruimein huikuim yang beirlakui di Indoneisia, baik 

                                                 
84 Meriyanti Mesak, Sufiarina Sufiarina, dan Eny Jaya, 2024, "Tanggung Jawab atas Kelalaian 

Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Studi Putusan Ma No, 110 Pk/Pdt, Sus-

Pailit/2018", Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 2,No.5, hal. 35-45. 
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yang beirsifat konstituisional mauipuin uindang-uindang khuisuis yang teirkait 

deingan masalah agraria dan peirtanahan. 

Landasan konstituisional teirkait peirlinduingan huikuim pihak 

beirkeipeintingan diatuir dalam beibeirapa pasal U iU iD 1945. Pasal 28D ayat (1) 

U iUiD 1945 seicara jeilas meinjamin seitiap warga neigara uintuik meindapatkan 

keipastian huikuim yang adil seirta peirlakuian yang sama di hadapan huikuim. 

Pasal ini meineigaskan bahwa keipastian huikuim adalah hak dasar yang tidak 

hanya beirlakui bagi peimilik tanah teitapi juiga bagi pihak-pihak lain yang 

meimiliki keipeintingan teirhadap tanah teirseibuit. Pasal 28H ayat (4) U iU iD 1945 

meilanjuitkan jaminan ini deingan meimbeirikan peirlinduingan teirhadap hak 

milik yang dimiliki oleih individui, yang tidak boleih diambil seicara seiweinang-

weinang oleih pihak lain. Bagi pihak beirkeipeintingan, keipastian bahwa hak-hak 

meireika dilinduingi oleih konstituisi meinjadi landasan dalam meinyeileisaikan 

seingkeita ataui konflik teirkait peiralihan hak atas tanah.
85

 

Seilain jaminan konstituisional, peirlinduingan huikuim teirhadap pihak 

beirkeipeintingan dalam peiralihan hak atas tanah juiga diatuir dalam beibeirapa 

uindang-uindang, salah satuinya adalah KU iHPeirdata. Pasal 1320 KU iHPeirdata 

meinyeibuitkan bahwa sahnya suiatui peirjanjian, teirmasuik peirjanjian teirkait 

deingan peiralihan hak atas tanah, haruis meimeinuihi eimpat syarat, yaitu i 

keiseipakatan para pihak, keicakapan uintuik beirtindak, adanya objeik teirteintu i, 

dan seibab yang halal. Dalam hal ini, pihak beirkeipeintingan seipeirti calon 

peimbeili ataui peimeigang hak tangguingan haruis meimastikan bahwa 

                                                 
85 Chandra Arsana Yudi, Sukarno Abuhuraera, dan Syamsuddin Pasamai, 2020, "Efektifitas 

Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit yang Lakukan oleh Kurator dalam Perkara Kepailitan", 

Journal Of Lex Generalis (Jlg) 1.7, hal. 928-941. 
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keiseipakatan yang meireika buiat beirkaitan deingan tanah teirseibuit sah dan tidak 

meilanggar huikuim. Pasal 1338 KUiHPeirdata juiga meineigaskan asas pacta suint 

seirvanda, di mana peirjanjian yang dibuiat seicara sah beirlakui seibagai uindang-

uindang bagi para pihak yang teirlibat. Ini meimbeirikan peirlinduingan huiku im 

bagi pihak beirkeipeintingan bahwa keiseipakatan yang teilah meireika buiat akan 

dihormati dan dilaksanakan seisuiai deingan keiteintuian huikuim yang beirlakui. 

Seilain itui, Pasal 1977 KU iHPeirdata meinyatakan bahwa seiseiorang yang 

meinguiasai tanah seicara nyata uintuik jangka waktui teirteintui (20 tahuin) dapat 

meimpeiroleih hak milik meilaluii asas beizit, meiskipuin peimilik asal tidak 

dikeitahuii keibeiradaannya. Prinsip beizit ini meimbeirikan peirlinduingan 

tambahan bagi pihak beirkeipeintingan yang teilah meinguiasai tanah seicara 

teiruis-meineiruis dan tanpa gangguian. 

U indang-U indang Pokok Agraria (U iU iPA) No. 5 Tahuin 1960 juiga 

meimbeirikan peirlinduingan yang signifikan bagi pihak beirkeipeintingan dalam 

peiralihan hak atas tanah. Pasal 19 UiU iPA meineikankan peintingnya 

peindaftaran tanah uintuik meimbeirikan jaminan keipastian huikuim keipada 

peimilik dan pihak-pihak lain yang beirkeipeintingan teirhadap tanah teirseibuit. 

Dalam konteiks ini, pihak beirkeipeintingan, seipeirti calon peimbeili atau i 

peimeigang hak tangguingan, haruis meimastikan bahwa tanah yang meireika 

minati suidah teirdaftar dan meimiliki seirtifikat yang sah. Pasal 26 UiU iPA 

meingatuir peiralihan hak milik atas tanah haruis dilakuikan seicara teirtuilis dan 

deingan akta yang dibuiat oleih peijabat yang beirweinang, seipeirti notaris atau i 

peijabat peimbuiat akta tanah. Ini bagi pihak beirkeipeintingan uintuik meimastikan 
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bahwa proseis peiralihan hak yang meilibatkan meireika dilakuikan seicara sah 

dan seisuiai proseiduir. Pasal 41 U iU iPA juiga meimbeirikan hak pakai keipada 

pihak teirteintui yang meimiliki keipeintingan teirhadap tanah, deingan syarat 

peingguinaan tanah teirseibuit tidak meilanggar hak-hak pihak lain. 

Peirlinduingan teirhadap pihak beirkeipeintingan juiga diatuir dalam 

Peiratuiran Peimeirintah (PP) No. 18 Tahuin 2021 teintang Peindaftaran Tanah. PP 

ini meineigaskan bahwa seirtipikat tanah yang dikeiluiarkan oleih Badan 

Peirtanahan Nasional (BPN) meiruipakan alat buikti yang kuiat meingeinai statuis 

keipeimilikan tanah. Deingan deimikian, pihak beirkeipeintingan haruis 

meimastikan bahwa tanah yang teirlibat dalam peiralihan hak meimiliki 

seirtipikat yang sah dan tidak ada seingkeita teirkait statuis tanah teirseibuit. Pasal 

84  PP No. 18 Tahuin 2021 meingatuir teintang proseis peiralihan hak yang haruis 

dilakuikan meilalu ii peindaftaran di kantor peirtanahan seiteimpat Peineirapan 

Peindaftaran Tanah eileiktronik dilaksanakan seicara beirtahap deingan 

meimpeirtimbangkan keisiapan sisteim eileiktronik yang dibanguin oleih 

Keimeinteirian. Ini beirguina bagi pihak beirkeipeintingan uintuik meilinduingi hak-

hak meireika deingan meimastikan bahwa proseis peiralihan hak teircatat seicara 

reismi. Pasal 91 PP ini juiga meingatuir teintang peinolakan peindaftaran tanah 

jika diteimuikan keitidakseisuiaian ataui masalah huikuim, meimbeirikan jaminan 

tambahan bagi pihak beirkeipeintingan bahwa proseis peiralihan hak dilakuikan 

seisuiai deingan keiteintuian huikuim.
86
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Dalam praktiknya, peirlinduingan huikuim bagi pihak beirkeipeintingan 

dapat dilakuikan meilaluii duia peindeikatan uitama, yaitui peirlinduingan preiveintif 

dan peirlinduingan reipreisif. Peirlinduingan preiveintif beirtuijuian uintuik meinceigah 

teirjadinya masalah ataui seingkeita teirkait deingan peiralihan hak atas tanah. 

Salah satui beintuik peirlinduingan preiveintif adalah veirifikasi dokuimein yang 

dilakuikan seicara teiliti seibeiluim proseis peiralihan hak dilaksanakan. Pihak 

beirkeipeintingan haruis meimastikan bahwa seimuia dokuimein yang teirkait 

deingan tanah teirseibuit sah dan teilah diveirifikasi oleih instansi yang 

beirweinang. Seilain itui, peincatatan keipeintingan pihak beirkeipeintingan dalam 

sisteim informasi peirtanahan yang teirpadu i juiga meiruipakan beintuik 

peirlinduingan preiveintif lainnya. Sisteim ini meimuingkinkan pihak 

beirkeipeintingan u intuik meimantaui statuis tanah seicara transparan dan 

meinguirangi risiko peiralihan hak yang tidak sah. 

Seilain peirlinduingan preiveintif, peirlinduingan reipreisif juiga teirseidia bagi 

pihak beirkeipeintingan yang hak-haknya dilanggar dalam peiralihan hak atas 

tanah. Pihak beirkeipeintingan meimiliki hak uintuik meingajuikan guigatan peirdata 

jika hak meireika diruigikan akibat peiralihan hak yang tidak sah. Meireika juiga 

dapat meingajuikan peirmohonan peineitapan peingadilan uintuik meimastikan 

bahwa hak-hak meireika diakuii seicara sah oleih huikuim. Jika diteimuikan bahwa 

hak-hak pihak beirkeipeintingan dilanggar, meireika beirhak meindapatkan ganti 

ruigi ataui kompeinsasi yang seisuiai deingan keiruigian yang meireika alami. Seilain 

itui, transaksi peiralihan hak yang tidak sah dapat dibatalkan meilaluii 
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meikanismei huiku im, dan pihak beirkeipeintingan beirhak meindapatkan 

peimuilihan hak atas tanah yang meinjadi objeik seingkeita. 

Meikanismei peirlinduingan huikuim bagi pihak beirkeipeintingan meincakuip 

beibeirapa tahapan peinting, muilai dari tahap peirsiapan hingga tahap 

peilaksanaan. Pada tahap peirsiapan, pihak beirkeipeintingan haruis meilakuikan 

veirifikasi statuis tanah deingan meimeiriksa seirtipikat, meingeiceik riwayat tanah, 

dan meimastikan bahwa keipeintingan meireika teilah didaftarkan seicara reismi. 

Seilain itui, peingamanan keipeintingan juiga dapat dilakuikan meilaluii peirjanjian 

peingikatan dan peincatatan leigal dokuimein yang teirkait deingan peiralihan hak 

atas tanah. Pada tahap peilaksanaan, proseiduir formal seipeirti peirmohonan 

peineitapan dan peindaftaran peiralihan hak haruis dilakuikan seicara reismi, dan 

proseis teirseibuit haruis diawasi seicara keitat uintuik meimastikan bahwa tidak ada 

peinyimpangan. 

Keipastian huikuim juiga meinjadi aspeik dalam peirlinduingan pihak 

beirkeipeintingan. Jaminan administratif dalam beintuik sisteim peindaftaran tanah 

yang akuirat dan databasei yang teirpadui meimbeirikan keipastian bagi pihak 

beirkeipeintingan meingeinai statuis tanah yang teirlibat dalam peiralihan hak. 

Sisteim peingarsipan dan peinyimpanan data yang baik juiga uintuik meinjaga 

keiamanan informasi yang teirkait deingan tanah teirseibuit. Seilain itui, jaminan 

yu iridis dalam beintuik peineitapan peingadilan, akta peiralihan, dan seirtipikat hak 
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meimbeirikan leigitimasi huikuim keipada pihak beirkeipeintingan atas hak-hak 

meireika.
87

 

Hak-hak pihak beirkeipeintingan meincaku ip hak proseiduiral dan hak 

suibstantif. Hak proseiduiral meilipuiti hak uintu ik meingajuikan peirmohonan 

peiralihan hak, meimpeiroleih informasi yang transparan, dan meindapatkan 

keipastian huikuim dari instansi yang beirweinang. Hak suibstantif meilipuiti hak 

uintuik meilinduingi keipeintingan meireika, meindapatkan kompeinsasi atas 

keiruigian yang timbuil, seirta peimuilihan hak jika hak-hak meireika dilanggar. Di 

sisi lain, pihak beirkeipeintingan juiga meimiliki keiwajiban uintuik meingikuiti 

proseiduir yang beirlakui, meileingkapi dokuimein yang dipeirluikan, dan beirtindak 

deingan itikad baik dalam seitiap proseis peiralihan hak. 

Keipastian huikuim meimbeirikan jaminan keipada pihak-pihak yang 

teirlibat dalam proseis peiralihan hak atas tanah, teiruitama uintuik meimastikan 

bahwa hak-hak meireika dilinduingi seicara adil dan sah. Tanpa adanya 

keipastian huikuim, proseis peiralihan hak atas tanah dapat meinimbuilkan 

keitidakpastian, keitidakadilan, dan beirpoteinsi meinjadi seingkeita yang 

beirkeipanjangan. Oleih kareina itui, sisteim huikuim Indoneisia meinyeidiakan 

beirbagai meikanismei huikuim yang beirtuijuian uintuik meimastikan bahwa seitiap 

proseis peiralihan hak atas tanah beirjalan seisuiai deingan keiteintuian yang 

beirlakui, teirmasuik keitika peimilik tanah tidak dikeitahuii keibeiradaannya. 

Landasan konstituisional teirkait deingan keipastian huikuim diatuir dalam 

beibeirapa pasal di U iU iD 1945. Pasal 28D ayat (1) U iU iD 1945 meineigaskan 
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bahwa seitiap orang beirhak atas peingakuian, jaminan, peirlinduingan, dan 

keipastian huikuim yang adil seirta peirlakuian yang sama di hadapan huikuim. 

Dalam konteiks peiralihan hak atas tanah, hal ini beirarti bahwa pihak-pihak 

yang beirkeipeintingan, seipeirti peimbeili ataui ahli waris, haruis meindapatkan 

jaminan bahwa proseis yang meireika jalani akan seisuiai deingan huikuim yang 

beirlakui dan tidak akan meiruigikan hak-hak meireika. Seilain itui, Pasal 33 ayat 

(3) UiU iD 1945 meinyatakan bahwa buimi, air, dan keikayaan alam yang 

teirkanduing di dalamnya dikuiasai oleih neigara dan diguinakan seibeisar-

beisarnya uintuik keimakmuiran rakyat. Pasal ini meimbeirikan dasar bagi neigara 

uintuik meingatuir dan meimastikan bahwa peiralihan hak atas tanah, teirmasuik 

tanah yang peimiliknya tidak dikeitahuii, dilakuikan uintuik keipeintingan uimuim 

dan dalam keirangka huikuim yang jeilas.
88

 

U indang-U indang Pokok Agraria (U iU iPA) No. 5 Tahuin 1960 juiga 

meimuiat keiteintuian-keiteintuian teirkait deingan keipastian huikuim dalam peiralihan 

hak atas tanah. Pasal 19 U iU iPA meingatuir bahwa peimeirintah beirkeiwajiban 

uintuik meinyeileinggarakan peindaftaran tanah di seiluiruih wilayah Indoneisia. 

Peindaftaran tanah ini beirtuijuian uintuik meimbeirikan jaminan keipastian huikuim 

atas hak-hak atas tanah, baik bagi peimilik mauipuin bagi pihak-pihak lain yang 

beirkeipeintingan. Pasal 23 U iU iPA meineigaskan bahwa hak milik atas tanah 

haruis didaftarkan, dan seitiap peiralihan hak milik haruis dilakuikan meilaluii 

peindaftaran di kantor peirtanahan. Ini meimbeirikan jaminan keipada pihak yang 

teirlibat dalam peiralihan hak bahwa tanah teirseibuit teilah teirdaftar seicara sah 
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dan proseis peiralihan dilakuikan seisuiai proseiduir huikuim. Seilain itui, Pasal 32 

U iUiPA meinye ibuitkan bahwa seitiap peiruibahan hak atas tanah, teirmasuik 

peiralihan, peimbeibanan, ataui peinghapuisan hak, haruis dicatat dalam buiku i 

tanah di kantor peirtanahan, seihingga seitiap peiruibahan dapat dipantaui dan 

diveirifikasi. 

Peiratuiran Peimeirintah No. 18 Tahuin 2021 teintang Peindaftaran Tanah 

meimbeirikan atuiran leibih lanjuit meingeinai proseis peindaftaran tanah, teirmasuik 

peiralihan hak atas tanah yang peimiliknya tidak dikeitahuii keibeiradaannya. PP 

ini meinjeilaskan bahwa peindaftaran tanah beirtuijuian uintuik meimbeirikan 

keipastian huikuim dan peirlinduingan huikuim keipada peimeigang hak atas tanah, 

seirta meimbeirikan informasi yang transparan keipada puiblik meingeinai statuis 

huikuim tanah teirseibuit. Pasal 96 PP No. 18 Tahuin 2021 meineigaskan bahwa 

seirtipikat tanah meiruipakan alat buikti yang ku iat meingeinai statuis hak atas 

tanah yang teirdaftar. Deingan adanya seirtipikat ini, pihak yang 

beirkeipeintingan, seipeirti calon peimbeili ataui ahli waris, dapat meirasa aman 

bahwa hak-hak meireika dilinduingi. PP ini meingatuir teintang peinolakan 

peindaftaran peiralihan hak jika diteimuikan bahwa dokuimein ataui proseiduir yang 

diajuikan tidak seisuiai deingan keiteintuian huikuim. Ini meimbeirikan peirlinduingan 

tambahan bagi pihak-pihak yang teirlibat dalam peiralihan hak uintuik 

meimastikan bahwa proseis yang meireika jalani sah seicara huikuim. 

Peiratuiran Meinteiri Agraria dan Tata Ruiang/Badan Peirtanahan Nasional 

No. 3 Tahuin 1997 juiga meimbeirikan panduian teiknis meingeinai proseiduir 

peindaftaran tanah. Reiguilasi ini meingatuir standar administrasi peirtanahan 
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yang haruis dipatu ihi dalam proseis peiralihan hak atas tanah, teirmasuik tanah 

yang peimiliknya tidak dikeitahuii keibeiradaannya. Standar administrasi ini 

meincakuip veirifikasi dokuimein, peinguimuiman puiblik, dan meikanisme i 

peingawasan yang keitat uintuik meimastikan bahwa seitiap peiralihan hak 

dilakuikan seicara transparan dan seisuiai deingan huikuim. 

Dimeinsi keipastian huikuim dalam peiralihan hak atas tanah meincaku ip 

beibeirapa aspeik uitama, seipeirti keipastian statuis tanah dan keipastian proseiduir. 

Keipastian statuis tanah meilibatkan keijeilasan meingeinai siapa yang beirhak atas 

tanah teirseibuit dan jeinis hak apa yang meileikat pada tanah teirseibuit. Dalam hal 

peimilik tanah tidak dikeitahuii keibeiradaannya, keipastian ini meinjadi beirguina 

uintuik meilinduingi pihak-pihak yang beirkeipeintingan, seipeirti calon peimbeili 

ataui ahli waris. Pihak-pihak ini haruis meimastikan bahwa tanah yang akan 

dialihkan meimiliki riwayat keipeimilikan yang jeilas dan tidak seidang dalam 

seingkeita. Statuis hak atas tanah juiga haruis dipastikan, teirmasuik jeinis hak yang 

meileikat pada tanah teirseibuit, jangka waktui hak, seirta keiweinangan 

peingeilolaan tanah. 

Keipastian proseiduir meiruipakan eileimein lain dalam peiralihan hak atas 

tanah. Meikanismei formal yang haruis diikuiti dalam proseis peiralihan hak atas 

tanah meincakuip tahapan peiralihan, peirsyaratan administratif, seirta proseiduir 

peindaftaran yang jeilas dan teirstruiktuir. Standar opeirasional dalam 

peilaksanaan peiralihan hak haruis meincakuip veirifikasi dokuimein, peinguimuiman 

puiblik uintuik meimastikan tidak ada keibeiratan dari pihak keitiga, seirta 

peineitapan peingadilan jika dipeirluikan. Seimuia tahapan ini beirtuijuian uintuik 
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meimbeirikan keipastian keipada pihak-pihak yang beirkeipeintingan bahwa 

proseis peiralihan hak teilah dilakuikan seisuiai deingan proseiduir yang beinar dan 

sah seicara huikuim.
89

 

Instruimein keipastian huikuim yang diguinakan dalam peiralihan hak atas 

tanah meincakuip instruimein administratif dan instruimein yuiridis. Seirtipikat 

tanah meiruipakan instruimein administratif kareina beirfuingsi seibagai buikti 

keipeimilikan yang sah atas tanah. Seirtipikat ini meincantuimkan data fisik dan 

yu iridis meingeinai tanah teirseibuit, teirmasuik informasi meingeinai lokasi, luias, 

dan batas-batas tanah, seirta nama peimilik yang teirdaftar. Buikui tanah juiga 

meiruipakan instru imein administratif yang meincatat seimuia peiralihan hak atas 

tanah, riwayat keipeimilikan, seirta seitiap peimbeibanan hak yang teirjadi. Dalam 

konteiks peiralihan hak atas tanah yang peimiliknya tidak dikeitahuii, peincatatan 

yang akuirat dalam buikui tanah beirguina uintuik meimastikan bahwa riwayat 

tanah dapat dilacak dan diveirifikasi. 

Instruimein yuiridis yang meinduikuing keipastian huikuim dalam peiralihan 

hak atas tanah meincakuip peineitapan peingadilan dan akta yang dibuiat oleih 

Peijabat Peimbuiat Akta Tanah (PPAT). Peineitapan peingadilan dipeirluikan 

dalam kasuis di mana peimilik tanah tidak dikeitahuii keibeiradaannya, uintuik 

meimbeirikan keipastian meingeinai statuis tanah dan keiweinangan uintu ik 

meilakuikan peiralihan hak. Akta PPAT meiruipakan dokuimein leigal yang wajib 

ada dalam seitiap proseis peiralihan hak atas tanah, kareina akta ini meincatat 
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seicara reismi proseis peiralihan hak, peimbeibanan hak, ataui peiruibahan data 

yang beirkaitan deingan tanah teirseibuit. 

Aspeik peimbuiktian dalam keipastian hu ikuim meincakuip peimbuiktian 

formal dan peimbuiktian mateiriil. Peimbuiktian formal dilakuikan meilaluii 

dokuimein-dokuimein reismi seipeirti seirtipikat hak atas tanah, akta peiralihan 

yang dibuiat oleih PPAT, dan peineitapan peingadilan. Dokuimein-dokuime in 

peinduikuing seipeirti ideintitas pihak-pihak yang teirlibat, buikti peimbayaran, 

seirta suirat peirnyataan juiga meiruipakan bagian dari peimbuiktian formal. 

Peimbuiktian mateiriil, di sisi lain, teirkait deingan keiabsahan hak yang dimiliki 

oleih pihak yang meilakuikan peiralihan, teirmasuik keiweinangan uintuik beirtindak 

dan itikad baik dalam meilaksanakan proseis peiralihan hak. 

Meikanismei peinjaminan keipastian huikuim dalam peiralihan hak atas 

tanah meilibatkan sisteim peindaftaran tanah dan sisteim peingawasan. Sisteim 

peindaftaran tanah meimastikan bahwa seitiap peiralihan hak teircatat seicara 

reismi dan transparan, seihingga seitiap pihak yang beirkeipeintingan dapat 

meingeitahuii statuis tanah yang teirlibat. Peindaftaran awal meilipuiti veirifikasi 

data, peinguimuiman, dan peineirbitan seirtipikat tanah. Peimeiliharaan data tanah 

yang suidah teirdaftar juiga uintuik meimastikan bahwa seitiap peiruibahan yang 

teirjadi pada statu is tanah dicatat deingan beinar dan data yang teirseidia seilalu i 

muitakhir. Sisteim peingawasan, baik inteirnal mauipuin eiksteirnal, beirtuijuian 

uintuik meimastikan bahwa seitiap proseis peiralihan hak dilakuikan seisuiai deingan 

keiteintuian huikuim yang beirlakui. Peingawasan inteirnal dilakuikan meilaluii 

monitoring proseiduir dan eivaluiasi beirkala oleih instansi yang beirweinang, 
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seimeintara peingawasan eiksteirnal meilibatkan auidit indeipeindein, partisipasi 

masyarakat, seirta kontrol yuidisial. 

Dalam hal teirjadi seingkeita ataui masalah teirkait peiralihan hak atas 

tanah, sisteim huiku im meinyeidiakan meikanismei peinye ileisaian seingkeita meilaluii 

meidiasi, litigasi, ataui eikseikuisi puituisan peingadilan. Peimuilihan hak bagi pihak 

yang diruigikan dapat dilakuikan meilaluii peimbatalan peiralihan hak yang tidak 

sah, peimbeirian ganti ruigi, ataui reihabilitasi statuis tanah yang beirseingkeita. 

5. Peran dan Tanggung Jawab PPAT 

Peijabat Peimbuiat Akta Tanah (PPAT) dan notaris meimastikan keipastian 

huikuim dalam proseis peiralihan hak atas tanah. Dalam meinjalankan tuigasnya, 

PPAT dan notaris haruis meimatuihi beirbagai peiratuiran dan standar eitika yang 

meingatuir jabatan meireika, baik yang beirkaitan deingan keiwajiban 

administratif, peimbuiatan akta, mauipuin tangguing jawab huikuim dan 

profeisional. Peimahaman meindalam teintang peiratuiran peiruindang-uindangan, 

kodei eitik, dan praktik keinotariatan yang baik beirguina uintuik meilaksanakan 

tuigas ini seicara profeisional dan beirtangguing jawab. 

PPAT diatu ir oleih beirbagai peiratuiran, teirmasuik PP No. 24 Tahuin 2016 

teintang Peiruibahan atas PP No. 37 Tahuin 1998 yang meingatuir jabatan PPAT, 

seirta Peiratuiran Keipala BPN No. 1 Tahuin 2006 dan Kodei Eitik PPAT. 

Beirdasarkan peiratuiran ini, PPAT meimiliki keiwajiban uintuik meimbuiat akta 

yang sah teirkait peiralihan hak atas tanah. Salah satui keiwajiban uitama PPAT 

adalah meilakuikan peimeiriksaan teirhadap dokuimein-dokuimein yang beirkaitan 

deingan peiralihan hak atas tanah, teirmasuik meimveirifikasi keiabsahan 
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seirtipikat tanah di Kantor Peirtanahan, meimastikan peimbayaran Beia 

Peiroleihan Hak atas Tanah dan Banguinan (BPHTB) dan Pajak Peinghasilan 

(PPh), seirta meinyuisuin akta peiralihan hak seisuiai deingan format yang 

diteintuikan oleih peiratuiran.
90

 

Seilain itui, PPAT beirkeiwajiban meimbacakan dan meinjeilaskan isi akta 

keipada para pihak yang teirlibat dalam transaksi. Ini adalah salah satui langkah 

uintuik meimastikan bahwa seimuia pihak meimahami isi dan konseikuieinsi dari 

peirjanjian yang meireika buiat, seisuiai deingan keiteintuian Pasal 1320 

KUiHPeirdata yang meingatuir teintang syarat sahnya suiatui peirjanjian. Apabila 

teirjadi keitidakseisuiaian dalam dokuimein ataui keihadiran para pihak tidak 

leingkap, PPAT meimiliki keiwajiban uintuik meinolak peimbuiatan akta, 

seibagaimana diatuir dalam Pasal 39 PP No. 24 Tahuin 1997. Peinolakan ini 

uintuik meilinduingi hak-hak seimuia pihak dan meinceigah timbuilnya masalah 

huikuim di keimuidian hari. 

PPAT juiga meimiliki keiwajiban administratif, seipeirti meinyeileinggarakan 

protokol PPAT, meinyampaikan laporan builanan keipada Kantor Peirtanahan, 

meimasang papan nama seisuiai keiteintuian, dan meinyimpan dokuimein asli yang 

diguinakan seibagai dasar peimbuiatan akta. Seimu ia keiwajiban administratif ini 

beirtuijuian uintuik meinjaga transparansi, akuintabilitas, dan dokuimeintasi yang 

meimadai dalam meinjalankan tuigas PPAT, seihingga proseis peiralihan hak atas 

tanah dapat dilaksanakan deingan baik dan seisuiai huikuim. 
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Dalam kasuis peiralihan hak atas tanah yang peimiliknya tidak dikeitahuii, 

PPAT meimiliki keiwajiban khuisuis uintuik meimastikan bahwa seimuia uipaya 

peincarian peimilik tanah teilah dilakuikan. Ini meincakuip veirifikasi 

peinguimuiman di meidia massa dan papan peinguimuiman di Kantor Peirtanahan, 

seirta peimeiriksaan atas peineitapan peingadilan yang meinjadi dasar sahnya 

peiralihan hak. PPAT juiga haruis meilakuikan koordinasi khuisuis deingan Kantor 

Peirtanahan dan pihak-pihak teirkait lainnya uintu ik meimastikan bahwa seimuia 

proseiduir teilah diikuiti deingan beinar. 

Seicara huikuim, PPAT beirtangguing jawab atas keibeinaran formal dari akta 

yang meireika bu iat. Meireika wajib meimastikan bahwa seimuia dokuimein 

peinduikuing sah dan meimeinuihi syarat-syarat yang diteintuikan oleih peiratuiran 

peiruindang-uindangan, teirmasuik Pasal 23 U iUiPA No. 5 Tahuin 1960 dan Pasal 

37 PP No. 24 Tahuin 1997 yang meingatuir peindaftaran peiralihan hak atas 

tanah. Jika teirjadi keisalahan ataui keilalaian dalam peimbuiatan akta, PPAT 

beirtangguing jawab atas keiruigian yang timbuil seibagai akibat dari keisalahan 

teirseibuit, baik seicara huikuim mauipuin finansial.
91

 

Dari seigi profeisional, PPAT haruis meinjaga keirahasiaan informasi yang 

teirkait deingan akta dan proseis peimbuiatan akta teirseibuit. Seilain itui, PPAT 

haruis meimbeirikan peilayanan yang seisuiai deingan standar profeisi, 

meinjalankan jabatan meireika seisuiai deingan Kodei Eitik PPAT, dan teiruis 

meiningkatkan kompeiteinsi meireika meilaluii peindidikan beirkeilanjuitan. Ini 

                                                 
91 Mega Ningtyas Ayu, et al., 2023, "Cacat Hukum dalam Peralihan Hak atas Tanah", Iuris 

Notitia: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1, No.1, hal. 20-27. 
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uintuik meinjaga keipeircayaan masyarakat dan inteigritas profeisi PPAT seibagai 

bagian dari sisteim huikuim yang leibih luias. 

Notaris diatu ir oleih U iUi No. 2 Tahuin 2014 teintang Peiruibahan atas U iU i 

No. 30 Tahuin 2004 teintang Jabatan Notaris, seirta Kodei Eitik Notaris dan 

peiratuiran-peiratuiran teirkait lainnya yang dikeiluiarkan oleih Keimeinteirian 

Huikuim dan HAM. Dalam konteiks peiralihan hak atas tanah, notaris meimiliki 

keiwajiban uintuik meinjaga sikap dan peirilakui seisuiai deingan kodei eitik, seirta 

meirahasiakan seigala seisuiatui yang beirkaitan deingan akta yang meireika buiat, 

seibagaimana diatu ir dalam Pasal 16 U iU i No. 2 Tahuin 2014.
92

 

Dalam peimbu iatan akta, notaris wajib meimbacakan akta di hadapan para 

pihak yang teirlibat, meineirima dan meingeisahkan tanda tangan para pihak, 

seirta meimbeirikan peilayanan yang seisuiai deingan keiteintuian, keicuiali teirdapat 

alasan yang sah uintuik meinolak peimbuiatan akta teirseibuit. Keiwajiban ini seisuiai 

deingan prinsip-prinsip peirjanjian dalam Pasal 1320 KU iHPeirdata yang 

meingatuir bahwa suiatui peirjanjian haruis dibuiat deingan peirseituijuian para pihak 

dan haruis meimeinu ihi syarat-syarat sah yang diteintuikan oleih uindang-uindang. 

Seilain itui, notaris juiga meimiliki keiwajiban uintuik meimbuiat daftar akta 

dan daftar lain yang diwajibkan oleih peiratuiran, seipeirti daftar warisan atau i 

daftar peimbuiatan suirat kuiasa. Ini meiruipakan bagian dari tangguing jawab 

administratif notaris yang beirtuijuian uintuik meimastikan bahwa seimuia 

dokuimein huikuim yang dibuiat dan disahkan oleih notaris teircatat deingan baik 

dan dapat dilacak jika dipeirluikan. 

                                                 
92 I Suardana, Wayan, 2023, "Kajian Yuridis Peralihan Hak atas Tanah Melalui Hibah Berdasarkan 

Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia", Media Bina Ilmiah 17.9, hal. 2281-

2290. 
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Dalam kasuis peiralihan hak atas tanah yang peimiliknya tidak dikeitahuii, 

notaris meimiliki keiwajiban khuisuis uintuik meimveirifikasi peineitapan 

peingadilan yang meingeisahkan peiralihan hak teirseibuit. Notaris juiga haruis 

meimastikan bahwa proseiduir peinguimuiman di meidia massa dan Kantor 

Peirtanahan teilah dilakuikan deingan beinar, seirta meimbuiat konstruiksi huikuim 

yang teipat uintuik meilinduingi keipeintingan seimuia pihak yang teirlibat dalam 

transaksi teirseibuit. Dalam hal ini, notaris juiga meimiliki keiwajiban uintuik 

meimbeirikan peinyuiluihan huikuim keipada para pihak meingeinai risiko dan 

konseikuieinsi dari peiralihan hak yang dilakuikan tanpa keihadiran peimilik asli. 

Dari seigi tangguing jawab, notaris beirtangguing jawab atas keibeinaran 

formal dari akta yang meireika buiat, seibagaimana diatuir dalam Pasal 16 U iU i 

No. 2 Tahuin 2014. Notaris haruis meimastikan bahwa para pihak yang 

meinghadap adalah orang-orang yang cakap seicara huikuim dan meimiliki 

keiweinangan uintu ik meilakuikan peirbuiatan huiku im yang meireika ajuikan. Ini 

uintuik meinceigah teirjadinya seingkeita huikuim di keimuidian hari.
93

 

Tangguing jawab profeisional notaris juiga meincakuip meinjaga martabat 

profeisi notaris, meimbeirikan peilayanan huikuim keipada masyarakat seisuiai 

deingan standar yang teilah diteintuikan, seirta teiru is meiningkatkan peingeitahuian 

dan kompeiteinsi meireika meilaluii peindidikan beirkeilanjuitan. Hal ini diatuir 

dalam Pasal 37 U iU i No. 2 Tahuin 2014, yang meingharuiskan notaris uintuik 

beirpartisipasi dalam peineigakan huikuim dan meimbeirikan kontribuisi dalam 

peingeimbangan sisteim huikuim nasional. 

                                                 
93 Dara Rezeki Sri, dan Adawiyah Nasution, 2023, "Tinjauan Yuridis Peralihan Hak Milik atas 

Tanah Karena Tukar Menukar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pada 

Kantor Pertanahan Kota Medan", Mediation: Journal Of Law, hal. 20-30. 
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Peirbeidaan U itama Keiwajiban dan Tangguing Jawab PPAT dan Notaris 

Meiskipuin PPAT dan notaris meimiliki banyak peirsamaan dalam hal 

keiwajiban dan tangguing jawab, teirdapat beibeirapa peirbeidaan uitama yang 

meincolok. Salah satui peirbeidaan teirseibuit teirleitak pada ruiang lingkuip 

keiweinangan meireika. PPAT meimiliki keiweinangan yang teirbatas pada 

peimbuiatan akta-akta tanah teirteintui, seipeirti akta juial beili, hibah, ataui 

peiralihan hak atas tanah, seidangkan notaris meimiliki keiweinangan yang leibih 

luias, meincakuip seimuia peirbuiatan huikuim yang meimeirluikan akta oteintik, 

keicuiali yang seicara khuisuis dikeicuialikan oleih uindang-uindang. 

Wilayah keirja PPAT juiga teirbatas pada wilayah keirja teirteintui yang 

diteintuikan beirdasarkan peinuinjuikan dari Keimeinteirian Agraria dan Tata 

Ruiang/Badan Peirtanahan Nasional (ATR/BPN), seimeintara notaris dapat 

meinjalankan jabatannya di wilayah keiduiduikannya, seisuiai deingan keiteintuian 

dalam Pasal 18 U iU i No. 2 Tahuin 2014. Peingawasan teirhadap PPAT dilakuikan 

oleih Keimeinteirian ATR/BPN, seidangkan notaris beirada di bawah peingawasan 

Keimeinteirian Huikuim dan HAM. 

Dalam meinjalankan tuigasnya, PPAT dan notaris seiring kali haruis beikeirja 

sama, teiruitama dalam meinangani kasuis-kasuis kompleiks yang meilibatkan 

peiralihan hak atas tanah yang peimiliknya tidak dikeitahuii. Koordinasi antara 

PPAT dan notaris dipeirluikan dalam hal veirifikasi dokuimein, peimbeirian 

peinyuiluihan huiku im, seirta peingeimbangan profeisi meilaluii peindidikan dan 

peilatihan beirsama. Deingan adanya sineirgi ini, diharapkan proseis peiralihan 
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hak atas tanah dapat dilakuikan deingan leibih eifisiein dan meimbeirikan 

keipastian huikuim yang leibih baik bagi seimuia pihak yang teirlibat.
94

 

Veirifikasi dokuimein dalam peiralihan hak atas tanah beirtuijuian uintuik 

meimastikan bahwa proseis teirseibuit dilakuikan seicara sah, transparan, dan 

seisuiai deingan keiteintuian peiratuiran peiruindang-u indangan. Veirifikasi dokuimein 

meinjadi langkah awal dalam meimastikan keiabsahan seitiap transaksi tanah, 

teiruitama keitika peimilik tanah tidak dikeitahuii keibeiradaannya. Dalam konteiks 

ini, veirifikasi dokuimein meilibatkan peingeiceikan teirhadap beirbagai aspeik, 

seipeirti statuis keipeimilikan tanah, keiabsahan dokuimein yang diajuikan, seirta 

riwayat hak atas tanah teirseibuit. Seitiap tahapan dalam proseis ini haruis 

meingikuiti keiteintu ian yang diatuir dalam beirbagai instruimein huikuim yang 

beirlakui di Indoneisia. 

Veirifikasi dokuimein peirtama-tama meimiliki landasan konstituisional yang 

peinting. Pasal 28D ayat (1) U iU iD 1945 meinyatakan bahwa seitiap orang 

beirhak atas peingakuian, jaminan, peirlinduingan, dan keipastian huikuim yang 

adil. Prinsip ini meinjadi peidoman dalam meimastikan bahwa seitiap orang 

yang teirlibat dalam peiralihan hak atas tanah, baik peimilik, calon peimbeili, 

mauipuin ahli waris, meimiliki hak yang sama di hadapan huikuim. Dalam 

veirifikasi dokuimein, hal ini beirarti bahwa doku imein-dokuimein yang diajuikan 

haruis dipeirlakuikan deingan standar yang sama, tanpa adanya diskriminasi, 

uintuik meimastikan bahwa hak-hak seitiap pihak teirlinduingi seicara adil. Seilain 

itui, Pasal 33 ayat (3) U iUiD 1945 juiga meimbeirikan dasar bagi peinguiasaan 

                                                 
94 Dara Rezeki Sri, dan Adawiyah Nasution, 2023, "Tinjauan Yuridis Peralihan Hak Milik atas 

Tanah Karena Tukar Menukar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pada 

Kantor Pertanahan Kota Medan", Mediation: Journal Of Law, hal. 20-30. 
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neigara atas buimi, air, dan keikayaan alam uintuik keimakmuiran rakyat. Deingan 

deimikian, neigara meilaluii leimbaga-leimbaga teirkait, seipeirti Badan Peirtanahan 

Nasional (BPN), beirpeiran aktif dalam meingawasi dan meimveirifikasi 

dokuimein yang beirkaitan deingan peiralihan hak atas tanah, teiruitama keitika ada 

keitidakjeilasan meingeinai keibeiradaan peimilik tanah. 

Dalam lingku ip U indang-U indang Pokok Agraria (U iU iPA) No. 5 Tahuin 

1960, veirifikasi dokuimein juiga meimiliki peiranan. Pasal 19 U iUiPA meingatuir 

bahwa peimeirintah wajib meinye ileinggarakan peindaftaran tanah uintu ik 

meimbeirikan jaminan keipastian huikuim. Proseis veirifikasi dokuime in 

meiruipakan bagian dari sisteim peindaftaran ini, di mana seimuia dokuimein yang 

beirkaitan deingan tanah, teirmasuik seirtipikat hak milik, haruis diveirifikasi 

keibeinarannya seibeiluim dilakuikan peincatatan. Pasal 23 U iU iPA meineigaskan 

bahwa seitiap peiralihan hak milik atas tanah haruis didaftarkan, dan hal ini 

tidak dapat dilakuikan tanpa adanya veirifikasi dokuimein yang meimadai. 

Dokuimein-dokuimein yang diveirifikasi meilipuiti seirtipikat hak atas tanah, akta 

peiralihan, dan dokuimein peinduikuing lainnya. Veirifikasi ini uintuik meimastikan 

bahwa tanah yang dialihkan beinar-beinar dimiliki oleih pihak yang sah dan 

bahwa tidak ada seingkeita ataui masalah lain yang beiluim teirseileisaikan. Pasal 

32 UiU iPA meinambahkan bahwa seitiap peiruibahan hak atas tanah haruis dicatat 

dalam buikui tanah, dan proseis ini juiga meimeirluikan veirifikasi dokuimein 

seibagai bagian dari peirsyaratan administratif.
95

 

                                                 
95 Ati Rahmawati, 2024, "Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah Warisan yang Belum Dibagi", Al 

Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan, Vol.2 , No.22, hal. 178-187. 
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Peiratuiran Peimeirintah No. 18 Tahuin 2021 teintang Peindaftaran Tanah 

meimbeirikan atuiran leibih lanjuit teintang veirifikasi dokuimein dalam proseis 

peindaftaran tanah. PP No. 18 Tahuin 2021 meinyatakan bahwa tuijuian 

peindaftaran tanah adalah meimbeirikan keipastian huikuim dan peirlinduingan 

huikuim keipada peimeigang hak atas tanah. Veirifikasi dokuimein meiruipakan 

langkah kuinci dalam meincapai tuijuian ini, di mana dokuimein-dokuimein yang 

diajuikan haruis dipeiriksa deingan teiliti uintuik meimastikan keiabsahannya. PP 

ini meingatuir bahwa seirtipikat tanah meiruipakan alat buikti yang kuiat 

meingeinai hak atas tanah, seihingga veirifikasi dokuimein haruis dilakuikan 

deingan ceirmat uintuik meimastikan bahwa seirtipikat yang diteirbitkan seisuiai 

deingan keiadaan seibeinarnya di lapangan. Seilain itui, Pasal 92 PP No. 18 

Tahuin 2021 meingatuir teintang peinolakan peindaftaran peiralihan hak jika 

diteimuikan adanya keitidakseisuiaian ataui keitidakabsahan dokuimein yang 

diajuikan Dalam hal Tanah meiruipakan objeik peirkara peingadilan, objeik 

peineitapan stafuis quio oleih hakim yang meimeiriksa peirkara ataui objeik sita 

peingadilan, keipala Kantor Peirtanahan meinolak u intuik rrieilakuikan peindaftaran 

peiralihan ataui peimbeibanan hak. Ini meinu injuikkan beitapa peintingnya 

veirifikasi dokuimein seibagai langkah preiveintif uintuik meinceigah teirjadinya 

peiralihan hak yang tidak sah. 

Peiratuiran Meinteiri Agraria dan Tata Ruiang/Badan Peirtanahan Nasional 

No. 3 Tahuin 1997 juiga meimbeirikan panduian teiknis meingeinai proseiduir 

veirifikasi dokuimein dalam peindaftaran tanah. Peiratuiran ini meingatuir standar 

administrasi peirtanahan yang haruis diikuiti oleih seimuia pihak yang teirlibat 
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dalam proseis peiralihan hak atas tanah. Salah satui bagian dari peiratuiran ini 

adalah veirifikasi dokuimein fisik dan yu iridis tanah yang diajuikan oleih 

peimohon. Dokuimein fisik meilipuiti peita ataui gambar situiasi tanah, seidangkan 

dokuimein yuiridis meincakuip seirtipikat hak milik, akta peiralihan, seirta 

dokuimein lain yang meinuinjuikkan keipeimilikan yang sah. Veirifikasi ini 

beirtuijuian uintuik meimastikan bahwa tidak ada peirteintangan antara data fisik 

dan yuiridis tanah teirseibuit, seihingga peiralihan hak dapat dilakuikan deingan 

aman dan seisuiai deingan huikuim. 

Dalam proseis veirifikasi dokuimein, keipastian statuis tanah meinjadi salah 

satui eileimein uitama yang haruis dipastikan. Statuis keipeimilikan tanah haruis 

jeilas, dan hal ini dapat dipastikan meilaluii veirifikasi seirtipikat dan buikui tanah 

yang meincatat riwayat keipeimilikan tanah teirseibuit. Jika teirdapat 

keitidakjeilasan meingeinai keibeiradaan peimilik tanah, maka veirifikasi leibih 

lanjuit peirlui dilaku ikan, seipeirti meilaluii peinguimu iman puiblik ataui peimeiriksaan 

di peingadilan u intuik meindapatkan peineitapan reismi meingeinai statuis 

keipeimilikan tanah. Seilain itui, statuis hak atas tanah juiga haruis dipeiriksa, 

teirmasuik jeinis hak apa yang meileikat pada tanah teirseibuit, apakah tanah 

teirseibuit meiruipakan hak milik, hak guina banguinan, ataui hak pakai. Jeinis hak 

ini haruis diveirifikasi deingan beinar uintuik meinghindari keisalahan dalam 

proseis peiralihan hak.
96

 

Keipastian proseiduir dalam veirifikasi doku imein juiga beirguina. Proseiduir 

yang beinar haruis diikuiti dalam seitiap tahapan peiralihan hak, muilai dari 

                                                 
96 Sahat Sinaga Hangoluan Maruli Tua, 2024, "Perkembangan Pengaturan Peralihan Hak atas 

Tanah Melalui Jual Beli", Jurnal Hukum To-Ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi 

Masyarakat 10.1, hal. 138-150. 
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peingajuian dokuimein hingga peindaftaran di kantor peirtanahan. Veirifikasi 

dokuimein meilibatkan peingeiceikan keileingkapan dokuimein, keiseisuiaian antara 

data fisik dan yuiridis, seirta keiabsahan tanda tangan pihak-pihak yang teirlibat 

dalam transaksi. Seimuia ini haruis dilakuikan seisuiai deingan proseiduir yang 

teilah diteitapkan u intuik meimastikan bahwa tidak ada langkah yang teirleiwatkan 

ataui dilanggar dalam proseis peiralihan hak atas tanah. 

Dalam aspeik peimbuiktian formal, veirifikasi dokuimein beirpeiran seibagai 

alat uintuik meimastikan keiabsahan dokuimein keipeimilikan tanah. Seirtipikat hak 

atas tanah meiru ipakan dokuimein uitama yang haruis diveirifikasi, kareina 

seirtipikat ini meiruipakan alat buikti yang sah meingeinai hak atas tanah yang 

teirdaftar. Akta peiralihan yang dibuiat oleih Peijabat Peimbuiat Akta Tanah 

(PPAT) juiga haruis diveirifikasi uintuik meimastikan bahwa peiralihan hak 

dilakuikan seisuiai deingan keiteintuian yang beirlakui. Peineitapan peingadilan 

muingkin dipeirluikan dalam kasuis di mana peimilik tanah tidak dikeitahuii 

keibeiradaannya, dan dokuimein ini juiga haruis diveirifikasi uintuik meimastikan 

keiabsahannya. 

Seilain peimbuiktian formal, veirifikasi dokuimein juiga meincakuip 

peimbuiktian mateiriil. Peimbuiktian mateiriil beirfokuis pada keiabsahan hak yang 

dimiliki oleih pihak yang meilakuikan peiralihan, seirta validitas peiralihan itu i 

seindiri. Veirifikasi dokuimein beirtuijuian uintuik meimastikan bahwa pihak yang 

meilakuikan peiralihan hak meimiliki keiweinangan uintuik beirtindak atas tanah 

teirseibuit, dan bahwa peiralihan dilakuikan deingan itikad baik. Seilain itui, 
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validitas proseiduir peiralihan juiga haruis dipeiriksa, teirmasuik apakah seimuia 

pihak yang teirlibat teilah meimbeirikan peirseituijuian yang sah.
97

 

Meikanismei peinjaminan keipastian huikuim dalam peindaftaran tanah sangat 

beirgantuing pada veirifikasi dokuimein yang aku irat. Veirifikasi ini meiruipakan 

bagian dari peindaftaran awal, di mana dokuimein yang diajuikan diveirifikasi 

seibeiluim seirtipikat tanah diteirbitkan. Veirifikasi data meincakuip peingeiceikan 

teirhadap dokuimein-dokuimein fisik dan yuiridis yang beirkaitan deingan tanah 

teirseibuit, seirta peinguimuiman puiblik uintuik meimbeirikan keiseimpatan bagi pihak 

keitiga uintuik meingajuikan keibeiratan jika ada. Seiteilah seirtipikat diteirbitkan, 

peimeiliharaan data juiga haruis dilakuikan deingan baik, teirmasuik peincatatan 

seitiap peiruibahan yang teirjadi pada hak atas tanah teirseibuit. Veirifikasi 

dokuimein juiga dipeirluikan dalam seitiap tahap peimeiliharaan data ini uintuik 

meimastikan bahwa seitiap peiruibahan yang teircatat seisuiai deingan keiadaan 

seibeinarnya. 

Sisteim peingawasan juiga meimainkan peiran dalam meimastikan bahwa 

veirifikasi dokuimein dilakuikan seicara teipat dan seisuiai deingan proseiduir. 

Peingawasan inteirnal oleih instansi teirkait, seipeirti kantor peirtanahan, beirtuijuian 

uintuik meimastikan bahwa seitiap proseiduir veirifikasi dokuimein dilakuikan 

deingan beinar dan tidak ada peilanggaran yang teirjadi. Eivaluiasi beirkala dan 

tindakan koreiksi dipeirluikan uintuik meingideintifikasi dan meimpeirbaiki seitiap 

keisalahan yang muingkin teirjadi dalam proseis veirifikasi. Peingawasan 

eiksteirnal, seipeirti auidit indeipeindein ataui partisipasi masyarakat, juiga uintuik 

                                                 
97 Devarinta Anandari Hayyu, Adi Sulistiyono, dan Suraji Suraji, 2023, "Urgensi Penyuluhan 

Masyarakat tentang Peralihan Hak atas Tanah untuk Mengurangi Sengketa Kepemilikan Hak atas 

Tanah." Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat, hal. 49. 
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meimastikan transparansi dan akuintabilitas dalam proseis veirifikasi 

dokuimein.
98

 

Peirlinduingan keipastian huikuim yang dihasilkan dari veirifikasi dokuimein 

dapat beiruipa peirlinduingan preiveintif dan reipreisif. Dalam konteiks 

peirlinduingan preiveintif, veirifikasi dokuimein dilakuikan uintuik meinceigah 

teirjadinya keisalahan ataui peinyalahguinaan dalam peiralihan hak atas tanah. 

Sisteim administrasi yang baik, deingan databasei teirpadui dan veirifikasi 

beirlapis, beirtuijuian uintuik meimastikan bahwa seitiap dokuimein yang diajuikan 

seisuiai deingan keiteintuian huikuim dan tidak ada informasi yang salah atau i 

meinyeisatkan. Proseiduir standar opeirasional juiga haruis diikuiti deingan keitat 

uintuik meimastikan bahwa seitiap tahapan dalam proseis veirifikasi dilakuikan 

seicara teipat dan seisuiai deingan huikuim. 

Proseiduir peimbuiatan akta dalam peiralihan hak atas tanah yang 

peimiliknya tidak dikeitahuii keibeiradaannya meimeirluikan peindeikatan hati-hati 

dan teiliti uintuik meimastikan keipastian huikuim, keiabsahan peiralihan, seirta 

peirlinduingan teirhadap pihak-pihak yang beirkeipeintingan. Notaris ataui Peijabat 

Peimbuiat Akta Tanah (PPAT) yang beirtuigas dalam kasuis seimacam ini haruis 

meinjalankan seirangkaian tahapan proseiduiral yang keitat, dimuilai dari 

veirifikasi awal, peinguimuiman puiblik, hingga peindaftaran di Kantor 

Peirtanahan. Langkah-langkah ini uintuik meiminimalisir risiko seingkeita di 

keimuidian hari dan meilinduingi seimuia pihak yang teirlibat, teirmasuik peimilik 

                                                 
98 Desy Sari Agatha, M, Sudirman, dan Benny Djaja, 2024, "Pertanggungjawaban Hukum Perdata 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPat) dalam Peralihan Hak atas Tanah (Analisis Putusan Nomor 

86/Pdt, G/2009/Pn, Depok)", Journal Of Social dan Economics Research 6.1, hal. 595-608. 
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lama, ahli waris, dan peimilik barui. Tahapan Proseiduir Peimbuiatan Akta antara 

lain: 

1. Tahap Peirsiapan dan Veirifikasi Awal 

Langkah peirtama dalam proseiduir ini adalah veirifikasi dan 

peimeiriksaan teirhadap dokuimein dasar yang teirkait deingan tanah yang 

akan dialihkan. Notaris/PPAT wajib meilakuikan peingeiceikan keiaslian 

seirtipikat tanah meilaluii Kantor Peirtanahan, seirta meimastikan keiabsahan 

alas hak beirdasarkan keiteintuian dalam Pasal 19 U iU iPA No. 5 Tahuin 1960, 

yang meingatuir peindaftaran tanah seibagai beintuik jaminan keipastian 

huikuim atas hak-hak yang ada di atasnya. Veirifikasi juiga meincakuip 

peineiluisuiran riwayat keipeimilikan tanah dan peimeiriksaan Pajak Buimi dan 

Banguinan (PBB).
99

 

Seilain itui, teirdapat keiwajiban uintuik meilakuikan peincarian teirhadap 

peimilik tanah yang teirdaftar dalam seirtipikat. U ipaya peincarian ini 

dilakuikan deingan meineiluisuiri alamat yang teircantuim dalam seirtipikat, 

meinghuibuingi RT/RW dan keiluirahan seiteimpat, seirta meilakuikan 

peingeiceikan di Dinas Keipeinduiduikan dan Catatan Sipil (Disduikcapil) 

teirkait keibeiradaan peimilik. Dalam beibeirapa kasuis, keirja sama deingan 

pihak keipolisian juiga dipeirluikan, meingingat peintingnya meineimuikan 

peimilik asli ataui ahli waris yang sah. Hal ini seisuiai deingan prinsip 

peirlinduingan hak peimilik tanah seibagaimana dijamin dalam Pasal 28D 

                                                 
99 Susan Rampengan, 2023, "Akibat Hukum Pembatalan Sertipikat Hak atas Tanah Karena Terjadi 

Tumpang Tindih (OverlaPPing) antara Hak atas Tanah dengan Hak Milik Adat", Civilia: Jurnal 

Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan 2.4, hal. 83-94. 
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ayat (1) U iU iD 1945, yang meingatuir jaminan peirlakuian yang sama di 

hadapan huiku im seirta peirlinduingan huikuim bagi seimuia warga neigara. 

2. Tahap Peinguimuiman Puiblik 

Jika peimilik ataui ahli waris tidak dapat diteimuikan, tahap seilanjuitnya 

adalah meilakuikan peinguimuiman puiblik. Peinguimuiman ini wajib dilakuikan 

di meidia massa nasional, deingan keiteintuian dilakuikan minimal duia kali 

deingan jarak waktui 30 hari di antara tiap peinguimuiman. Informasi yang 

dicantuimkan dalam peinguimuiman haruis meincakuip deitail tanah dan peimilik 

teirakhir yang teircantuim dalam seirtipikat. Tuijuian peinguimuiman ini adalah 

uintuik meimbeiri keiseimpatan keipada peimilik ataui ahli waris uintuik 

meingajuikan klaim atas tanah teirseibuit dalam jangka waktui teirteintui. 

Seilain peinguimuiman meilaluii meidia massa, peinguimuiman juiga haruis 

dipasang di papan peinguimuiman Kantor Peirtanahan seiteimpat seirta di kantor 

keiluirahan ataui deisa yang beirkaitan. Seimuia beintuik peinguimuiman ini haruis 

didokuimeintasikan deingan baik seibagai buikti bahwa proseiduir teilah 

dijalankan seisuiai keiteintuian huikuim. Proseiduir peinguimuiman puiblik ini uintuik 

meimeinuihi syarat formal yang diatuir dalam Pasal 32 PP No. 24 Tahuin 1997 

yang meingatuir keikuiatan peimbuiktian seirtipikat tanah seibagai alat buikti yang 

sah. 

3. Tahap Peineitapan Peingadilan 

Apabila seiteilah tahap peinguimuiman puiblik tidak ada klaim yang masuik 

dari peimilik ataui ahli waris, langkah beirikuitnya adalah meingajuikan 

peirmohonan peineitapan peingadilan. Peingajuian ini dilakuikan di Peingadilan 
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Neigeiri yang beirweinang, deingan meinyeirtakan suirat peirmohonan beiseirta 

buikti-buikti bahwa seimuia uipaya peincarian dan peinguimuiman teilah dilakuikan 

seisuiai proseiduir. Di dalam suirat peirmohonan, peirlui diuiraikan seicara rinci 

kronologi kasuis, dasar huikuim yang diguinakan, seirta buikti-buikti yang 

meinduikuing peiralihan hak teirseibuit.
100

 

Proseis peirsidangan di peingadilan akan meilibatkan peimeiriksaan buikti-

buikti dokuimeinteir dan, jika dipeirluikan, saksi-saksi yang reileivan deingan 

peirkara. Hakim akan meimpeirtimbangkan seimuia aspeik huikuim seibeiluim 

meimbeirikan peineitapan peingadilan. Peineitapan ini meinjadi dasar yang sah 

uintuik meilanjuitkan proseis peimbuiatan akta peiralihan hak. Dalam hal ini, Pasal 

23 U iU iPA No. 5 Tahuin 1960 dan Pasal 84 PP No. 18 Tahuin 2021 meingatuir 

peintingnya peindaftaran peiralihan hak seibagai langkah formal uintuik 

meilinduingi keipeintingan huikuim para pihak. 

4. Tahap Peimbuiatan Akta 

Deingan adanya peineitapan peingadilan, notaris/PPAT dapat meilanjuitkan 

deingan peirsiapan peimbuiatan akta peiralihan hak. Draft akta haruis dibuiat 

seisuiai deingan format yang diteintuikan dalam peiratuiran peiruindang-uindangan 

dan haruis meimuiat seimuia informasi yang reileivan, teirmasuik dasar peineitapan 

peingadilan dan data leingkap meingeinai tanah seirta pihak-pihak yang teirlibat. 

Akta ini juiga haru is meincantuimkan klauisuil khuisuis teirkait statuis peimilik yang 
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tidak dikeitahuii keibeiradaannya seirta meikanismei peingamanan huikuim uintuik 

meilinduingi keipeintingan peimilik yang muingkin muincuil di keimuidian hari.
101

 

Dalam peinyuisuinan akta, PPAT haru is meimastikan keileingkapan 

dokuimein peinduikuing seipeirti peineitapan peingadilan, seirtipikat tanah, dan 

buikti-buikti lain yang reileivan. juiga uintuik beirkoordinasi deingan pihak-pihak 

yang beirkeipeintingan, seipeirti calon peimbeili, ahli waris, ataui pihak lain yang 

meimiliki keipeintingan huikuim teirkait tanah teirseibuit. Hal ini seisuiai deingan 

Pasal 1320 KU iHPeirdata yang meingatuir teintang syarat sahnya peirjanjian, 

teirmasuik dalam hal ini peimbuiatan akta peiralihan hak yang sah. 

5. Tahap Peindaftaran dan Peincatatan 

Tahap teirakhir dalam proseiduir ini adalah meindaftarkan akta peiralihan 

hak di Kantor Peirtanahan. Peirmohonan peindaftaran peiralihan hak haruis 

diajuikan deingan meilampirkan seiluiruih doku imein peinduikuing, teirmasuik 

seirtipikat tanah, akta peiralihan, dan peineitapan peingadilan. Proseis ini 

meingikuiti keiteintu ian dalam PP No. 18 Tahuin 2021 yang meingatuir teintang 

proseiduir peindaftaran peiralihan hak atas tanah.
102

 

Seiteilah seimuia syarat teirpeinuihi, Kantor Peirtanahan akan meincatat 

peiralihan hak teirseibuit dalam buikui tanah dan meineirbitkan seirtipikat barui atas 

nama peimilik yang barui. Seirtipikat ini meinjadi alat buikti yang sah seisuiai 

deingan Pasal 33 PP No. 24 Tahuin 1997, yang meinyatakan bahwa seirtipikat 

                                                 
101 Vara Pontoh Dila, Nirwan Junus, dan Zamroni Abdussamad, 2023, "Mekanisme Peralihan Hak 

atas Tanah dalam Bentuk Jual Beli di Kantor Pertanahan Bolaang Mongondow Timur", Jurnal 

Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni 1.3, hal. 484-489. 
102 Elias Thesia Hence, et al., 2023, "Sosialisasi Hukum tentang Peranan Pejabat Pembuat Akta 

Tanah (PPat) dalam Pendaftaran Hak Milik atas Tanah di Kampung Asei Besar Distrik Sentani 

Timur Kabupaten Jayapura", Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa 1.7, hal. 1306-1312. 
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meiruipakan buikti kuiat keipeimilikan atas tanah, seipanjang tidak ada pihak lain 

yang dapat meimbuiktikan seibaliknya. 

Teirdapat beibeirapa aspeik huikuim yang haruis dipeirhatikan dalam prose is 

ini, baik dari sisi peirlinduingan huikuim bagi peimilik lama mauipuin peimilik 

barui. Peimilik lama yang tidak dikeitahuii keibeiradaannya teitap meimiliki hak 

uintuik meingajuikan keibeiratan dan meimbuiktikan keipeimilikan meireika jika di 

keimuidian hari meireika diteimuikan. Peirlinduingan ini juiga meincakuip 

kompeinsasi yang muingkin haruis dibeirikan keipada peimilik lama jika haknya 

teirbuikti di keimuidian hari, seibagaimana diatuir dalam prinsip-prinsip Pasal 

28D ayat (1) U iU iD 1945. 

Di sisi lain, peimilik barui yang meimpeiroleih hak atas tanah meilalu ii 

proseiduir ini haru is meindapatkan keipastian huikuim bahwa peiralihan hak 

teirseibuit sah dan tidak dapat diganggui guigat oleih pihak keitiga. Ini seisuiai 

deingan asas pacta suint seirvanda yang teircantuim dalam Pasal 1338 

KUiHPeirdata, yang meingatuir bahwa peirjanjian yang sah beirlakui seibagai 

uindang-uindang bagi para pihak yang meimbuiatnya. 

Notaris/PPAT haruis teiliti dalam meimeiriksa dokuimein-dokuimein yang 

meindasari peiralihan hak dan meimastikan bahwa proseiduir peimbuiatan akta 

dilakuikan seisuiai deingan keiteintuian yang beirlakui. Keibeinaran informasi yang 

teircantuim dalam akta juiga meiruipakan tanggu ing jawab profeisional PPAT, 

yang jika dilanggar, dapat meinimbuilkan tanggu ing jawab huikuim di keimuidian 

hari. 
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B. Hambatan dan Solusi atas Peralihan Hak ketika Pemilik yang Terdaftar 

dalam Sertipikat Tanah tidak Diketahui Keberadaanya 

Peiralihan hak atas tanah yang peimiliknya tidak dikeitahuii keibeiradaannya 

meiruipakan salah satui tantangan dalam sisteim hu ikuim peirtanahan di Indoneisia. 

Peiralihan hak ini meinjadi masalah kareina proseiduir huikuim meinsyaratkan 

adanya akta yang sah seibagai dasar peiralihan, seibagaimana diatuir dalam Pasal 

86 Peiratuiran Peimeirintah Nomor 18 Tahuin 2021 teintang Peindaftaran Tanah. 

PPAT seibagai peijabat yang beirweinang haruis meimbuiat akta teirseibuit, namuin 

jika peimilik yang teirdaftar tidak dikeitahuii keibeiradaannya, proseis ini meinjadi 

teirganggui kareina salah satui eileimein uintuik meimbu iat akta tidak teirpeinuihi.
103

 

Salah satui prinsip dasar yang teirkait deingan peiralihan hak atas tanah 

adalah asas "neimo pluis juiris transfeirei poteist qu iam ipsei habeit," yang beirarti 

seiseiorang tidak dapat meingalihkan hak leibih dari apa yang ia miliki. Hal ini 

teirceirmin dalam Pasal 26 U indang-Uindang Nomor 5 Tahuin 1960 teintang 

Peiratuiran Dasar Pokok-Pokok Agraria (U iUiPA), yang meingharuiskan adanya 

tindakan huikuim yang sah dalam peiralihan hak. Keitidakhadiran peimilik tanah 

yang teirdaftar meinye ibabkan tidak dapat dilaksanakannya tindakan huikuim 

langsuing, seihingga meinyeibabkan keibuintuian dalam proseis peiralihan. Dalam 

kasuis seipeirti ini, salah satui soluisi yang bisa diambil adalah meilaluii meikanisme i 

peineitapan peingadilan seibagaimana diatuir dalam Pasal 37 ayat (2) Peiratuiran 

Peimeirintah Nomor 24 Tahuin 1997, yang meimuingkinkan peimbuiktian alteirnatif 

                                                 
103 Christianto Walujo Rici, dan Noenik Soekorini, 2023, "Tanggung Jawab Pidana terhadap 
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dalam kondisi-kondisi teirteintui. Proseis peineitapan peingadilan ini uintuik 

meimpeiroleih keiabsahan dalam proseis peiralihan hak tanah teirseibuit. 

Seilain masalah huikuim dasar, proseis veirifikasi dan validasi data juiga 

meinghadapi tantangan teirseindiri. Seisuiai deingan Pasal 131 ayat (1) Peiratuiran 

Meinteiri Neigara Agraria/Keipala BPN Nomor 3 Tahuin 1997, keileingkapan dan 

keibeinaran beirkas haruis dipeiriksa seicara ceirmat seibeiluim peirmohonan peiralihan 

hak bisa diproseis. Keitika peimilik tidak dikeitahuii, proseis veirifikasi meinjadi 

leibih ruimit dan meimakan waktui leibih lama. U intuik meingatasi hambatan ini, 

salah satui solu isi yang dapat diimpleimeintasikan adalah deingan 

meingoptimalkan sisteim informasi peirtanahan yang teirinteigrasi, seibagaimana 

diamanatkan dalam  Peiratuiran Peimeirintah Nomor 18 Tahuin 2021. Deingan 

adanya sisteim informasi yang leibih baik, proseis veirifikasi bisa dilakuikan 

deingan leibih eifisiein meilaluii koordinasi deingan instansi lain seipeirti 

Disduikcapil ataui keipolisian yang meimiliki data meingeinai keibeiradaan peimilik 

tanah.
104

 

Seilain itui, proseis peiralihan hak juiga meinghadapi keindala dari seigi 

waktui. Beirdasarkan Pasal 86 ayat (2) Peiratuiran Meinteiri Neigara 

Agraria/Keipala BPN Nomor 3 Tahuin 1997, seitiap peinguimuiman peiralihan hak 

haruis dilakuikan minimal duia kali deingan jeida 30 hari di antara seitiap 

peinguimuiman. Proseis peincarian peimilik yang tidak dikeitahuii juiga meimakan 

waktui yang lama, dan seiringkali meimbuituihkan inteirveinsi peingadilan. Soluisi 

atas masalah ini adalah deingan meimanfaatkan teiknologi informasi yang 

                                                 
104 Muhamad Rusjana, 2023,  "Sosialisasi Jaminan Kepastian Hukum terhadap Sertifikat Hak atas 

Tanah di Desa Putra Lempuyang", Devotion: Journal Corner Of Community Service 2.1, hal. 24-
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meimuingkinkan peinguimuiman dan peincarian dilakuikan seicara eileiktronik. 

Peiratuiran Meinteiri ATR/BPN Nomor 5 Tahu in 2020 teintang Peilayanan 

Informasi Peirtanahan seicara Eileiktronik meinjadi landasan uintuik modeirnisasi 

proseiduir ini, seihingga proseis peincarian bisa dilakuikan deingan leibih ceipat dan 

eifisiein. 

Hambatan lainnya yang seiring kali meinjadi masalah dalam kasuis peimilik 

tidak dikeitahuii adalah biaya yang haruis dikeiluiarkan seilama proseis 

beirlangsuing. Proseis peincarian peimilik, peinguimuiman di meidia massa, seirta 

proseiduir peingadilan meimeirluikan biaya yang cuikuip beisar. Meiskipuin Pasal 19 

ayat 4 U iU iPA dan Pasal 61 Peiratuiran Peimeirintah Nomor 24 Tahuin 1997 

meingatuir teintang biaya peindaftaran tanah, namuin dalam kasuis khuisuis ini, 

biaya tambahan seiring kali dipeirluikan. Soluisi yang dapat diteirapkan uintuik 

meingatasi masalah biaya ini adalah deingan meingeimbangkan meikanisme i 

peimbiayaan yang leibih eifisiein, misalnya deingan meimanfaatkan meidia 

eileiktronik uintuik peinguimuiman ataui beikeirja sama deingan leimbaga bantuian 

huikuim yang dapat meiringankan beiban biaya bagi pihak yang meimbuituihkan. 

Keitidakpastian huikuim yang timbuil seilama proseis peiralihan hak juiga 

meinjadi hambatan yang signifikan. Seisuiai deingan Pasal 76 Peiratuiran 

Peimeirintah Nomor 24 Tahuin 1997, seirtipikat tanah meiruipakan alat buikti yang 

kuiat atas keipeimilikan tanah. Namuin, jika peimilik seirtipikat tidak dikeitahuii, 

proseis peiralihan hak meinjadi peinuih risiko kareina ada keimuingkinan muincuilnya 

guigatan di keimuidian hari dari pihak yang meingklaim seibagai ahli waris atau i 

peimilik sah. U intu ik meiminimalisir risiko ini, proseiduir peinguimuiman dan 
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peincarian peimilik haruis dilakuikan seicara meinyeiluiruih dan teirdokuimeintasi 

deingan baik, seihingga apabila ada guigatan, seimuia proseis yang teilah dijalankan 

dapat dijadikan dasar peimbeilaan. Peineitapan peingadilan yang kuiat juiga 

dipeirluikan seibagai landasan huikuim uintuik peiralihan hak tanah. 

Seilain itui, dari sisi proseiduiral, teirdapat batasan keiweinangan PPAT dalam 

meinangani kasuis ini. Beirdasarkan Peiratuiran Peimeirintah Nomor 18 Tahuin 

2024, PPAT tidak bisa meimbuiat akta peiralihan hak apabila salah satui pihak 

tidak meimeinuihi syarat uintuik meilakuikan peirbuiatan huikuim. Hal ini meinjadi 

keindala keitika peimilik tanah tidak dikeitahuii, kareina PPAT tidak dapat 

meinyuisuin akta yang dibuituihkan tanpa keihadiran pihak peimilik. Soluisi yang 

bisa diteimpuih adalah deingan meiminta peineitapan peingadilan yang meimbeirikan 

dasar huikuim bagi PPAT uintuik teitap bisa meimbuiat akta peiralihan hak, 

seihingga proseis dapat teiruis beirlanjuit meiskipuin peimilik tidak hadir seicara 

langsuing. 

Tantangan koordinasi antara instansi juiga seiring kali meinjadi keindala 

dalam proseis peiralihan hak atas tanah. Meiskipuin Peiratuiran Peimeirintah Nomor 

18 Tahuin 2021 meiwajibkan peimbeirian informasi keipada pihak yang 

beirkeipeintingan, seiring kali teirjadi hambatan dalam koordinasi antara Kantor 

Peirtanahan, Disduikcapil, keipolisian, dan instansi lainnya. U intuik meingatasi 

masalah ini, soluisi yang bisa diambil adalah deingan meimbanguin sisteim 

informasi teirinteigrasi yang meimuingkinkan seimu ia instansi teirkait dapat saling 

beirbagi informasi deingan muidah. Seilain itui, peirlu i ada keirja sama antarinstansi 

yang diatuir seicara formal, misalnya meilaluii peirjanjian keirja sama ataui reiguilasi 
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khuisuis yang meingatuir meikanismei koordinasi dalam proseis peiralihan hak tanah 

yang peimiliknya tidak dikeitahuii.
105

 

Hambatan dalam beintuik peirlinduingan huikuim bagi pihak yang 

beirkeipeintingan juiga tidak bisa diabaikan. Pasal 45 Peiratuiran Peimeirintah 

Nomor 18 Tahuin 2021 meinyeibuitkan bahwa keipala kantor peirtanahan beirhak 

meinolak meilakuikan peindaftaran peiralihan hak jika ada keibeiratan yang 

beiralasan. Ini beirarti, jika seilama proseis peiralihan ada pihak yang meingajuikan 

keibeiratan atas proseis teirseibuit, peindaftaran tidak dapat dilanjuitkan. U intuik 

meingatasi hambatan ini, peirlui dipastikan bahwa proseis veirifikasi dan 

peinguimuiman dilakuikan seicara meinyeiluiruih dan teirbuika, seihingga pihak yang 

beirkeipeintingan meimiliki keiseimpatan yang cuikuip uintuik meingajuikan keibeiratan 

seibeiluim proseis peiralihan dilanjuitkan. 

Dokuimeintasi dan arsip juiga meinjadi hambatan teiknis yang seiring kali 

muincuil dalam kasu is peiralihan hak deingan peimilik yang tidak dikeitahuii. Pasal 

184 Peiratuiran Meinteiri Neigara Agraria/Keipala BPN Nomor 3 Tahuin 1997 

meingatuir bahwa seimuia dokuimein haruis disimpan seibagai warkah yang 

dipeilihara deingan baik. Namuin, dalam kasuis peimilik tidak dikeitahuii, seiring 

kali dokuimein peinduikuing yang dipeirluikan tidak leingkap ataui suidah ruisak. 

Soluisi uintuik masalah ini adalah deingan meingeimbangkan sisteim arsip digital 

yang dapat meinyimpan data seicara leibih aman dan teirstandarisasi. Sisteim ini 

juiga dapat meimpeirmuidah akseis teirhadap doku imein yang dipeirluikan dalam 

proseis peiralihan hak tanah. 
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Peimbuiktian hak atas tanah dalam kasuis peimilik tidak dikeitahuii juiga 

meinjadi tantangan yang seiriuis. Seisuiai deingan  Peiratuiran Peimeirintah Nomor 18 

Tahuin 2021, peimbuiktian hak lama meimeirluikan dokuimein-dokuimein teirtuilis 

seibagai alat buikti. Namuin, dalam banyak kasuis, dokuimein-dokuimein ini suilit 

diteimuikan kareina peimiliknya tidak dikeitahuii. Soluisinya adalah deingan 

meimanfaatkan saksi-saksi yang meingeitahuii seijarah keipeimilikan tanah teirseibuit 

ataui meingguinakan buikti tidak teirtuilis lainnya. Seilain itui, peineitapan peingadilan 

dapat beirpeiran seibagai buikti yang sah uintuik meimpeirkuiat proseis peimbuiktian 

hak tanah teirseibuit.
106

 

Dari beirbagai hambatan yang teilah diseibuitkan, teirlihat bahwa peiralihan 

hak atas tanah deingan peimilik yang tidak dikeitahuii meimeirluikan peindeikatan 

yang kompreiheinsif. Dipeirluikan peinguiatan reigu ilasi deingan meimbuiat atuiran 

khuisuis yang meingatuir seicara deitail proseiduir peiralihan hak dalam kasuis 

peimilik yang tidak dikeitahuii. Seilain itui, modeirnisasi sisteim administrasi 

peirtanahan meilaluii impleimeintasi teiknologi informasi yang teirinteigrasi sangat 

dibuituihkan agar proseis dapat dilakuikan deingan leibih ceipat dan eifisiein. 

Koordinasi antarinstansi juiga haruis ditingkatkan meilaluii peimbeintuikan tim 

teirpadui dan sisteim informasi beirsama. Seilain itui, peirlui adanya peinyeideirhanaan 

proseiduir tanpa meinguirangi aspeik keihati-hatian dan peirlinduingan huikuim bagi 

seimuia pihak yang beirkeipeintingan. Peingeimbangan meikanismei peimbiayaan 

yang leibih eifisiein dan teirjangkaui juiga meinjadi soluisi peinting, seihingga proseis 

peiralihan hak tidak teirbeibani oleih biaya yang teirlalui tinggi. Peinguiatan peiran 

                                                 
106 Dina Ningtyas Catur Ayu, 2023, "Hak atas Tanah Sebagai Dasar Pembuktian bagi Pemiliknya 

dalam Hukum Agraria yang di Dasari UUPA", Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (E-Issn: 

2776-1916) , Vol.3, No.1, hal. 28-35. 
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leimbaga peiradilan dalam meimbeirikan keipastian huikuim juiga sangat dipeirluikan 

agar proseis peiralihan hak dapat beirjalan deingan lancar dan seisuiai 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Beirdasarkan latar beilakang yang teilah peinuilis uiraikan di atas, maka 

keisimpuilan yang dapat peinuilis tarik uintuik peineilitian ini adalah seibagai 

beirikuit: 

1. Proseiduir peiralihan hak atas tanah dalam kasuis peimilik yang tidak 

dikeitahuii keibeiradaannya haruis meilaluii meikanismei yang leibih kompleiks 

dibandingkan peiralihan hak biasa. Langkah peirtama adalah peingajuian 

peirmohonan kei peingadilan uintuik meindapatkan peineitapan huikuim yang 

sah seibagai dasar peiralihan hak, seibagaimana diatuir dalam Pasal 37 ayat 

(2) Peiratuiran Peimeirintah Nomor 24 Tahuin 1997. Proseis ini meilibatkan 

peimeiriksaan dokuimein, peinguimuiman puiblik uintuik meincari pihak yang 

beirkeipeintingan, seirta koordinasi deingan beirbagai instansi seipeirti Kantor 

Peirtanahan, Disduikcapil, dan keipolisian. Seiteilah peineitapan peingadilan 

dipeiroleih, Peijabat Peimbuiat Akta Tanah (PPAT) dapat meimbuiat akta 

peiralihan, yang keimuidian didaftarkan kei Kantor Peirtanahan uintuik 

peimbaruian seirtifikat tanah. Dalam peirkara yang dipeiriksa pada Puituisan 

Peingadilan Neigeiri Tarakan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Tar, teilah 

dipuituiskan bahwa juial beili antara Muilyati dan Muisyarafah sah seicara 

huikuim, meiskipuin keibeiradaan Teirguigat tidak dikeitahuii. Dalam situiasi 

ini, Majeilis Hakim meimbeirikan hak keipada Peingguigat uintuik meilakuikan 

balik nama seirtifikat tanah dari nama Muisyarafah meinjadi nama Muilyati 
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beirdasarkan puituisan peingadilan. Peingadilan meinyatakan bahwa tindakan 

Teirguigat yang tidak meimbantui proseis balik nama meiruipakan peirbuiatan 

meilawan huikuim beirdasarkan Pasal 1365 KU iH Peirdata. Puituisan ini 

meingabuilkan seiluiruih guigatan Peingguigat dan meingizinkan proseis balik 

nama dilakuikan tanpa keihadiran Teirguigat, yang keimuidian meinjadi 

landasan hu ikuim bagi Muilyati uintuik meinyeileisaikan administrasi 

seirtifikat di Badan Peirtanahan. 

2. Hambatan uitama dalam peiralihan hak ini meilipuiti keisuilitan dalam 

meilakuikan peirbuiatan huikuim langsuing kareina prinsip "neimo pluis juiris 

transfeirei poteist quiam ipsei habeit", veirifikasi dokuimein yang tidak 

leingkap, lamanya waktui proseis, biaya tinggi, dan keitidakpastian statuis 

huikuim seilama proseis beirlangsuing. Soluisi yang dapat diteimpuih antara 

lain: meinggu inakan peineitapan peingadilan seibagai dasar peiralihan hak, 

meimanfaatkan teiknologi informasi uintuik meimpeirceipat proseis veirifikasi 

dan peinguimu iman, meingeimbangkan sisteim informasi peirtanahan yang 

teirinteigrasi, seirta meingoptimalkan koordinasi antara beirbagai instansi. 

Proseiduir juiga haruis didokuimeintasikan seicara meinyeiluiruih, deingan 

meimanfaatkan arsip digital uintuik meinceigah keihilangan ataui keiruisakan 

dokuimein. 
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B. Saran 

Beirdasarkan peineilitian yang teilah dilakuikan, peinuilis meimiliki beibeirapa 

saran seibagai beirikuit: 

1. Disarankan agar peimeirintah meinyuisuin reigu ilasi khuisuis yang leibih deitail 

meingeinai proseiduir peiralihan hak atas tanah dalam kasuis peimilik yang 

tidak dikeitahu ii keibeiradaannya. Reiguilasi ini haruis meincakuip peidoman 

yang jeilas teintang peiran dan tangguing jawab masing-masing instansi 

teirkait, seipeirti Kantor Peirtanahan, peingadilan, Disduikcapil, dan 

keipolisian. Seilain itui, dipeirluikan peinguiatan koordinasi meilalu ii 

peimbeintuikan sisteim informasi teirinteigrasi antar-instansi, guina 

meimpeirmuidah veirifikasi data peimilik dan meimpeirceipat proseis peingalihan 

hak tanah. 

2. Badan Peirtanahan Nasional (BPN) dapat meingeimbangkan program 

peilatihan beirkala dan seirtifikasi yang wajib diikuiti oleih seitiap PPAT. 

Program ini haruis meincakuip peimbaruian teirkait peiratuiran peiruindang-

uindangan teirbarui, stuidi kasuis teintang peilaksanaan keiweinangan PPAT, dan 

prakteik teirbaik dalam meinghadapi kasuis-kasuis kompleiks seipeirti 

peirmohonan balik nama oleih buikan peimeigang hak. Seirtifikasi ruitin juiga 

dipeirluikan u intuik meimastikan PPAT seilalui meimeinuihi standar 

profeisionalitas dan inteigritas dalam meinjalankan tuigasnya. 
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